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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil allamin, segala puji dan syukur bagi Allah Swr. yang telah
memberikan rida dan kekuatan serta hidayah, kasih sayang. kekuatan. dan
rezcki untuk dapat menyelesaikan bukuyang berjudul “Hukum Administrasi
Negara”. Judul ini sengaja dibuar karena alasan praktisnya adalah kami sebagai
penyusun buku ini mengasuh mata kulish Hukum Administrasi Negara di
beberapa Perguruan Tinggi di Bengkulu dan merupakan mata kuliah wajib di
Fakultas Hukum dan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu, khususnya program
studi Hukum Tata Negara (Siyasyah).

Terbitnya buku ini tidak terlepas dari bantuan para pihak. Untuk itu, penulis
mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Dr. H. Sirajuddin M.
M.Ag, MH selaku Rektor IAIN Bengkulu yang pada setiap kesempatan selalu
memberikan motivasi kepada dosen di lingkungan [AIN Bengkulu untuk
selalu berkarya dalam rangka pengamalan tri darma perguruan tinggi sekaligus
penguatan institusi IAIN yang baru saja meningkatkan statusnya dari STAIN
menjadi [AIN.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Drs. Syamsudin,
M.Ag Selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
[AIN Bengkulu beserta jajarannya yang telah bersedia mensponsori terbitnya
buku ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada guru-guru
penulis yang telah mengantarkan kami untuk memahami dan mendalami
ilmu pengetahuan yang sangat luas ini, khususnya ilmu hukum. Kepada
rekan-rekan sejawat, baik pada jajaran akademik maupun di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, terlebih-lebih kepada keluarga kami
masing-masing yang telah memberikan pengertian mendalam terhadap kami
sehingga kami dapat fokus mendalami ilmu yang kami cintai ini.
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BINGKAI BUKU

Bingkai buku “Hukum Administrasi Negara” fokus kajian utama adalah
kaitan piranti hukum administrasi dengan pejabat administrasi (pemerintah)
atau disebut birokrasi. Hukum administrasi sebagai tuntunan birokrasi
atau dikatakan sebagai sumber kewenang bagi birokrasi untuk bekerja.
Sebagaimana dikatakan oleh Prajudi Atmosudirdo bahwa unsur pertama
hukum administrasi negara adalah “pemerintah” yang merupakan jabatan. Jadi,
jabatan merupakan pengertian dan istilah kedua yang dipelajari dan dirumus
secara yuridis. Demikian juga pendapat E. Utrecht, Hukum administrasi
Negara (hukum pemerintahan) menguji hubungan hukum istimewa yang

diadakan memungkinkan para pejabat (ambtsdragers) administrasi negara
melakukan tugas mereka yang khusus.

Buku ini menguraikan kajian-kajian penting dalam ranah hukum pelaksanaan
administrasi negara di Indonesia. Naskah awal buku ini pada awalnya
merupakan bahan kuliah Hukum Administrasi Negara pada Program Studi
Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof.
Dr. Hazairin, SH Bengkulu. InsyaAllah pada tahun ini (2013) telah di buka
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasyah) Fakultas Syari’ah dan Ekonomi
[slam TAIN Bengkulu sesuai dengan strukeur kurikulum, Hukum Administrasi
Negara sebagai Mata Kuliah Utama (MKU) pada prodi tersebu.

Sesuai dengan kebutuhan, buku ini telah mengalami berbagai perubahan dari
naskah aslinya dengan dilengkapi beberapa materi pokok, seperti pembahasan
pada bab IX adanya beberapa penambahan materi tentang Kepegawaian,
Administrasi Keuangan Negara, dan Perencanaan Pembangun Daerah.

Walaupun buku ini pada awalnya ditujukan bagi mahasiswa, tetapi tidak
menutup kemungkinan buku ini juga bermanfaat bagi para birokrat sendiri
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Di dalam konstitusi (UUD 1945), susunan
dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu |
Pemerintah Daerah, Organisasi ierintahan pt
jelas dalam UUD 1945 yang meliputi lembaga-lembag
dan badan-badan negara tingkat pusat. Sementara pemer
diatur lebih lengkap dalam undang-undang pemerintahan

Organisasi pemerintah pusat mencerminkan seluruh ca
pemerintahan dan fungsi kenegaraan pada umumnya. Sen
pemerintahan daerah hanya menyangkut penyelenggraan pem
yang dapat dilaksanakan di daerah. Jadi tidak semua

pemerintahan pusat ada di daerah.’

3.2 Sejarah Pemerintahan di Indonesia

Sejarah pemerintahan di Indonesia secara garis besarnya di mulai pada
penjajahan. Hal ini bukan berarti bahwa sebelum datangnya bangsa
bangsa Indonesia tidak mengenal pemerintahan. Bahkan pada zaman
kerajaan di nusantara pemerintahan telah berjalan dengan baik, jauh
bangsa barat di Indonesia sistem pemerintahan di Indonesia yang
dengan “Desa”. Jabatan pemerintahan yang kita kenal sekarang ini,
bupati, patih, petingi, ngabihi, lurah, dan wedana telah ada sejak
Kerajaan Hindu di Indonesia. Namun kajian ini dimulai berd:
tinjauan sejarah pemerintahan dalam pendekaran administrasi
di mana hukum administrasi negara disepakati sejak timbulnya cil
bakal negara modern di Eropa pada akhir abad ke-19 sampai awal
ke-20.

Pada zaman Belanda, setelah penyerahan kekuasaan dari Rafles ke
kolonial Belanda diawali dengan pembentukan sebuah sekretariat
dinamakan “Algemene Secretarie” di Bogor. Pimpinan urusan “orlogen
diserahkan pada sebuah departemen, sedangkan urusan keyanean dis
pada “Generale Directive van Financan”. Kemudian pada Gubernue ]

Duymaer van Twist (1851-1856) mengembangkan sistem pernciil oy
Indonesia.

44
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pelimpahan suatu wewenang yang st
pemerintah yang telah memperoleh kewena peim
atribusi kepada badan arau pejabat _pemerintah lain™. g
Badan atau pejabat pemerintah yang telah mendapat dalegm dapa
mendelagasikannya kepada badan atau pejabat pemerintah yang
rendah. Jika hal ini terjadi, maka berlaku juga ketentuan hukum
(mutatis, mutandis). Delegasi seperti ini biasanya berlaku apabila
yang memberikan delegasi yang secara hukum mempunyai kewenan
atribusi, kemudian menyebutkan langsung pelimpahannya (overdrag
Sebagai contoh, bupati/walikota medelegasikan wewenangnya
camat atau lurah untuk menandatangani Surat Keputusan Pengesahar
Pengangkatan atau pemberhentian Ketua dan Pengurus Rukun Wa
(RW) dan Rukun Tetangga (RT) yang berada di Kelurahan.

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan, melalui delegasi

tersebut terdapat syarat-syarat sebagai berikut. -

1) Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi tidak dapat lag;
menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.

2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan
untuk itu dalam peraturan perundang-undangan. |

3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hiera
kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi. ]
4) Kewajiban memberikan kcto:ranga.n (penjelasan), artinya dels

berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaks
wewenang tersebut.

5) Peraturan kebijakan, artinya delgan memberikan instruksi (pen "

tentang penggunaan wewenang tersebut, '

13 Indroharto. Usaha Memabami Und,

14 Philipus M Hadjon. Tentang Wewe,

eracara di Pengadilan Tata Usaba Negara ”fmgaltanw SR
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Tindakan hukum pemerintah dapat dijelaskan dengan Gambar 5
berikut.

pemerintahan.
Perbuatan tersebut dapat menimbulka

administrasi.

Perbuaran tersebut bersangkutan dengan kepe . o
masyarakat. ngan kepenti

Perbuatan tersebut harus berdasarkan ke ol .
undangan yang berlaku. P gan pera _

Perbuatan tersebut berorientasi pada tujuan berdasarkan hukum:

15 Lihat: Indroharto. Usaha Memahami Undang-

Undang e veradilan TH
Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2004, hn,. zt)ng o patf

16 Sadiiono' M{mﬂ;mm! Bf’bt‘mpﬂ Bab Pﬂkﬂi’ Hufeum Admuuf!?'nf \'{12\';1k.lfl;i: L;lk'

Pressindo. 2008. hlm. 81 dalam Juniarso Ridwan dkk. Op. Cir. him. 142 143.
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PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN

TINDAKAN
PEMERINTAH
1 l 1k
TINDAKAN NYATA TINDAKAN
HUKUM
J
[ =
TINDAKAN TINDAKAN
KEPERDATAAN HUKUM PUBLIK
[ |
TINDAKAN TINDAKAN
HUKUM PUB. HUKUM PUB,
BEBERAPA PIHAK SEPIHAK
KEPUTUSAN KPT. KONKRET &
UNTUK UMUM INDIVIDUAL
Gambar 5 Tindakan hukum pemerintah

Tindakan pemerintah dapat berupa tindakan nyata dan tindakan hukum.
Tindakan nyata adalah tindakan yang tidak ada hubungannya dengan akibat
hukum, sedangkan tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan
untuk menciptakan hak dan kewajiban.

Tindakan hukum administrasi adalah suatu pernyataan kehendak yang
muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus yang menimbulkan
akibat hukum administrasi, seperti penciptaan hukum baru perubahan atau
pengakhiran hubungan hukum yang ada. Akibatnya, hukum tersebut dapat
berupa hal berikut.

a.  Jika menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban, atau kewenangan
yang ada.

b. Bila mana menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang

atau subjek yang ada.

c. Bila mana terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan, ataupun status
tertentu yang ditetapkan.
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BAB IV
Alat Kelengkapan Pemerintahan
dan Perkembangannya

4.1 Ketetapan atau Keputusan

Istilah ketetapan pertama kali diperkenalkan oleh Otto Meyer dengan istilah
Verwaltungsakt. Istilah ini dalam bahasa Belanda disebut Beschikking, di
Indonesia diperkenlakan Oleh WFE. Prins. Di Indonesia, istilah Beschikking
diterjemahkan ketetapan atau keputusan. E. Utrecht, Bagir Manan, Syachran
Basah, Philipus Hadjon, dan SF Marbun menerjemahkan Beschikking
dengan ketetapan, sedangkan Djenal Hosen dan Muhchsan Mustafa
menerjemahkannya dengan keputusan.’

Menurut Muchsan, akan lebih tepat diterjemahkan dengan keputusan karena
ketetapan sudah memiliki pengertian teknis yuridis sebagai Ketetapan MPR
yang berlaku ke luar dan ke dalam.?

Sependapat dengan Muchsan, Muchsan Sadjiono mengatakan bah\fva yang
paling tepat digunakan dalam memaknai tindakan huku.m publlk’ yang
bersifat sepihak tersebut adalah “keputusan”. Hal tersebut di.sebabkan 1snla}3
ketetapan ini lazim dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam arti
luas, khusu:;nya lembaga legislatif dan yudisial yang liﬂfﬂ)’&ngkllf bf;l;?)gél
pek pembentukan hukum. Misalnya ketetapan pengadilan, Ketetapan : 3:
an lain-lain yang sudah bersifat teknis yuridis, sedﬁlﬂgkﬂ“ kCP”“;S_Z"aS;Ez’n
“ntuk tindakan eksekutif dalam pelaksanaan pemerintahan yang dl

Pada peraturan pt::rur:clm'lg—unc:[angan.3
"-_,___—_-__

; Lihat: Sadjiono, Op.Cit. him. 87. Lihat Juga Ridwan

Djeng H, Koesoemahatmadija. Pokok-pokok Hubsm
1979, him. 47,

Sadjiono, Op.Cit.

Im. 106-107.

: Cit.h
Halim. Op-c# dung: Alumni.

Tata Usaha Negara. Ban
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akhéuﬁﬁgﬁnmnhmnmnyﬁﬁgé u
berasal dari organ pemerintah yang ditujukan untuk m
hukum. .
*  Beschikking adalah keputusan terrulis dari administrasi | .
mempunyai akibat hukum. '

e Suaru tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerinta
yang dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan w

yang luar biasa.

Pengertian ketetapan menurut Wet AROB (Belanda

dalam pasal 2 Uy A.ROB berbunyi: )s S'Cper{l Yang -

Ayat 1: Keputusan menurut ketentuan UU ip; diartikan képuciiai W,

dari suatu organ administrasi yang ditujukan pada susms akibat
hukum.

Ayat 2: Bukan termasuk keputusan dalam aryj UU ini adalah:

3. suatu keputusan yang mempunyaj tujuan umum; d
; dan
b. suatu tindakan hukum men,
- rut hukum
perdara.

Pasal 3 AROB berbunyi: “Suatu keputusan disam

) :l]\‘;m dﬂ'ﬂ AN Sut u)l‘.lka‘“
untuk memberikan suatu keputusan, Baf sutu pel

(_) S . "
PT8an adminiseras; dianggap e
angka w; di
N Ik gka wakey yang telah ditentuka®
atu ke |

“Putusan telah berlaly, tanpa a4

menolak pemberian keputusan apabila
menurut UU untuk mengambil su
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ALAT KELENGKAPAN PEMERINTAHAN DAN
PERKEMBANGANNY A

berian suatu keputusan atau kalau ada jangka waktu semacam itu
dalam waktu yang wajar tidak diberikan suatu keputusan”

P{'I‘n

gementard it pengertian keputusan yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun

1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang
peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan sebagai berikut.

, Dasal 1 angka 3: “Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan

certulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang
berisi iindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan
Pemndang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,
dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
hukum perdata.

. Pasal 1 angka 4: “Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara
antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat
wta usaha negara, baik di Pusat maupun di Daerah. Hal tersebut
sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk
sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku”.

Dari ketentuan UU tersebut, Keputusan Tata Usaha Negara dapat dirumuskan
sebagai berikut.

KTUN =Pasal1.3 - Ps.2 + Ps3

Gambar 6 Rumusan keputusan tata usaha negara
Sumber: Iskandar (2002 : 61)

Selain rumusan tersebut, perlu dipcrhatikan ketentuan Pasal 49 yang

menyatakan: “Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutuskan, dan

menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang
disengketakan itu dikeluarkan”.

. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau
keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

4 Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku. -

- N
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Secara sekamatis dapar digambarkan sebagai berikut.

Pasal 47 Sengketa TUN

- Dalam bidang TUN =

P Pemerintahan

essb i - org/Bh. Pdt. X Bdn/Pjbt. TUN
- Timbul dari adanaya KTUN

KTUN lalah (Pasal 1.3 - Dibatasi Pasal 49
Pasal 2 + Pasal 3)

Gambar 7 Skema sengketa tata usaha negara
Sumber: Iskandar (2000)

Adapun sifat norma hukum keputusan adalah individual, konkret. Hal
tersebut dapat digambarkan dalam segi empat sebagi berikut.

Untuk siapa Apa dan
bagaimana
! . v
Umum Abstrak
3
2
Individual Konkret

Gambar 8 Sifat norma hukum keputusan TUN

Sumber: Philipus M, Hadjon (2005 - 125)

Segi empat tersebut menghasilkan empat macam sifat norma hukum sebagd
berikut.

1.

g

3

4. Norma individual abstrak, misalny

60

Norma umum abstrak, misalnya UU
Norma individual konkret, misalny, KTUN

Narma umum konkre misalnya rambu-ramby Ja]y lintas yang dipasané
di suatu tempat tertentu (ramby jry berlaky bagi semua ‘cmakai jalan
tetapi hanya berlaku untuk tempat ity) S ap _

4 1zIn ganggyan,




ALAT KELENGKAPAN PEMERINTAHAN DAN
PERKEMBANGANNYA

praknk pemerintahan di Indonesia, bentuk keputusan tata usaha

Di dalam

egard sangat beraneka ragam, contoh SK. Pengangkatan pegawai negeri, izin
usaha industri, surat keterangan kelakuan baik, akte kelahiran, SIM, sertifikat
hak milik atas tanah, dan lain-lain.

4.1.1 Unsur Ketetapan

I

i

6.

Suatu pernyataan kehendak tertulis.

Diberikan berdasarkan kewajiban atau kewenangan dalam hukum tata
negara atau hukum administrasi.

Bersifat sepihak.

Dengan mengecualikan keputusan yang bersifat umum.

Ditujukan untuk penentuan, penghapusan atau pengakhiran hubungan
yang sudah ada, atau menciptakan hubungan hukum baru yang memuat
penolakan, sehingga terjadi penetapan, penghapusan, atau penciptaan.

Berasal dari organ pemerintah.

4.1.2 Macam-macam Ketetapan

Secara teoretis, ada beberapa macam ketetapan sebagai berikut.

4,

Ketetapan Declaratoir dan Ketetapan Konstitutif

Ketetapan declaratoir adalah ketetapan yang mengandung pengikatan
suatu_hubungan hukum atau ketetapan yang dimaksudkan mengakui
suatu ketetapan yang sudah ada sebelumnya. Sementara ketetapan
konstitutif adalah ketetapan yang melahirkan atau mengahapuskan suatu
hubungan hukum atau ketetapan itu menimbulkan suatu hak baru yang
sebelumnya tidak dipunyai oleh seseorang yang namanya tercantum

dalam ketetapan itu.
Ketetapan yang menguntungkan dan memberi beban

Bersifat menguntungkan artinya memberikan hak-hak atau memberikan
kemungkinan untuk memperoleh sesuatu yang tanpa adanya ketetapan
itu, sedangkan ketetapan memberi beban adalah ketetapan yang meletakan

kewajiban yang sebelumnya tidak ada atau ketetapan mengenai penolakan
terhadap permohonan untuk memperoleh keringanan.

Menurut Prajudi, penetapan yang memberikan keuntungan yaitu sebagai

berikut.
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ALAT KELENGKAPAN PEMERINTAHAN DAN
PERKEMBANGANNYA

Di dalam praktik pemerintahan di Indonesia, bentuk keputusan tata usaha

negara sangat berancka ragam, contoh SK. Pengangkatan pegawai negeri, izin
usaha industri, surat keterangan kelakuan baik, akte kelahiran, SIM., sertifikat
hak milik atas tanah, dan lain-lain.

4.1.1 Unsur Ketetapan

k:

2

6.

Suatu pernyataan kehendak tertulis.

Diberikan berdasarkan kewajiban atau kewenangan dalam hukum rara
negara atau hukum administrasi.

Bersifat sepihak.
Dengan mengecualikan keputusan yang bersifat umum.

Ditujukan untuk penentuan, penghapusan atau pengakhiran hubungan
yang sudah ada, atau menciptakan hubungan hukum baru yang memuat
penolakan, sehingga terjadi penetapan, penghapusan, atau penciptaan.

Berasal dari organ pemerintah.

4.1.2 Macam-macam Ketetapan

Secara teoretis, ada beberapa macam ketetapan sebagai berikur.

d.

Ketetapan Declaratoir dan Ketetapan Konstitutif

Ketetapan declaratoir adalah ketetapan yang mengandung pengikatan
suatu hubungan hukum atau ketetapan yang dimaksudkan mengakui
suatu ketetapan yang sudah ada sebelumnya. Sementara ketetapan
konstitutif adalah ketetapan yang melahirkan atau mengahapuskan suatu
hubungan hukum atau ketetapan itu menimbulkan suatu hak baru yang

sebelumnya tidak dipunyai oleh seseorang yang namanya tercantum

dalam ketetapan irtu.

Ketetapan yang mcnguntungkan dan memberi beban

Bersifat menguntungkan artinya memberikan hak-hak atau memberikan
kemungkinan untuk memperoleh sesuatu yang tanpa adanya ketetapan
itu, sedangkan ketetapan memberi beban adalah ketetapan yang meletakan
kewajiban yang sebelumnya tidak ada atau ketetapan mengenai penolakan
terhadap permohonan untuk memperoleh keringanan.

Menurut Prajudi, penetapan yang memberikan keuntungan yaitu sebagai
berikut.
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e

an dari pejabat administrasi negara yang
ketentuan tertentu memang  tidak
diajukan seseorang di dalam surar

b.1. Dispensasi, pernyarta
berwenang bahwa suaru
berlaku terhadap kasus yang

permintaannya. i
b.2. Izin atau vergunning, dispensasi dari suatu larangan.

b.3. Lisensi, izin yang bersifat komersial dan mendatangkan laba,
mungkinkan konsesionaris mendapat

dispensasi, izin, lisensi, dan juga semacam wewenang pemerintahan
yang memungkinkannya untuk melakukan aktivitas. Oleh karenaiw,
pemberian konsensi haruslah dengan kewaspadaan, kewicaksanaan,

dan perhitungan yang matang.
Dengan definisi yang dikemukakan oleh Prajudi terseburt, berkenaan
dengan beschikking perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikur.

a) Beschikking lahir dari suatu permohonan dan sejalan dengan
kepustakaan dan praktik, tidak semua beschikking lahir dari suatu
permohonan yang berkepentingan, misalnya tentang penetapan
pajak.

b) Izin atau vergunning adalah dispensasi dari suatu larangan, larangan
ini menimbulkan perbedaan antarpengertian dispensasi dengan izin.
Dispensasi beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya “larangan’
suatu perbuatan. Sementara izin beranjak dari ketentuan yang pada
dasarnya “tidak dilarang” suatu perbuatan, tetapi untuk dapat
melakukannya disyaratkan adanya prosedur tertentu yang harus

dilalui.

Apabila syarat-syarat terpenuhi, keputusan pemberian izin adalah
keputusan deklaratif, sebaliknya setiap keputusan dispensasi merupaka?
keputusan konstitutif. Untuk jelasnya, perbedaan antara keduany?
dirumuskan dalam sebagai berikut.

b.4. Konsesi, penetapan yang me

Tabel 3 Perbedaan dispensasi dengan izin

- Pangkal rolak dari  Ketentuan yang melaran 2
suatu perbuatan

..

g Ketentuan yang
mensyaratkan suatu
prosedur tertentu unt

dapat melakukann
-Sifar keputusan Konstiturif P akukannya
57 Deklararif
Sumber: [skandar (2002: 57)

ﬁ, J
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¢) Menurut Prajudi, lisensi adalah izin yang bersifat komersial d:
mendatangkan laba. Dalam merumuskan ini perlu di w;:nik:::
bahwa izin itu sendiri tidak komersial, mungkin yang dinF'nI-:s-indk;n
adalah usahanya yang bersifat komersial dan meliddtangka‘n ‘iaba{

Ketetapan Eenmalig dan Ketetapan yang Permanen

Ketetapan Eenmalig adalah ketetapan yang hanya berlaku sekali atau
sepintas lalu atau ketetapan yang bersifac kilat (vluctige beschikking),
seperti IMB atau izin keramaian/rapat umum. Sementara ketetapan
permanen adalah ketetapan yang memiliki masa berlalu lama.

d. Ketetapan yang bersifat bebas dan yang terikat

Ketetapan yang bersifat bebas adalah ketetapan yang didasarkan pada
kebebasan bertindak yang dimiliki oleh pejabat TUN. Sementara
ketetapan yang terikat artinya ketetapan itu hanya melaksanakan
ketentuan yang sudah ada tanpa adanya ruang kebebasan bagi pejabat

yang bersangkutan.

e. Ketetapan Positif dan Ketetapan Negatif

Ketetapan Positif adalah ketetapan yang menimbulkan hak dan
kewajiban bagi yang dikenai ketetapan, sedangkan ketetapan negatif
adalah ketetapan yang tidak menimbulkan perubahan keadaan hukum

yang ada.
Ketetapan positif terbagi dalam lima kelompok sebagai berikut.

1. Keputusan yang pada umumnya melahirkan keadaan hukum baru

2. Keputusan yang melahirkan hukum baru pada oMenurutek

rerrentu

3. Keputusan yang menyebabkan berdirinya atau bubarnya badan

hukum

4. Keputusan yang membebankan kewajiban baru kepada sescorang

atau beberapa orang (perin:ah)

g memberikan hak baru kepada seseorang atau

5. Keputusan yan
beberapa orang (keputusan yang menguntungkan)

apat dibentuk pernyataan tidak berkuasa (onbevoeg

K if d :
e Ca T an tidak diterima (Nictontvankelijk verklaring) atau

verklaring), pernyata
suatu penolakan. _

Dipinda dengan camscamer
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f. Ketetapan Perorangan dan Kebendaan
ketetapan yang diterbitkan berdasarkan

seperti ketetapan tentang pengangkatan
sebagai pejabat negard, SIM, dan
kebendaan misalnya sertifikat hak atas

Ketetapan perseorangan adalah
kualitas pribadi orang tertentd,
atau pemberhentian seseorang
sebagainya. Sementara ketetapan

tanah.

4.1.3 Syarat-syarat Pembuatan Ketetapan

Pembuatan ketetapan TUN harus memerhatikan beberapa pf.:rsyaratan dgar
ketetapan tersebut menjadi sah menurut hukum (rechtsmatig). Keputusan
yang sah adalah keputusan yang diterima sebagai bagian dari suatu ketertiban

umum. Untuk dapat diterima sebagai keputusan yang sah, harus dipenuhi
beberapa persyaratan fundamental. Menurut van der Pot, ada empat

persyaratan sebagai berikut.
e  Bevoegheid, (kewenangan) orang yang membuat keputusan

o Geen juridische in de wilsvorming (tidak ada kekurangan yuridis dalam
pembentukan kehendak)

e Form dan frocedurs yaitu keputusan dituangkan dalam bentuk yang telah
ditetapkan dan dibuat menurut tata cara yang telah ditetapkan

e Isi dan tujuan keputusan sama dengan isi dan tujuan peraturan dasar

Sementara menurut Donner, akibac-akibat dari keputusan yang tidak sah
yaitu sebagai berikut.

1. Keputusan itu harus dianggap batal sama sekali

2. Berlakunya keputusan itu dapat digugar melalui a) banding (beroef), b)
pembatalan oleh pejabat TUN (amtshalve vernietiging), dan c) penarikan
kembali oleh pejabat TUN (intrekking) oleh kekuasaan yang berhak

(mmpermr) mcngcluarkan kcpu{us;-m itu,

Dipinda dengan camscamer
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ALAT KELENGKAPAN PEMERINTAHAN DAN
PERKEMBANGANNYA

Dalam hal keputusan tersebut, sebelum dapat berlaku memerlukan

persetujuan (penangguhan) suatu badan kenegaraan yang lebih tinggi
maka persetujuan itu tidak diberi. ‘

Ketetapan itu diberi tujuan lain dari tujuan permulaannya (conversie).

Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam pembuatan ketetapan
mencakup syarat materiil dan formal.

d.

Syarat materiil

(1) Organ pemerintah yang membuat keputusan harus berwenang.

(2) Tidak boleh mengandung kekurangan yuridis, seperti penipuan
(bedrog), paksaan (dwang) atau suap (omkoping), dan kesesatan
(dwaling).

(3) Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu.

(4) Keputusan dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-
peraturan lain serta isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi
dan tujuan peraturan dasarnya.

Syarat Formal

(1) Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan
dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuarnya
keputusan harus dipenuhi.

(2) Keputusan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya
keputusan.

(3) Syarat-syarar yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini
harus dipenuhi.

(4) Jangka waktu harus ditentukan antara hal-hal yang menyebabkan
dibuatnya dan diumumkannya ketetapan itu harus diperhatikan.

Dipinda dengan camscamer



Akibat Keputusan yang Tidak Sah

Keputusan yang tidak sah dapat berakibar batal karena hukum (nietigheid vay,

rechtswege), batal (nietig), atau dapat dibatalkan (vernietighaar). Secara singkag
dapat dilihat Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4 Akibat keputusan yang tidak sah

; L
M
| i g
: v
N e o
. chn
\ ¥ oA
i
i 3
]
i
K v [ v

Sumber: Iskandar
Keterang:m:

Ex-tunc: secara harfiah berart se

akibatnya dianggap ridak pern
perbuatan dan akibatnya dian

jak wakru (dulu) itu. Dalam konteks ini berarti perbuatan dan

ah ada. Berarti juga sejak sckarang, dalam konteks ini berarti
ggap ada sampai saat pembatalannya.

4.2 Peraturan Kebi
rules)

Secara ecimologi, beleids (Belanda) mengandung arti  kebijaksanaan,
sedangkan regels berarti aturan.

Secara umum, e'?e[eidrregel diartikan
peraturan kebijaksanaan. Menurut ka;

dan kebijakan tidak mempunyai perbedaan arr yang prinsipil, sama-sama
diartikan “kepandaian menggunakan akal bydj” 4

jaksanaan (beleidsregell policy

- Kajiannya adalah aturan hukum
atas dasar kewenanean diskresi yang
diperbolehkan oleh perundang-undangan tertenry, misalnfa dalam UUYNO.
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian R] yang menyebutkan bahwa POLRI

4 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusar Ba), )
Balai Pustaka. 2008. him. 149, “a Departemen Pendidiban Nasional Jakarea: Bp:

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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jiberikan 1.1.;'1[( desllc_resi. Contoh sederhana tentang penerapan asas dekresi
oleh k.epoilsml'l- Tisainya ada larangan yang menyebutkan “Belok kiri ikuti
Pcmmuk lampu”. Akan tetapi  polisi sering  membolehkan pengendara
kendaraan untuk melaju ke arah kiri walaupun lampu merah sedang menyala.
Hal ini dibenarkan karena kondisi lalu lintas sedang lengang dan polisi e di
lokasi tersebut. Tindakan polisi tersebut merupakan penerapan asas dikresi.

Akan tetapi, berbeda halnya apa yang dilakukan oleh Dahlan Iskan (Menteri
BUMN) Kabinet bersatu II yang membuka pintu Tol ketika ia melihat
bahwa pengendara banyak yang antre. Menurut Dahlan Iskan, penyebabnya
karena pintu karcis hanya satu yang di buka, maka Dahlan membuka pintu
yang satunya lagi dan mempersilahkan kendaraan untuk memasuki jalur
yang ia buka tersebut. Berdasarkan hukum administrasi negara, tindakan
cersebut tidak dibenarkan karena walaupun ia seorang menteri belum tentu
ia berwenang mengambil tindakan tersebut dan bisa saja merugikan pihak

pengelola jalan rol.

Istilah kebijaksanaan dalam konsep peraturan kebijakan mengandung arti
kebijakksanaan publik atau kebijakan negara, yang mempunyai unsur atau
kebijakan publikatas negarauntuk membuat keputusandalam rangka mencapai
tujuan, sasaran, program, pelaksanaan niat dari negara/pemerintah.

Secara umum peraturan kebijaksanaan dikenal sebagai keputusan TUN
yang didasarkan pada penilaian objektif dari organ administrasi negara. Oleh
karena itu peraturan kebijaksanaan tidak terlepas dari kewenangan bebas
(vrijebevoegdheid) yang lebih dikenal dengan Freies Ermessen.

n bebas tersebut perlu diberikan rambu-
membuat suatu kebijakan yang justru
hukum. Oleh karena itu, Marcus
bu-rambu sebagai berikut.

Berkenaan dengan adanya kewenanga
rambu kepada pemerintah agar tidak
kontra produktif dengan konsep negara
Lukman® dalam disertasinya memberikan ram
kebijaksanaan sejauh  mungkin harus
bersumber pada kewenangan bebas mempertimbangkan intra legal yang
ditentukan oleh peraturan perundang—undangan. De'ngan kata lain,
pengembangannya tetap menjadi bagian integral dari pembangunan
hukum tertulis yang berbasis pada peraturan pcrundaﬂg—undangan.

5 Marcus Lukman. Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Pcrencagaan dan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan di daerah serta dampaknya terhadap Pembangunan

Materi Hukum Tertulis Nsional. Disertasi. Bandung: Universitas Padjadjaran. 1997.
Marcus Lukman. 136-137.

. Pembentukan peraturan

-
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2. Penerapan asas doelmatigheid (kemanfaatan tujuan E;Ukum{al:imﬂzfleh
prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran berdasarkan anc.aﬂ adan UUp
1945 serta kaidah-kaidah hukum internasional sepanjang. peraturan
kebijaksanaan itu berdampak terhadap kepentingan transional atay
internasional.

3. Substansi asas doelmatigheid (kemanfaatan tjuan hul'cum fakrual) yang
mengatasnamakan kepentingan umum harus murni dan konseckuen,
Tidak diskriminatif yang diboncengi oleh kepentingan perscorangan,
kelompok atau golongan tertentu.

4. Penerapan asas doelmatigheid (kemanfaatan tujuan hukum faktual) benar-
benar dapar dirasakan secara nasional atau bagi kepentingan umum yang
tidak bersifat perseorangan, kelompok, atau golongan.

5. Peraturan kebijaksanaan intra legal yang bersumber pada kewenangan
bebasmempertimbangakanintralegal sertaperaturankebijaksanaankontra
legal yang bersumber pada kewenangan bebas dalam mempertimbangkan
intra legal. Sehingga dapat dikatagorikan sebagai peratuan perundang-
undangan apabila tujuan yang hendak dicapai benar-benar konsekuen

dan konsisten dengan asas murni doelmatigheid (kemanfaatan tujuan
hukum fakrual).

6. Asas murni doelmatigheid (kemanfaatan tujuan hukum fakrual) di dalam
negara hukum Indonesia harus berbasis pada Pancasila dan UUD 1945.

7. Pembentukan peraturan kebijaksanaan yang berderajat peraturan

perundang-undangan secara teknis harus memenuhj persyaratan formal
dan material.

Di samping delapan rambu-rambu yang dikemukakan oleh Lukman tersebut,
menurut penulis perlu juga dipertimbangkan pengambilan keputusan berupa
peraturan kebijaksanaan yang dilandasi eikq administrasi negara. Hal ini
digambarkan oleh Wahyudi Komorotomg bahwa pengambilan keputusan di
dalam organisasi-organisasi publik (pemerimahan-pcnj melibackan banyak
pihak. Oleh sebab itu, wajar apabila rumuysan kebijakan mc*;'up.dkﬂn l{asil
(“””S”'f“f‘mjﬂ] Para pemimpin pt‘li[ik’
fyserta pelaksana dj

kesepakatan antara warga pemilih
teknokrat, birokrat atau administrage
lapangan.

6 Wahyudi Kumorotomo. Etika A

dAministras Neg
2009. hlm. 175. ‘

ira, I'lk-lfl.lf [ 5 Pk‘ll-"l"i‘l'

"T" RajaGrafind
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[ ebih lanjut, Marcus Lukman

: dalam penelitiannya menemukan bahwa
in kebijaksanaan dalam

P@,-;uur'. . perencanaan Pemb‘dngunan selama Pelita 1
ai Pelita V- menempataij asi ; g
sampai Pe P | kpﬁ‘rsenmsi yang sangat besar, yaitu 85,63% dari
& an pengaturan h .,
keseluruhan peng ukum tentang perencanaan pembangunan pada

Dengan demikian dapart dikatakan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya
celah menggunakan peraturan kebijaksanaan ini. sehingga tidak terpaku
pada peraturan per undang-undangan yang berlaku sesuai dengan tata urutan
perundang-undangan. Hal ini dapat dibenarkan dalam hukum administrasi.

Apalagi di Indonesia, proses legalisasi dalam artian pembuatan peraturan
perundang-undangan seperti UU atau Peraturan Daerah sangat lamban. Hal
rersebut disebabkan beberapa faktor, baik teknis maupun nonteknis.®

Di sini dapat dilihat suatu keputusan kebijaksanan di Jerman bahwa pejabat
administrasi negara (daerah) sebelum mengambil suatu keputusan akan
diadakan dulu diskusi publik, terutama kepada orang-orang yang akan
terkena kebijakan tersebut. Jika suatu kebijaksanaan yang diambil belum
diadakan diskusi publik, pengadilan administrasi dapat membatalkan suaru
kebijakasanaan itu dan hakim akan memutuskan dengan pertimbangan. Hal
yang penting dalam Dengar Pendapat itu adalah pihak yang terlibat harus diberi
tahu tentang hasil-hasil pokok pemeriksaan Administrasi Negara, terutama
hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Disertai landasan-
landasan hukumnya, administrasi negara juga berkewajiban menjelaskan isi
keputusan yang direncanakan akan diturunkan, sehingga pihak yang terlibat
mengetahui dan mengapa ia sebaiknya bereaksi terhadap dengar pendapat.
Sebaliknya, pihak yang terlibat tidak berkewajiban bereaksi.

DiIndonesia, hal tersebut berlaku kepada kasusu-kasus tertentu saja, misalnya
menyangkut kepentingan umum yang berdampak sangat luas.

4.2.1 Freies Ermessen (Kebebasan bertindak)
Dalam pegertian bahasa, freses artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka,

sedangkan ermessen artinga mempertimbangkan, menilai, menduga, dan
memperkirakan, Freies ermessen berarti orang yang memiliki kebebasan untuk

—

7 Ibid. hlm, 430.
8 Likae Juanda. Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara
DPRD dan Kepala Daerah. Bandung: Penerbit PT Alumni, 2004.
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. Freies Ermessen g
imbangkan sesuatu . -
menilai, menduga, dan mempertim iy P -
i i dari bahasa jerman dan AR~ e
c::;]ail{c)igl;;rlz:a:::lg abrc:rasal dari bahasa Inggris dm;rman atau d:scrmona,)
i . » C
power” yang diterjemahkan “kebebasan bertindak”.

Menurut Nana Saputra, freies ermessen suatu kebelﬁs:nas yang
diberikan pada alat administrasi yaitu kebebasan Ya’;EaE kcefel::irg;
memperkenankan alat administrasi negara merolguc;aml‘) : o
tercapainya suatu tujuan (dodmarigbezd) danpa a CII'JP gl;ng b:j%
ketentuan hukum. Sementara Bahsan Mustiafa menyebutkan bahwa
freies ermessen adalah kewenangan yang dibenlj:ap kep.ada pemermr;'lh,
mengingat fungsi pemerintah atau administrasi negara ﬁ):am?
menyelenggarakan kesejahteraan umum yang berbeda dengan ngsi
kehakiman untuk menyelesaikan sengketa antarpenduduk.

Atas dasar tersebut, Sjachran Basah mengemukan unsur-unsur freies
ermessen sebagai berikut.

I Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas sevis publik

Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara

Sikap tindak it dimungkinkan oleh hukum
= Sikap tindak itu diambi

| atas inisiatif sendir;
= Sikap tindak i dimaksudkan

untuk menyelesaikan persoalan-
persoalan penting yang timbul se

cara tiba-tiba

BBAraan pemerintahan, freies ermessen dilakukan
oleh aparar pemerintah aray adm

iniscrasj negara dalam hal-hal sebagdl
berikut.
I, Belum ada per

aturan |‘ncrund-.mg-und;mg-.m
penyelesaian inkonkreto lcrh.ul.lp suaty

mengadapi suatu bencang alam (sif

yang mengatur tentan
. 1 on Aalam
masalah terteny, misalnya dala

Athya mendesak).

adi dasar pcrhll.ll
sepenuhnya, misalnya (al.

bebas menerjemal

| g

Peraturan yang menj
d ! : e qsan

M aparac memberikan kebeba X
rll i i

an 1zin HO. setiap pcn‘ll““ "

menimbylkan keadaan bahaya

‘M pember;

kan Pengertian

Y | Sadjiono. Op ( t. hi y
Libar: Sadjion p-Cit hlm, 64 ihat Tuga UL h"l"'l"‘illl (UU No. 2 Tahun 002).
. iNQD., 4 | -
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; Adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya aparat pemerintah
diberi kekuaaan untuk mengartur sendiri. Sebenarnya kekuasaan tersebut

terdapat pada kekuasaan pejabat yang lebih tinggi.

Ereies ermessenini bertolak dari kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan
u.»f’(ﬁlrf state, di mana tugas pemerintah adalah menyelenggarakan pelayanan
umum dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu muncul
Pr‘msip: “ Pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang
mengart rmyd’ .

Namun menurut Muchsan, pembatasan penggunaan freies ermessen adalah:

o penggunaan freies ermessen tidak boleh bertentangan dengan sistem

hukum yang berlaku (kaidah hukum positif); dan
« penggunaan freies ermessen hanya ditujukan demi kepentingan umum.

Menurut Philipus M. Hadjon, peraturan kebijaksanaan pada prinsipnya
merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan
menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis. Peraturan kebijaksanaan
hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan, schingga tidak dapat merubah atau menyimpangi peraturan.

Seperti dikemukakan oleh Iskatrinah, “Meskipun pemberian freies ermessen
atau kewenangan bebas (discresionare power) kepada pemerintah merupakan
konsekuensi logis dalam konsepsi welfare state, tetapi pemberian freies
ermessen ini bukan tanpa masalah. Adanya kewenangan bebas ini berarti
terbuka peluang penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) atau
tindakan sewenang-wenang (willkuer) yang dapat merugikan warga negara.
Atas dasar ini, penerapan fungsi Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam
konsepsi welfare state merupakan salah satu alternatif bagi penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih...”""

Menurut SF. Marbun dan Ridwan, freies ermessen tidak perlu diatur
dalam perundang-undangan secara formal karena adanya secara isedental.
Stbcnarnya masalah diskresi atau freies ermessen ini tidak perlu diacur
dalam suatu ketentuan formal. Diskresi itu merupakan kewenangan bebas
(vrije bevoegheid) yang melekat pada pemerintah atau administrasi negara

—

10 Iskatrinah (Dosen Unwiku Purwokerto). Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara
Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. Litbang Pertahanan, I‘.Jo. 10 Tahun 2003,
http:!fbulctiniitbang.dcpha.n.go.idfindc.x.asp? vnomor=10&mnorutisi=11
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(inberent aan het bestuur). Diskresi itu muncul secara insidental, terutamg

ketika peraturan perundang-undangan belum ada/mengatur a:;lllu rumusan
peraturan tertentu bersifat multitafsir atau bersifat samar dan diskresi tidak

dapat diprediksi sebelumnya...”"’

4.2.2. Ciri-ciri Peraturan Kebijaksanaan

Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri peraturan kebijaksanaan sebagai
berikut. |

. Bukan merupakan peraturan pcrundang-undangan

2. Asas pengujian peraturan perundang-undangan tidak dapat digunakan .
pada peraturan kebijaksanaan

Peraturan kebijaksanaan tidak dapat diuji secara wermatigheid
Dibuart berdasarkan asas freies ermessen

Pengujiannya lebih diserahkan kepada doelmatigheid

R

Dalam praktik format peraturan kebijaksanaan dapat berupa aturmi

instruksi, surat edaran, pengumuman, dan lain-lain, bahkan ada yang
dibuat dalam bentuk peraturan.

4.3 Perizinan (Vergunning)

Di atas telah dikemukakan pengertian izin, dispensasi, dan konsesi. Namun
pada pembahasan ini akan diuraikan secara lengkap beberapa aspek inl
vergunning karena hal ini sering dijumpai dalam praktik penyelengg
pemerintahan sehar-hari. Menurut E. Utrech, izin aray vergunning _
.nbila?mfma pembuat peraturan umumnya melarang suatu perbuatan teta E
masih juga memperkenalkannya, asal diadakan untuk hal

-hal yang kon
maka tindakan pemerintah tersebut dinamak -

an izin”,
Izin adalah salah satu instrumen pemerineh

, untuk mengartur
mengendalikan masyarakat dalam melaksanakan ke :

glatan kemasyarakatan dan
Bra yang menganut welfare statéy

- M urusan kesejahteraan masyarakats
Adapun tujuan pembuat undang-undang mencipt

sebagai berikut.

bernegara. Hal ini sesuai dengan asas dari ne
di mana negara banyak ikut campur dal

akan instrumen berupa izift

11 SF Marbun SH, M.Hum, Ridwan SH, M.Hum M

. >|k-i].ll ol - 3 c Jf
www.grzsfgg.or.id/csr/agenda_seminar RUU hem V1,5 April 2005, him. 23, hetpé

72




ALAT KELENGKAPAN PEMERINTAHAN DAN
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Keinginan mengarahkan atau mengendalikan (sturen) aktivitas-aktivitas

rertentus misalnya Izin Bangunan (IMB).

Keinginan melindungi objek tertentu, izin bongkar monomen, izin
berburu.

Hendak membagi benda-benda yag sedikit, misalnya izin menghuni
Jaerah padat. '

C

(zin Yang digunakan pemerintah dalam lingkup yang besar dan mempunyai
dampak yang luas seperti izin di bidang lingkungan, pengaturan hukum
qta ruang, sosial budaya, ckonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
Di samping itu, yang menjadi persolan sekarang ini terlalu banyak lembaga
Jtau instansi pemerintah yang dapat memberikan izin, baik secara vertikal
maupun horizontal. Misalnya izin pertambangan, perkebunan besar sering
(erjadi tumpang tindih fungsi pengaturan antara Pemerintah dan Pemerintah
Dacrah. Misalnya pula, izin usaha migas membutuhkan lebih kurang 270
izin pada 12 kementerian, schingga menjadi salah satu penyebab lambannya
pcrkembangan pertumbuhan  perusahaan migas di Indonesia, sehingga
migas menjadi barang langka dan sering menimbulkan gejolak di tengah
|-nasy:il"¢l.l-iilt.l2

Menguatnya desentralisasi di era reformasi memungkinkan daerah untuk
mengatur lebih banyak hal yang berkaitan dengan perizinan. Hal ini sesuai
dengan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali
diganti dan terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Dacrah, maka Pemerintah
Daerah melakukan inventarisasi perizinan berdasarkan kewenangan yang
diberikan oleh UU Pemda tersebut.

Izin lokasi

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Izin Gangguan (HO)

Surat Izin Usaha Keparawisataan (SUIK)

Izin reklame

lzin pemakaian tanah dan bangunan/dikuasai pemerintah

- ol ]

A o

R e

lzin trayek

———————
12 http:/ fwww.merdeka.com/ uang/ usaha-migas-harus-urus—Z?O- izin-di-12-kementerian-
dan-pemda heml. Diakses tanggal 7 Agustus 2013 pukul: 14.25 Wib.
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i, Izin penggunaan trotoar
masuk pekarangal

(darah milik jalan)

i.  lzin pembuatan jalan
k. Izin penggalian damija jalan
Izin pematangan tanah

m. lzin pembuatan jalan di dalam kom |
ncang reklame danjemb

pleks perumahan dan pertokoan
atan penyeberangan

o

Izin pemanfaatan titik tiang pa
orang

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Izin usaha perdagangan
lzin usaha industri/tanda daftar industri

Tanda daftar gudang
Izin pengambilan air permukaan

Hogp P

o

t. Izin pembuangan air buangan ke sumber air

u. Izin perubahan alur, bentuk, dimensi, dan kemiringan dasar saluran/
sungai

v. lzin perubahan atau pembuatan bangunan dan jaringan pengairan sert

penguatan tanggul yang dibangun oleh masyarakat
w. lzin pembangunan lintasan yang berada di bawah/di atasnya

x. lzin pemanfaatan bangunan pengairan dan lahan pada daerah sempadan
saluran/sungai

y. lzin pemanfaatan lahan mata air dan lahan pengairan lainnya 8

4.3.1 Dispensasi

yaitu suatu persetujuan dari penguasa berdasark
tertentu yang menyimpang dljxri gketcm:uzrjallsarkan VURE b
YROg ) arangan perat dang-
undangan. Menurut WF i : - e RN
. . + Prins, dispensasi adalah bebas syarar, yaitt
perbuatan yang menyebabkan suaru peraturan perund yarat, Y
n ang,.

tidak berlaku bagi suatu hal istimewa, undangan menjadi

Untuk dapat melakukan tindakan hukyp d '
kc-lcnmm Y G Shemacd h‘m:- €ngan menyimpang dari
111:5.1[11)*.1_ ketentuan Pasal 7 Ayar 1 UU Nonu: flnt"menuhi syarat tertentth
¥odistiss bror i i 565 andes rm.Tuhur.'J 1974 men)'al:akan:
0 0 encapai usia 19 tahun dan

74
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ihak wanita sudah mencapai 16 tahun”. Dispensasi dapat diberikan kepada
A dan wanita yang akan mclangsungkan pernikahan. tetapi umurnya
belum cukup, maka harus memenuhi syarat yang ditetapk:m Pasal 7 Ayar 2,
paitu “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta
dispensasi kepada pengadilanﬂamu pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua
orang fua pria maupun wanita”.

pila pengadilan memberikan dispensasi, berarti pengadilan sudah membuat
keputusan yang disebut Voluntaire Juricdictie, yaitu putusan hakim yang
iidak menyelesaikan satu sengketa. Kebalikan dari hal ini adalah keputusan
hakim yang menyelesaikan sengketa disebut Contentieuse Jurisdictie. Contoh
lain, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada masyarakat yang
ingin meminta akta kelahiran terhadap anak yang telah melewati batas
kepengurusan (lewat wakrtu 10 hari sejak kelahirannya). Akta kelahiran dapat
diberikan tanpa meminta penetapan pengadilan negeri secempat dengan Surat
Keputusan Bupati/Walikota.

4.3.2 Lisensi

Lisensi menurut Prins adalah “Tepat kiranya disebut izin guna melaksanakan
suatu perusahaan dengan leluasa”. Dalam hal ini, agar tidak mendapat
gangguan dari pihak pemerintah, dengan memiliki lisensi dari pemerintah,
maka dapat leluasa menjalankan perusahaannya. Lisensi ini dapat dibedakan
dari lama berlakunya, yaitu sebagai berikut.

a. Lisensi yang berlakunya untuk jangka waktu yang lama, contoh: lisensi
menambang intan, lisensi untuk mendirikan tempat hiburan.

b. Lisensi yang diberlakukan untuk satu kali pakai. Lisensi ini mempunyai
arti fiskal dalam arti diberikan sebagai tanda bukti bahwa pajak sudah

dibayar, contoh: lisensi untuk memotong hewan, lisensi untuk berburu

sarwa.

Lisensi dalam pengertian umum dapat diartikan memberi izin. Pemberian
lisensi dapat dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang
menerima lisensi, hal ini termasuk dalam sebuah perjanjian. Definisi lain,
Pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi
untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan,
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s ak berhubun
Lisensi biasanya berkaitan dengan hukum perjalnjlalﬂ lf e ajbamn;):ka R dcn:::
dengan hak-hak paten yang diakui scbagai hal intce —_ Lisensi Paten ata
asas kebebasan berkontrak dalam merundingkan PCT’?}?ES‘EU; proens al-uz
Perjanjian Teknologi para pihak bebas untuk memilih hu pa yang
mengatur perjanjian.
1 untuk menikmati manfaat ekonomi
dari suatu objek yang dilindungi HKI untuk jangka ‘j"ak“t‘ terflc;ltu. Setlr:agaj
imbalan atas pemberian lisensi tersebut, penerima lisensi wajl mcm_ayar
royalti dalam jumlah tertentu dan untuk jangka waktu tert.t‘-‘rlfll- Mengingat
hak ekonomis yang terkandung dalam setiap hak ekSklfJS'lf adalah baﬂ_}'&.k
macamnya, maka perjanjian lisensi pun dapat memiliki ban.yak ‘variast
Ada perjanjian lisensi yang memberikan izin kepada penerima lisensi untuk
menikmati seluruh hak eksklusif yang ada. Namun ada pula perjanjian lisensi
yang hanya memberikan izin untuk sebagian hak eksldusif saja, misalnya
lisensi untuk produksi saja atau lisensi untuk penjualan saja."

Pengertian lisensi itu sendiri adalah izi

4.3.3 Konsesi

Konsesi adalah pendelegasian kekuasaan pemerintah kepada swasta/
partikulir untuk melakukan tugas pemerintah (bestuur) dan melaksanakan
kegiatan dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum. Jadi tujuan
konsesi adalah kesejahteraan masyarakat, yang mana pemerintah tidak dapat
melaksanakannya, misalnya pemerintah tidak memiliki tenaga ahli yang
cukup di bidang tersebut. Konsesi juga dapat diberikan pada berbagai bidang,
misalnya bidang pendidikan, perhubungan, pertambangan, dan perkebunan.

Konsesi adalah suatu penetapan administrasi negara secara yuridis dan
kompleks karena merupakan seperangkar dispcnsasi-dispc:nsa;i izin-izin,
serta lisensi-lisensi yang disertai dengan pemberian semacam ‘wewcnang
pemerintah terbatas pada konsensionaris. Konsesi tidak mudah diberikan
karena banyak bahaya penyel‘undupan, kekayaan bumi dan kekayaan alam
negara, kadang-kadang merugikan masyarakat yang bersangkur: W an
pemerintah diberikan kepada konsensionaris Walﬂupugnur:;inr;w‘zlpag[

menimbulkan masalah politik dan sosial
yang cukup rumi '
4 nit. Oleh karena 1tus

14 heeps://www.google.com/search?q=istilah%2
ah%20konsesi%204d. y :
8&oe=utf-8&aq=t&rls=org. mozilla:en-US:offici llu’,j\' ]:hl %20dalam%20hukum &ie=utl*
al&clier

: : 1t=fref - d .
hukum&s ls=org.mozilla:en- US%3Aofficial. hirefox-=istilah +lisensi+dalam+*

Diakses tanggal 24 Marer 2013
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PERKEMBANGANNYA

s B

perusahaan pemegang konsesi tersebut dapat memindahka
membuat jaringan jalan, listrik dan telepon, membentuk
mendirikan rumah sakit, serta segala sarana lainnya,'®

n kampong, dapat
barisan keamanan,

4.4 Kepemilikan Benda-benda Publik

Benda-benda publik adalah benda-benda yang kepemilikannya diatur dengan
hukum publik, misalnya negara, provinsi, kabupaten/kota, dan badan hukum
publik. Badan hukum publik dapat bertindak seperti orang (warga/person)

dan badan hukum perdata, misalnya menyewakan tanah, memanfatkan tanah
pekarangan, dan lain sebagainya.

Benda-benda publik dapat juga ditinjau dari segi pemakaianya seperti
berikut.

a. Barang/benda milik pemerintah/negara yang ditujukan untuk umum,
misalnya jalan umum, gedung pemerintah/umum.

b. Barang/benda milik yang ditujukan pemakaian khusus/barang milik
pribadi pemerintah.

Untuk barang yang ditujukan untuk umum dalam pemakaiannya harus
diperkenankan begitu saja oleh pemerintah selaku pemilik. Pemerintah
hanya mengatur kepentingan terhadap benda tersebut, misalnya dalam hal
keamanan dan ketertiban pemakaian umum dan tidak dapat menetapkan
secara finansial. Ada juga benda umum yang dipakai oleh orang tertentu
dengan disertai pembayaran. Misalnya kapal yang berlabuh, kapal tersebut
memang telah mendapat izin untuk berlayar dalam lintas pc!a}'aran umum.
Namun saat dia berlabuh, pemerintah bisa mengenakan biaya atas kapal

tersebut.

Dalam hal hak milik negara ini perlu dipcrhatikan Pasal 3’1 Aya}r 3. U‘CIJ Nom:r
S Tahun 1960 tentang UUPA yang menyatakan bahuf'n: bumi, air, d‘:m‘n.mk g
angkasa termasuk kekayaan alam yang [Crkanduns g lp:l ; ““E Tr
tertinggi dikuasai oleh negara sebagal oraganisasi kekuasaan selurufl ray:

(Pasal 2)”.
.rizi |. Diakses tanggal 7
il iah-design.blogspor com/2012/03/hukum-perizinan-him
omatussuniah-design. biog .
-ﬁ'tguﬁlu.s 2013.

‘ ”
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wewenang untuk:

: beri

¥ d ne ara mfm 1

Hak mengusai tersebut dari neg g ; penggunm’ penyediaan,
graka

a) mengatur dan menyelenggra g angkasa
dan pemeliharaan umum, it dan ru ghas

antar
b) menentukan dan mengatur gubungan hukum

bumi, air, dan ruang angkasa; sert

¢) menentukan dan mengatur hubungan h
perbuatan hukum mengenal bumi, air,

barang inventaris
3 tentang [nventaris barang milik

aftar inventaris atas

a orang-orang dengan

ukum antar orang dan perbuatan-

dan ruang angkasa.

i diatur dal
Di samping itu, ada juga barang- sepert A
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 197 X
negara/kekayaan negara mensyaratkan penyususnan i
semua barang milik negara/kekayaan negard yang terdapat di lingkungan

tiaap-tiap instansi, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri yang
bersumber dari APBN atau di luar APBN.

Kemudian pengaturan barang-barang milik negara ini biasanya diatur lebih

lanjut oleh Menteri Keuangan sebagai aset negara atau asct daerah, seperti
diatur dalam peraturan Menteri Keuangan No. 97/PMK.06/2007 tentang
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Pasal 1 angka 1
menyebutkan: “Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal
dari perolehan lainnya yang sah’”.

Barang-barang milik negara dapat diklasifikasikan menjadi barang tidak
bergerak dan barang bergerak sebagai berikut.

# Barang Tidak Bergerak

a. Barang Tidak bergerak, misalnya

perkebunan, lapangan olahraga,
jalan.

tanah  kehutanan, pertanian,
tanah-tanah yang belum digunakan, dan

b. Gedung kantor, pabrik, sekolah, dan rumah saki
L.

¢.  Gedung-gedung tempar tinggal tetap

pesanggarahan, dan bungalow €mpat istirahat asrama,

Monumen-mc
onumen dan myse
akala.
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" Barang-barang bergerak

Alat-alat besar, seperti buldozer, trakeor, dap pengeboran tanah
ana

Peralatan kantor, mesin tik, komputer, dan brasikas

Semua inventaris perpustakaan, inventaris bercorak kebudayaan

Alat-alat pengangkutan, kapal laut, kapal terbang, bus

motor

dan sepeda

Inventaris perlengkapan peralatan rumah sakit dan peralatan kerja kantor
lainnya.

# Hewan-hewan ternak

Sapi, kerbau, kuda, dan lain-lain.

# Barang-barang persediaan

Barang-barang yang disimpan oleh negara atau daerah dalam rangka untuk

pelayanan umum.
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BAB V
Perlindungan, Penegakan,

dan Pertanggungjawaban HAN
oleh Pemerintah

5.1 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diperlukan agar hubungan hukum antarsubjek hukum
iru berjalan harmonis, seimbang, dan adil. Dalam arti setiap subjek hukum
mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajibannya yang
dibebankan kepadanya. Untuk itu, hukum tampil sebagai aturan main dalam
hubungan hukum tersebut.

Perlindungan hukum di sini ditujukan bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum
dari tindakan pemerintah atau tindakan adminstrasi negara. Perlindungan
hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif dan
perlindungan hukum yang refresif. Perlindungan hukum preventif kepada
rakyat diberikan kesempatan (insprak) pendapatnya sebelum keputusan
pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Hal ini bertujuan untuk
menghindari sengketa. Sementara itu, perlindungan refresif bertujuan untuk
menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif sangat besar artinya
bagi rakyat jika dihadapkan dengan kewenangan bebas dari pemerintah,
schingga mendorong pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam melaksanakan

kewenangannya tersebut.

5.1.1 Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Indonesia belum ada pengaturan hukum
gkodifikasi hukum administrasi
f masih menyebar di berbagai

Bencuk perlindungan preventif di
ecara khusus, Hal ini karena sulitnya meng!
"egara, bentuk perlindungan hukum prevent!

Peraturan perundang-undangan.
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Di dalam UU No. 5 Tahun 1985 dalam Pasal 48 diaturdupa){{a ;dﬂﬁnislrasi,
yaitu keberatan dan banding administrasi untuk Pl'osc;lfs ¢ Cf:mln yang
dapar digolongkan sebagai bentuk pt:rlindungan Prc"emlp“ﬁ[;z‘;; af;;}tpa.ya
hukum banding administrasi seperti melalui BAPEK atau 4 ti . bisa
digolongkan sebagai bentuk perlindungan hukum Ercventl rena badan.
badan tersebut termasuk bentuk perlindungan represif.

5.1.2 Sarana Perlindungan Hukum Represif

Di dalam sistem hukum Civil Law (termasuk Indonesia) mCﬂgakUi'dfﬂ sistem
pengadilan, yaitu pengadilan umum (biasa) dan pengadilan administrasi, di
samping itu ada juga lembaga ombudsman. Sementara negara yang menganut

sistem hukum common law hanya menganut satu set pengadilan, yaicu ordinary
court.

Adapun badan-badan perlindungan hukum bagi rakyart di Indonesia sebagai
berikur.

1. Pengadilan di lingkungan peradilan umum, khusus dalam penyelesaian

sengketa TUN yang tidak termasuk kompetensi absolut dari peradilan
khusus (PTUN, Pengadilan Pajak).

Pengadilan dalam peradilan militer, menyelesaikan sengketa TUN
militer.

3. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negar
menyelesaikan sengketa TUN sebagaimana diarur dalam UU Nomor 5

Tahun 1986 sebagaimana telah di amandemen dengan UU Nomor 9
Tahun 2004.

Pengadilan pajak; menyelesaikan sengketa pajak.

B;tdn.n. pcr.t‘imb;_mg‘m‘ Kepegawaian (BAPEK); lembaga banding
administratif bagi PNS di bawah pangkat Pcmhin;u'guiong'm [V.
6. Panitia Penyelesaian Sengkera Perburuhan Daeraly (P4D) dan untuk

Pusat (P4P); lembaga bandine i & .
St ; aga bq 10 ; o .
g & adminiscragif bagi sengkera pc:‘lmruh-l“'

5.2 Penegakan Hukum Administras;

Ditinjau dari sudut percumbuhan

dan i"‘"']'\t.'l e A
nbang starst
negara dalam suatu negara moderp, gan hukum admini

maka ¢
1 \-“]1',\“]' (‘l“gq”\ pL‘I'I'IL'l'II‘Ith d.lln‘l“

\t[l.ill J.\I‘l I\. L'l.”.l.lkl'n 11 n, & L |
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_perangkat HAN yang dapat memberik: :
angkat P . RS : emberikan perlindungan dan
al-hal yang baru di berbagai sektor kehidupan masyaraka

nerupakan konsep-konsep dari nilai-nilai keadilan, keben:

Lemanf: sosial, nilai-nilai tersebut bersifat abstrak, OI(-|‘1 kar:::ri.:n,
ada hakikatnya digunakan untuk mengakkan nilai-nilai abc{r;:JI.;
Menurut Sorjono Soekanto, penegakan hukum adalah kcg;mn
,nen)-'f“’sikﬂ" hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah
arau pandangan yang mlanltap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai
cangkaian Penjabaran. nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “social
t,,,gfmveri;r:g"), memelihara dan mempertahankan (sebagai “social control’)

](edarﬂiliﬂ“

[crsebllf.

pcrgaulan hidup.
ukum administrasi yang sangat penting adalah pemberian sanksi,
4i mana sanksi sebagai pencgakan hukum terakhir. Sanksi administratif itu

n sarana-sarana kekuatan hukum publik yang dapat diterapkan oleh
a negara sebagai reaksi dari mereka yang tidak

Pencgakan h

merupaka
padan atau pejabat tata usah

menaati norma-norma hukum TUN.
Di dalam prakrik beraneka ragam bentuk sanksi administratif, misalnya
untuk PNS diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 1980, pencabutan izin usaha,

perintah. penggusuran, perintah pembongkaran, pembebanan administratif,
ganti rugi pagar jalan akibat ditabrak kendaraan olch pengemudi yang lalai.

5.2.1 Permasalah dalam Penegakan Hukum

Administrasi

Permasalah dalam penegakan hukum 2dministrasi menyangkut beberapa hal/
Pertama, persoalan legitimasi yaitu soal kewenangan, siapa yang berwenang
menegakkan hukum administrasi. Hal ini tidaklah mudah jika dihadapkan

pada persoalan hukum yang konkret. Birokrasi yang panjang dan berbelit-
akan hukum. Kedua, instrumen

belit sangat memengaruhi proses peneg
menentukan sanksi yang akan

hukum yaitu jenis sanksi yang akan diterapkan, :
dijatuhkan tidaklah mudah, hal ini berlaku jika hukum yang mengatur sanksi

itu tidak jelas (hampir semua sanksi administrasi tidak dicantumkan secara
konkret), Di samping itu, hukum acara penerapan sanksi juga E.rclum diatur.
Ketiga, norma hukum administrasi berupa norma hukum tertulis dan norma
hukum tidak tertulis. Khusus norma hukum tertulis akan mendapat !""3“1“3”
fika pengaturannya tidak jelas atau tidak konkret, schingga sulit dibedakan

Mana yang merupakan asas hukum, norma hukum, atau hukum acara.

hv.—:‘l T : & ;' " I" £ &
) L hlrnrnnlln._h--' B
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HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Hukum Administrasi
n dengan kepentingan publik,

trasi harus muncul

5.2.2 Tujuan Penegakan

Penegakan hukum administrasi berkaita

e

maka prakarsa dalam upaya Pf-'ﬂfgaka“, hUk;alEl;d;Ei:rln pcmcrintahan itu
N - AR ltul

dari pemerinah scoclel s was gund menghindari kemungkinn

sendiri dibentuk lembaga—lcmbaga pengd pan
terjadinya pelanggaran-pelanggaran rerhadap ketentuan .

gaimana memberikan kesejahteraan dan
Agar tujuan rersebut dapat dicapai, dalam

menggerakkan roda pemerintahan diperlukan organ atau .pefaﬂgka‘ yang
berkesesuaian fungsi dan wewenang masing-masing. Pemberlafl kewenangan
terhadap organ negara tadi merupakan salah satu dari ruang lingkup HTN.

Sementara pembatasan kewenangan organ cersebut termasuk dalam ruang

lingkup HAN.'

Setiap negara memiliki tujuan ba
kemakmuran bagi warga negaranyd.

1.1.3 Fakror-fakror yang Memengaruhi Penegakan

Hukum Administrasi

Secara teoretis, paling tidak ada empat faktor yang memengaruhi penegakan
hukum administrasi, yaitu faktor ekonomi, faktor teknis, faktor kemampuan,

dan fakeor peraturan sebagai berikut.

a. Faktor ckonomi. Hal ini sangat berpengaruh terutama menyangkut
bidang perizinan karena berkaitan langsung dengan kepentingan daerah
atau negara dalam rangka mencari sumber pendapatan. Di dalam
praktik pemberian izin juga dipengaruhi oleh persoalan tenaga kerja,
kesejahteraan, maupun stabilitas politik dan keamanan

.. Falor s, misloys husnya sumber days yang dimill o
pemerintah, seperti tidak tersedianya sarana penunjang untuk menguji
produk-produk industri melalui laboratorium dan lain sebagainya

c. Fakeor kemampuan, misalnya lemahnya SDM aparat penegak hukum

pemerintah sehingga dalam peker; :
M . Jaannya tidak profesional, rekrutme?
scgam: b,ung tidak t;ark» (KKN), sistem Penjenjanga kf.’ﬂl ; o
an masih adanya prinsip like dan Jjs/;4 dal gan karier tidaK J€*
¢ dalam penempatan pegawd 4

samping keterbatasan d: :
ping san dana yang dlalokasikan . bet
daya aparatur. untuk peningkatan sum

| Mas'udi. Negara kesejahteraan dan huku
. m
(eds) Dimensi-Dimensi Pemikiran Huyp Ad J
him. 99 o

d ) . P
Ministras; negara. Dalam SF.Marbun di

mistrasi Noo :
51 J\f'gd'm_ \f”g).dk”m: UII Press. 3[][”-
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d. Faktor peraturan. Sering dijumpai adanya beberapa peraturan yang tidak
sinkron atau tumpang tindih, sehingga sulit menentukan peraturan mana
yang akan digunakan. Misalnya, peraturan untuk menencukan kriteria
masyarakat miskin. Ketentuan dari Bappenas berbeda dengan ketentuan
dari BRKBN dan berbeda pula dengan Staistik, sechingga di lapangan
terjadi permasalahan.

5.3 Sanksi Administrasi

Sanksi dalam hukum administrasi pada hakikatnya merupakan pelaksanaan
kekuasaan pemerintah (bestuurebevoegheid) yang dilakukan sendiri oleh organ
pemerintah, tanpa harus melalui proses peradilan. Dalam penerapan sanksi
hukum, administrasi dapart diterapkan bersama-sama dengan sanksi pidana.
Dalam hal ini tidak berlaku asas nebis in idem. Adapun sanksi-sanksi tersebut
sebagai berikut.

a. Paksaan pemerintah (bestuursdwang) atau paksaan nyata, misalnya
perintah bongkar paksa, penutupan, penyegelan, dan sebagainya. Paksaan
pemerintah merupakan suatu bentuk “ree/ executi”.

b.  Pencabutan keputuan yang menguntungkan, misalnya pemberhentian
dari PNS, pencabutan keputusan izin, dan sebaginya.

c.  Uang paksa (dwangsom), misalnya kewajiban membayar ganti rugi kepada
negara, melakukan rehabilitasi lingkungan yang rusak dan sebagainya.
d. Denda administrasi, misalnya denda karena terlambat membayar pajak.

¢. Bentuk-bentuk khusus, misalnya skorsing, penundaan kenaikan
pangkar.

Di samping sanksi administrasi, sanksi pidana juga diterapkan dalam rangka

penegakan hukum administrasi yang sifatnya menghukum, sedangkan sanksi

administrasi sifatnya reparatoir.

Tabel 5 Perbandingan penerapan sanksi pidana dan sanksi administratif

Dipinda dengan camscamer
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33 Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah

5.3.1 Pengertian

" WS - waban berari wajib menanggung segala sesuatunya (sesuatu ha],
boleh ignjnnit dipersalahkan, :lipcrkarakan, dan scbag‘““)"f) 131 dalam kamuys
hukum, ada dua istlah perranggungjawaban, Pertama, fai dh mcrrlpaka_n
istilah hukum yang luas. Di dalamnya mengadung Ecngeman wa hampir
semua karater risiko atau tangung jawab yang pa.s.u, yang bergantung,. El‘ta.tu
yang mungkin jadi semua karakter hak dan kewajiban. Kedua, responsibiliy
artinya hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewa)fbéx_l, tefma.suk
putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. Responsibility biasanya
adalah pertangungjawaban politik, misalnya pemerintah diberikan kebebasan
untuk melaksanankan tugas pemerintahan, akan tetapi kebebasan itu harus
dilaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.

5.3.2 Pertanggungjawaban Pemerintah dalam
Hukum Administrasi

Pemerintah dalam melaksanakan aktivitas pada dasarnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan, sehingga mendapatkan kewenangan. Dari kewenangan
tersebut menimbulkan akibat hukum dan harus dipertanggungjawabkan.
Akan tetapi, dalam prakiik pertangungjawaban hukum oleh pemerintah
tidak mudah untuk dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan hal-hal sebagai

berikut.

a. Asas bahwa terhadap benda-benda publik tidak dapat diletakkan st

jaminan.

b. Pejabar atasan tidak dibenarkan menerbitkan KTUN jika hal tersebut

menjadi krwcn.}ngm ptiabal bawahan, misalnya pcnerbitan IMB
adalah wewenang bupati/walikota, maka gubernur tidak berwenang
menerbitkannya.

¢.  Asas bahwa kebebasan pejabat pemeringah ti

g . K
tidak mungkin pejabar dak bisa dlrampas, misalny

akan dikenaka 1k
) n tahanan rum: ; rid
melaksanakan putusan TUN. umah karena

d. Asas bahwa negara (p '
* - - b CI!ICHH[J . "
F h) selalu harys dianggap “solvabe aau
"].lﬂlpll l“[’lnl‘l.l.\df. P
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Terhadap kesalahan pejabat dalam mengeluarkan KTUN  yang
mengakibatkan tuntutan kerugian oleh pihak ketiga, berdasarkan
ketentuan Pasal 2 PP Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan
Tata Cara Pelaksanaannya pada PTUN disebutkan bahwa “Ganti rugi
yang menjadi tanggung jawab Badan tata Usaha Pusat dibebankan pada
APBN dan Ganti Rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Tara Usaha
Negara Daerah dibebankan pada APBD”. Dengan demikian, pejabat
pemerintah atau administrai negara itu tidak dibebani secara pribadi.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn



BAB VI
Asas-Asas Umum Penyelenggaraan

Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

6.1 Sejarah dan Pengertian AAUPB

Pada tahun 1946 pemerintah Belanda membentuk komisi yang dipimpin oleh
de Montje, kemudian pada tahun 1950 komisi tersebut telah menemukan
konsep AAUPB (algemene begin selen van beehorlijk). Akan tetapi hasil
komisi ini tidak seluruhnya disetujui oleh pemerintah, karena pemerintah
Belanda pada saat itu tidak sepenuh hati untuk melaksanakan asas tersebut.

namun konsep ini mendapat sambutan dan menjadi dasar dalam peradilan
administrasi.’

Ditinjau dari sejarahnya AAUPB ini sudah berkembang setelah perang Dunia
11 sebagaimana disebutkan oleh JBJM ten Berge sebagaimana dikutip oleh

Juniarso ddk, menyebutkan:

"Istilah azas-zas pemerintahan yang patut dapat menimbulkan salah
penegrtian. Kata azas sebenarnya dapat memiliki beberapa arti. Kata
ini mengandung arti titik pangkal, dasar-dasar, atau aturan hukum
fundamental. Pada kombinasi kalimat "azas pemerintahan yang patut’
berarti kata azas mengandung arti azas hukum, tidak lain, azas-azas

pemerintahan yang patut sebenarya dikembangkan oleh peradilan

sebagai peraturan hukum mengikat yang diterapkan pada tindakan

pemerintah™

————

I Ridwan Halim, Op. Cit
2 Juniarso Ridwan, dkk, hlm. 179-180.
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ASAS-ASAS UMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
YANG BAIK (AAUPB)

i ATTD ke
c. Sebagian besar AAUPL masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih

abstrak, dan dapat digali dlam praktek kehidupan masyarakat.

d. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar
dalam berbagai peraturan hukum positif, walaupn teelaa menjadi hukum tertulis

namun sifatnya tetap sebagai asas hukum.*

6.2 Penyelenggraan Pemerintahan berdasarkan

AAUPB

Pcnyclt‘ngraan pemerintahan dilaksanakan oleh aparatur pcmcrintah dalam
rangka mencapai tujuan-tujuan bernegara dan berbangsa sebagaimana
diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang mengidentifikasikan
Indonesia adalah negara kesejahteraan (welfare state). Konsep negara
welfare state, memberi kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum
(bestuurzorg), dengan konsep ini pemerintah diberikan kewenangan untuk
campur tangan dalam segala lapangankehidupan masyarakar.

Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan-persayaratan tertentu dapat
diangkat menjadi PNS, dan selanjutnya diberikan rugas-tugas dan jabatan
administrasi tertentu sesuai dengan hukum yang beraku, sebelum memnagku
jabatan atau pelaksanan tugas administrasi PNS disumpah sebagai PNS
dismaping itu juga harus senantiasa menjunjung tinggi etika profesi yang
disebut dengan janji Korp Pegawai Negeri (Panca setia KORPRI).

Sumpah dan janji KORPRI mencerminkan bahwa PNS sebelum melaksanakan
tugas dan dalam melaksanakan tugas sumpah dan janji tersebut melekat pada
setiap individu PNS. Oleh karena itu PNS Indonesia sebenarnya dari sejak
dini telah diperkenalkan tentang AAUPB sebagai ciri dari birokrasi modern
sckarang ini. Aparatur Negara adalah tiang utama penyelenggara administrasi
negara dan subjeknya utamanya disebut dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Oleh karena itu dalam praktiknya birokrasi atau pemerintah diberikan hak
untuk selalu campur tangan pada setiap livel aktivitas masyarakat dalam
rangka mencapai tujuan bernegara dan berbangsa tersebut, dalam !1al ini
pemerintah memegang otoritas penuh, dengan tidak mengenyampingkan

Peran serta masyarakat.

—

asas Umum Penyelenggaraan Pemerintaban Layak (AAUPL)
Citra Aditya Bakti, bandung, 1999, hlm.

4 Jazim Hamidi, Penerapan Asas- :
di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia,
24
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Pada dasarnya segala macam campur tangan pemerintah itu harus dldas:lrka“
kepada undang-undang, akan tetapi karena keterbatasan Encra.turan pcru:. ang.
undangan maka kepada pemerintah diberi kebcbasan_ ﬁ.s?wfff?'m;{&tﬂ yaity
kemerdekaan pemerintah untuk dapat bertindak a[_aas inisiatir sendiri. D.alﬂm
prakeek fries ermessen ini membuka peluang terjadinya benturan kepentingan
antara pemerintah dan warga masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut maka dibutuhkan peradilan administrasiscbagai

peradilan khusus yang berwenang menyelesaikan persengketaan anatar wargs
masyarakat dan pemerintah.

Di dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 asas ini belum dimasukan sebagi salah
satu alasan untuk menggugat terhadap keputusan badan atau pejabat tata
usaha Negara, namun dalam praktek pengadilan pada PTUN asas-asas ini
telah diterapkan, dan ada beberapa contoh putusan PTUN yang menggunakan
asas ini sebagai pertimbangan hakim. Disamping itu sebenarnya asas ini telah
dicantumkan dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Pokok
Kehakiman, seperti termuat dalam Pasal 14 yang berbunyi: “Pengadilan tidak
boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan
dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk

memeriksa dan mengadilinya.” Kemudian Pasal 27 Ayat (1): “Hakim sebagai
penegak hukum dan keadilan wajib menggali,

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakar’,

Kemudian di dalam UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggraan
Negara yang Bersih dan Bebas darj Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Dalam Pasal 3 disebutkan beberapa asas umum penyelenggraan negara,
yaitu:

mengikuti, dan memahami

1. Asas Kepastian Hukum:

o]

Assas Tertib Penyelenggraan Negara;
Asas Kepentingan Umum:

Asas Kererbukaan:

AT

Asas Proporsionalitas:
6.  Asas Profesionalitas:

7. Asas Akuntabilitas.

Khusus Pegwai negeri diatur dengan pp N
) disinlin P ¢ Omor 30 T
Peraturan Disiplin Pegaw: :

Ly - ahun 1980 rentang
th Yang telah dirubah dbn{-’,dn

PP 53 Tahun 2010
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yang merupakan ketentuan untuk menerapkan ass-asas AAUPL, dimana
A ) . o i Ay ‘ an:

Pasal 6 PP tersebut menyebutkan berapa sanksi tentang Pel anggaran terhadap
. i ais. o o 4dJ

disiplin Pegawai. : [

Sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam dan
dapat dipaistil.can aparatur negara juga menganut agama Islam, maka perlu
kiranya prinsip-prinsip agama yang universal dalam Islam diterapkan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana telah disinggung pada
Bab III buku ini bahwa konsep-konsep nomokrasi dapar diwuiudkan\ dalam
kehidupan sehari-hari dan jelas tidak bertentangan dengan prinsip hukum

positif.

6.3 Identifikasi AAUPB

Dalam rangka menghasilkan keputusan (kebijakan) yang baik, serta evaluasi
yang baik, untuk keperluan penyempurnaan/perubahan keputusan/kebijakan
yang sedang berjalan atau untuk penyempurnaan/perubahan kebijakan
baru, terdapat beberapa azas yang berkembang dalam ranah ilmu Hukum
Administarsi Negara berdasarkan tahapan dan substansi butir — burir
pertanyaan yang diajukan Hakim dalam pemeriksaan perkara sengketa
Administrasi Negara. Butir — butir pertanyaan pemeriksaan yang menjadi
1zas — azas Hukum Administrasi Negara tersebut pada dasarnya merupakan

indikartor dari Keputusan Administrasi Negara (kebijakan publik). Yakni :

1. Azas "Fair Play”

Azas ini menghendaki adanya pemberian kesempatan yang seluas-luasnya
kepada warga masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan
adil schingga dapat memperoleh kesempatan yang luas untuk menuntut

kebenaran dan keadilan.

2. Azas kecermatan (carefulness)
Azas ini menghendaki sikap pengambil keputusan senantiasa bertindak

hati-hati, mempcrtimbaﬂgkan secara komprehensive mengenai segenap
aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi

warga masyarakat.

3. Azas Kepastian Hukum (Legal security) -
Azas ini menghendaki dihormatinya hak-hak h.ukum e dlpi:'(l"kh
warga berdasarkan suatu keputusan kebijakan sehingga tercipta stabilitas

T —
B i i 2 st ST

-l RER ST
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hukum, dalam ar suatu keputusan yang telah dikeluarkan Negara/

organisasi harus berisi kepastian dan tidak begitu mudah untuk dicgpy
kembal;.

Azas Keseimbangan (Proportionality) -
Azas keseimbangan menghendaki adanya keseimbangan yang wajar
apabila memuat pemberian sanksi dalam keputusan  kepada

melakukan kesalahan/pelanggaran, sanksi hukuman tersebut hcndakn_
scimbang dengan kesalahannya.

Azas Persamaan (Equality)

Azas ini menghendaki suaru keputusan/kebijakan dalam menghadapi
kasus/fakta yang sama harus mengambil tindakan yang sama (tidak
diskriminatif)

Azas Kewenangan (Competency)

Azas ini menghendaki agar dalam pengambilan kepurusan seorang pejabat/

instansi didasarkan pada kewenangan yang diberikan negara kepadanya,
serta digunakan sesuai dengan maks

tersebut. Azas ini sering disebut azas lara
atau azas larangan bertindak sewenang-

ud diberikannya kewenangan

» .
ngan “detournement de pouvoir
wenang.

Azas larangan "detournement de procedure”

pelecehan kewenangan pihak terkait yang secara fungsional sharing
kepentingan terhadap keputusan Azas motivasi untuk setiap keputusan
pangreh (motivation). Azas in | penetapan keputusan harus
berdasarkan acas alas | n adil schingga masyarakat
yang tidak dapar menerima dapa ukan kontrol, mengajukan
argumen yang tepat untuk naik banding gu

Azas meniadakan akibat-akibar suatu kepurygan yang batal

Dipinda dengan camscamer
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6
7
8
9

. Asas kepastian hukum;

Asas kejujuran dan keterbukaan;

. Asas larangan menyalahgunakan wewenang;

. Asas larangan sewenang-wenang;

10. Asas kepercayaan atau pengharapan;

1

Asas motivasi;

12. Asas kepantasan dan kewajaran;

13. Asas pertanggung-j awaban;
14. Asas kepekaan.

15. Asas penyelenggaraan kepentingan umum;
16. Asas kebijaksanaan;

17. Asas itikad baik.

Sedangkan di Indonesia asas-asas umum pemerintahan yang baik

sebagaimana dikemukakan Prof.Kungj

oro Purbopranoto adalah sebagai

berikut:

1. Asas kepastian hukum (principle of lergal security);

2. Asas keseimbangan (principle of proportionality);

3. Asas kesamaan (dalam mengambil keputusan pangreh/principle of
equality);

4.  Asas bertindak cermar (principle of carefulness);

D Asas. m'otivasi untuk setiap  keputusan pangreh (principle of
motivation);

6. As.as jangan mencampuradukan kewenangan (principle of non
misuse ofcompetence]:

/. Asas permainan yang layak (principle of fair play);

" b o st P of reonblnc

o i‘;izdr:;::?é%?f;);F‘e“gharapan yang wajar (Principle of meeting

10.

ofundoing the qonseque Putusan yang baral [prinCiPlf

nces of annulled decision)‘
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10. Azas penyelenggaraan kepentingan umum (public service)

Azas publik service ini menghendaki agar dalam setiap keputusan yang
merupakan perwujudan dari penyclenggaraan tugas pokok pejabat/

instansi, selalu mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan
pribadi dan golongan Di samping itu, dalam yurisprudensi AROB
(Peradilan Administrasi Belanda) disebutkan pula bahwa asas-asas

umum

Pcmerintah baik meliputi :

1
2
3

© ® N oW

10.

Di

Asas pertimbangan (motiveringsbeginsel);
Asas kecermatan (zorgvuldigheidsbeginsel);
Asas kepastian hukum (rechtszekerheidsbeginsel);

Asas kepercayaan atau asas menanggapi harapan yang telah
ditimbulkan (vertrouwensbeginsel of beginsel van opgewekte
verwachtingen)

Asas persamaan (gelijkheidsbeginsel)

Asas keseimbangan (ovenwichtigheidsbeginsel);

Asas kewenangan (behoegheidsbeginsel);

Asas fair play (beginsel van fair play)

Asas larangan "detournement de pouvoir” (het verbod detornement
de pouvoir);

Asas larangan Dbertindak sewenang-wenang  (het verbod van

willekeur).
lain pihak, beberapa pakar hukum mencoba mengidentifikasi pula

azas-azas pemerintahan yang baik.

S.F Marbun misalnya merinci asas-asas umum pemerintahan yang baik
ke dalam 17 (tujuh belas) asas, yaitu :

1.
2.
B
4.
.

Asas persamaan;

Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;

Asas menghormati dan memberikan haknya setiap prang,
Asas ganti rugi karena kesalahan;

Asas kecermatan;
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d. Asas bertindak cermac;

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

kemerdekaan pemerintah untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri. D
prakeek fries ermessen ini membuka peluang terjadinya benturan kepentingan
antara pemerintah dan warga masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut maka dibutuhkan peradilan administrasi sebagaj
peradilan khusus yang berwenang menyelesaikan per sengketaan antara warga
masyarakat dan pemerintah.

Adapun macam-macam asas AAUPL menurut Koentjoro Purboparanoto dan:
SE. Marbun, yaitu:

a.  Asas Kepastian Hukum

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap keputusan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut
hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai
keputusan yang bertentangan dengan hukum olch hakim administrasi:
oleh karena itu suatu keputusan yang memuat klausul: "apabila terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya”.
Menurut hukum administrasi klausul itu adalah mubazir dan tidak

mempunyai kekuatan hukum sebab yang berhak menilai keputusan
tersebur adalah hakim administrasi.

b. Asas Keseimbangan

Artinya setiap pelanggran atau kealpaan yang serupa yang dilakukan
oleh orang yang berbeda, akan dikenakan sanksi yang sama sesuai dengan
kreteria yang ada.

c. Asas kesamaan dalam megambil keputusan

Asas ini sulit dilaksanakan, karena sifar dari tindakan pemerintah adalah

kasuistis dan bersifat individual, akan tetapi jika fakranya sama maka
akan diambil keputusan yang sama,

Contoh: Purusan PTUN Palembang NO.IGKPTUNIGIPLG/I%I
mengenai gugatan seorang pegawai Unily terhadap Rektor yang té
memutuskan dirinya dari jabatan tanpa dibukrikan kesa]a]]aglnya dulu.
Tindakan Rektor dipersalahkan karena keputusannya mcla@éﬂf asas
kecermatan formal. (Riduan HR. 2003 . 196). >afiftys
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Asas motivasi untuk setiap keputusan
hTe

Asas ini menghendaki agar ke
ghendaki agar keputusan tersebut me ;

ielas, sehinga pihak yang dikenak mpunyai dasar yang
loih il yang dikenakan putusan itu memperoleh peng_e-t‘l

rang cukup Jclas, ¢ s e rtian

yung P) S. i kf]rem seomp I"CPUW-‘&?II‘I harus mempunyai alasan

dan mempunyai dasar fakta yang tidak cacat menurut hukum‘ E

Asas tidak mencampuradukkan kewenangan
Asas permainan yang layak
Asas keadilan dan kewajaran;

(,jontab Kasus: Berdasarkan UU asuransi Kesehatan Nasional Belanda,
b|lamfina seorang pekerja untuk sementara wakru tidak bisa melakukan
pekerjaannya karena sakit, maka ia akan mendapatkan uang sakit selama
masa sakitnya itu. Ada seorang pekerja yang menuntut uang sakit karena
menderita reumatik di punggungnya. Akan tetapi suatu hari minggu si
<akit bermain soccer, artinya ia telah melanggar petunjuk dokter. atas dasar
ini instansi yang mengurus asuransi kesehatan menarik kembali uang sakit
yang telah diberikan. Dewan pusat banding menyatakan keputusan ini
batal. karena menarik kembali uang sakit secara total adalah merupakan
cuatu tindakan peringatan yang tidak layak/tidak semestinya.

ercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar.

akukan tugas dengan menggunakan
dan ia memperoleh izin. Akan tetapi
konpensasi biaya yang dikeluarkan

merintah menarik kembali izin yang
engharapan

Asas kep
Contoh: Seorang PNS yang mel
kenderaan pribadi pada waktu dinas,
PNS tersebut tidak mendapatkan
selama bertugas, bahkan pejabat pe
telah diberikan. Penarikan izin itu bertentangan dengan asas p

yang wajar tersebut.

Asas meniadakan akib

at suatu keputusan yang batal

yang dipecat dari pekerjaannya, karena diduga
celah melakukan kejahatan tetapi setelah Jilakukan pemeriksaan di
pengadilan ternyata PNS yang bersnagkutan tidak bersalah,maka PNS

tersebut harus dikembalikan pada pekerjaannya semula.

gan atau cara hidup pribadi

celah berkeluarga mengadakan hubungan
badan pemerintah

anita.Ataskcjaclianini
n tetapi kemudian dibatalkan oleh

Contoh: seseorang PNS

Asas perlindungan atas pandan

Contoh: seorang pegawai yang
intim denganscorang sekretarisW
mengambil tindakan disiplin- Aka
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egawai mempunyai hak

wa seorang P _

dangan hidupy?

central for appeal dengan alasan
s disesuaikan dengan norma-norma

untuk hidup sesuai dengan pan
belanada, jika di Indonesia hart

bangsa)

l.  Asas kebijaksanaan
m. Asas penyelenggraan kepentingan umum
Contoh; kepentingan umun: . tugas pertahanan dan Kcafn.anan, z,
penyediaan sandang pangan. papan dan kesejahteraan, 3. pendidikan dan

penjara, kesehatan dll, 4. memelihara fakir misikin dan anak terlantar, 58

peraturan lalu lintas, perumahan, dll.
Pada dasarny segala macam campur tangaft pemeritah itu harus didasarkan
kepada undang-undang, akan tetapi karena keterbatasan peraturan perundang-
undangan maka kepada pemerinta diberi kebebasan “freies ermessen” yaitll
kemerdekaan pemerintah untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri. Dalam
prakrek fries ermessen ini membuka peluang terjadinya benturan kepentingan
antara pemerintah dan warga masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut maka dibutuhkan peradilan administrasi sebagal
peradilan khusus yang berwenang menyelesaikan persengketaan antara wargd
masyarakat dan pemerintah.

Adapun macam-macam asas AAUPL menurut Koentjoro Purboparanoto dan
SF. Marbun, yaitu: :

a. Asas Kepastian Hukum

z;s?sblmecn%;jmdung pengertian bahwa setiap keputusan Badan atat '
hfijliu: s:l[:n‘lasasull Nega.ra yang dikeluarkan dianggap benar menurut
kepum;an % bz:m dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai
oleh karenayirugsuatuelzt::rtlfzza: e;g:“ hukum oleh hakim administrast
kekeliruan dalam - 799 Memuat klausul: "apabila rerdapat
Memrit hu](umk:{[;;ut}ls_an A akan diperbaiki Sebagaimﬁna mesr'myp;". ]

ministrasi klausul jey adalah mubazir dan cidak i

mempunyai kekuatan
tersebut adal an hukum schab yang perh ilai
ersebut adalah hakim administras; § bechiek menilel IR

b. Asas Keseimbangan

— e e ik

Artinya setiz '
I:]m'w_ setiap pelanggran aray kealpnan |
oleh orang yang berbeda, akap dik /5 serupa yang o

kreteria yang a lznalﬂll’l S &
yang ada, sanksj yang sama sesuai denga®
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Asas kesamaan dalam megambil keputusan

Asas ini sulit dilaksanakan, karena sifat dar; tindakan pemerintah adalal
crintan adalah

akan ':C{'lpi iik:

- ; api jika faktany ¥

akan diambil keputusan yang sama. ya sama maka

kasuistis dan bersifat individual,

d. Asas bertindak cermat;

Contoh: Putusan PTUN Palembang No.16/PTUN/G/PLG/199]
mengena gugatan scorang pegawai Unib terhadap Rekeor yang telah
memutuskan dirinya dari jabatan tanpa dibuktikan kesalahann fd I

Tindakan Rektor dipersalahkan karena keputusannya mel. ya dulu.
kecermatan formal.’ J& MCAnggar asas

Asas motivasi untuk setiap keputusan

Asas ini menghendaki agar keputusan tersebut mempunyai dasar yang
jelas, sehinga pihak yang dikenakan putusan itu memperoleh pengertian
yang cukup jelas, oleh karena setiap keputusan harus mempunyai alasan
dan mempunyai dasar fakra yang tidak cacat menurut hukum.

f  Asas tidak mencampuradukkan kewenangan

g. Asas permainan yang layak

h. Asas keadilan dan kewajaran;
Contoh Kasus: Berdasarkan UU asuransi Keschatan Nasional Belanda,
bilamana seorang pekerja untuk sementara waktu tidak bisa melakukan
pekerjaannya karena sakit, maka ia akan mendapatkan uang sakit selama
masa sakitnya itu. Ada seorang pekerja yang menuntut uang sakit karena

menderita reumatik di punggungnya. Akan tetapi suatu hari minggu si

sakit bermain soccer, artinya ia telah melanggar petunjuk dokter. atas dasar

ini instansi yang mengurus asuransi keschatan menarik kembali uang sakit

yang telah diberikan. Dewan pusat banding menyatakan keputusan ini
batal, karena menarik kembali uang sakit secara total adalah merupakan

suatu tindakan peringatan yang ridak layak/tidak semestinya.’

i.  Asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar.
Contoh: Seorang PNS yang melakukan tugas dengan ‘mengguna_karf
kenderaan pribadi pada waktu dinas, dan ia memperoleh izin. Akan tetapi
PNS tersebut tidak mendapatkan konpensasi biaya yang dikeluarkan

5 Riduan HR. Op. Cit, him. 196.
6 hid Ser
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menarik kembali izin yang 1
gan asas pengharapan

selama bertugas, bahkan pciabﬂf p s
telah diberikan. Penarikan izin itu ber tentang? |
yang wajar cersebut.” -l
putUSﬂ-n Yang baral

dari pekerjaanny karena diduga

tapi setelah dilakukan pemeriksaan di
bersnagkutan tidak bersalah,maka PNS

annya semula.

Asas meniadakan akibat suatu ke

Contoh: seseorang PNS yang dipecat

telah melakukan kejahatan t€
pengadilan ternyata PNS yang
tersebut harus dikembalikan pada pekerja
dangan atau cara hidup
[ah berkeluarga mengadakan hubungan
Acaskejadianini badan pemerintah
dian dibatalkan oleh
awai mempunyai hak
Contoh ini di negeri
norma

k. Asas perlindungan atas pan Pfibadl
yang te
wanita.

Akan tetapi kemu
bahwa seorang peg
dangan hidupnya (
rus disesuaikan dengan norma-

Contoh: seorang pegawai
intim dengan seorang sekretaris
mengambil tindakan disiplin.
central for appeal dengan alasan
untuk hidup sesuai dengan pan
Belanada, jika di Indonesia ha
bangsa)®

| Asas kebijaksanaan

Asas penyelenggraan kepentingan umum

ugas pertahanan dan Keamanan, 2.

dan kesejahteraan, 3. pendidikan dan

a fakir misikin dan anak terlantar, 5.

Contoh; kepentingan umum: 1.4
penyediaan sandang pangan, papan
penjara, kesehatan dll, 4. memelihar
peraturan lalu lintas, perumahan, dll.

e T T .
* J_.- -
B By I S S e S

- o

Di dalam perkembangan hukum administrasi modern, akrualisasi

MUPB h:m.xs 'ditan.dai dengan adanya standar pelayanan yang dilakukan oleh
pejabat administrasi yang terukur, dan transparan berlaks_] secara umum Pada
a/instansi penyelenggara layana. Adapun standar pelayanaft

T I

setiap lembag
meliputi:
1) Prosedur pelayanan A

Prosedur pelayan: ' :
pelayanan yang dibakukan halgi etk 4 ima
pelayanan termasuk pengaduan pemberi dan  penet!

7 lbid.
8 Jbid
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Waktu penyelesaian
Wakru penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengaj
BU. D R : ajuan permohon:
* : an termasuk pe
. ngaduan
Biaya pelayanan
Biava atau tarif pelayanan termasuk rinci
‘ rincian yang dite
tapkan dalam prose
s

pemberian pelayanan

Produk pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yan
ditetapkan yang

Sarana dan prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai olch
penyelenggara pelayanan publik
Kompetensi petugas pemberi pelayanan

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat
berdasarkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap, dan perilaku

yang dibutuhkan.”

Adapun prinsip pelayanan publik meliputi:

|

g
h.
i.

Dari prosedur dan prinsip pe
yang perlu dibenahi dan men

e

Kesederhanaan prosedur;
Kejelasan;

Kepastian waktu;

Akurasi produk pelayanan publik;
Kelengkapan sarana dan prasarana;
Keamanan;

Tanggung jawab;
Kemudahan akses;
kedisiplinan, kesopanan dan keramahan;

Kenyamanan;'’
4 k di atas, masih ada beberapa

an ubli
g atian serius oleh penyelenggara

dapatkﬂﬂ pf:l'h

9 Juniarso Ridwan, dkk, Op- Cit, hlm 101 . karta,
10 Mahmudi, M:mdjm!ﬂ Kfﬂf’j" SgharPﬁHtk YKPN; YOEY“
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O

e Od.
ini, misalnya prinsip kemudahan akses, ternya i e
Eisal?l;a lr:JYta kl:utuhl::lata tentang APBD di suatu daerah l;ailr]lgd:(if;ng t:idak
tersedia di media on line Pemerintah daerah tersebut, pa If meme nel:c o .
sekarang ini data-data on line sangat mendukung untu Percepat 9
kemajuan suatu daerah.

Persoalan tersebut merupakan benang kusut birokrasi dalam angeman Schari;
hari diidentikan dengan ketidakefisienan (inefficiency) atau benang merah
dalam pemerintahan...." Berdasarkan hasil penelitian Governance A_re:tsr.mm
Survey menyimpulkan bahwa akses pelayanan dibidang kesehatafl, pendelkzm
dan permodalan masih rendah, terutama disebabkan alokasi pembiayaan
terutama pada Pemerintah Daerah lebih mengutamakan kepentingan lembaga
birokrasi dan kedewanan dari pada kepentingan publik."

Dilihat dari sisi sumber daya manusianya, kelemahan utamanya adalah
berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, empathy dan etika. Berbagai

pandangan juga setuju bahwa salah satu dari unsur yang perlu dipertimbangkan
adalah masalah sistem kompensasi yang tepat.

Dilihat dari sisi kelembagaan, kelemahan utama terlet
yang tidak dirancang khusus dalam ran
masyarakat, penuh dengan hirarki yang membuat pelayanan menjadi berbelit-
belit (birokraris), dan ridak terkoordinasi, Kecendcrungan untuk melaksanakan
dua fungsi sekaligus, fungsi pengaturan dan fungsi penyelenggaraan, masih
sangat kental dilakukan oleh pemerintah, yang juga menyebabkan pelayanan
publik menjadi tidak efisien,?

ak pada disain organisasi
gka pemberian pelayanan kepada

Secara hukum tidak ada lagi alasan bagi birokrasi unguk tidak menjadikan
pelayanan publik sebagai prioritas kinerja, karena pads ssar ot gl
glniagjb tersenE:llrl L:;ng mengawasi penyelenggraan pelayanan publik yaitu
mbuds : T : )
b 33]03; epublik Indonesia yang sekarang diatur dalam UU No 37

11" Peter M. Blau and M arshall W. M
'~ Meyer, Birokr, 1+
i T ) irokras; dalam .-"wf,:_»..],qn-“!,{wr Modern, Penerbit Ul-
12 1 Gede Winaesa disampaik: 7
S, disampaikan pada Work
25 April 2007, him, | i

Practice
13 h“P:M“““Jﬁik-lt-lcinr.a.hlﬂg\hczt.L:r:mf"

Reformas Birokrasi, Surakartd

.1“1_5."{}); )
PtJ'I'I‘l.jh'.l].lh.ll‘l--rﬁul.l)’;mdn_]_mh“]\_h[m!.
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Di samping ) g e bL"Edmg-L_'n#ang No. 14 ahun 2008, tentang
Keterbukaan Informasi Publi pada intinya memberikan kewaiiban k da
‘ adan Publik unruk ks, by i seti : i
setiap Bada membuka akses bagn setiap pemohon informasi
publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi
certentu yang jelas-jelas dinyatakan sebagai rahasia oleh negara. Sesuai
dengan asas yang diatur dalam UU ini bahwa: (1) Setiap Informasi Publik
bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. (3) Setiap
Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik
dengan cepat dan tepat wakru, biaya ringan, dan cara sederhana. Dan setiap
" padan publik wajib menyediakan bahan informasi sesuai dengan tugas dan

| fungsinya.

| UU memberikan sanksi pidana bagi pejabat publik yang tidak memberikan
informasi kepada yang membutuhkan, sebagaimana diatur pada Pasal 52 UU
KIP, yairu:

Badan Publik yang dengan sengaja tidak me yediakan, tidak memberikan,
dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara
berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi
Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik y:ngharus
diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan
mengakibatkan kemgianbagiumnglaindikcmhnpidmahnmganpahgg
lama | (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,
(lima juta rupiah).
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BAB VII
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

7.1 Karateristik dan Prinsip PTUN

Salah satu ciri negara hukum yang bercorak civil law (eropa Kontinentala) yang
dipelopori oleh Stahl yaitu adanya peradilan administrasi untuk menyelesaikan
perselisihan antara penguasa dengan rakyat yang bersifat independen dan
tidak memihak. Indonesia sebagai negara hukum yang berafiliasi pada konsep
negara hukum civil law tersebut dengan membentuk UU No. 5 Tahun 1985
yang kemudian diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman

bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara (Pasal 4

UU No. 9 Tahun 2004).

Peradilan TUN berada di wilayah Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya

sedangkan Pengadilan Tinggi TUN berada di Ibukota Provinsi dan daerah

hukmnya meliputi wilayah propinsi. Namun dalam penjelasan Pasal 6 tersebut

memungkinkan keberadaan Pengadilan tersebut belum dapart dilaksanakan

sebagai mana kerentuan yang diatur dalam UU ini.

Ciri khas hukum acara PTUN terletak pada asas hukum yang mendasarainya,

yaitu:

a. asas praduga rechtmatig (vermoeden wvan rechtmatigheid) asas ini
mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus

dianggap rechtmarig samapai ada pcmbatalannys-l. Dengan asas ini
gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat (Psl 67 ayat 1

UU No. 5 Tahun 1986);
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HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

embukti

b. asas pembultian bebas, bakih Yo% mencmgﬁn:;;a?nfdianut PZalI-:)a;
ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 ; :b B 0t
UU Nomor 5 Tahun 1986 hanya saja masih dibaasi :

o hakim (dominus litis). Keaktipan hakim dima:csud u_ntuk
mengimbangi kedudukan para pihak karena [crgugathail(a ah Pejabar
TUN sedangkan penggugat adalah orang atau badan hu 111m perdata,
Penerapan asas ini antara lain terdapat dalam ketentuan Pasal 58, 63 ayar
1,2 80, 85;

d. asas putusan pengadilan meempunyai ketentuan mengikat "erga ol.mlle”
sengketa TUN adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian
putusan pengadilan TUN berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para
pihak yang bersengketa. Dalam rangka ini kiranya ketentuan pasal 83

. n »
tentang intervensi bertentangan dengan asas “erga omnes .

c. asas keaktipa

e. Adanya proses dismissal (Rapat Permusyawaratan) oleh Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) (Pasal 62).

f.  Dilakukannya pemeriksaan persiapan sebelum diperiksa dipersidangan
terbuka untuk umum (pasal 63).

g Terbaasnya tuntutan yang dapat diajukan dalam petitum gugatan
penggugat (Pasal 53).

h.  Asas I-'ccsatuan beracara dalam perkara sejenis baik dalam pemeriksaan di
peradilan judex facti, maupun kasasi dengan MA sebagai puncaknya.

. Asas para pihak harus didengar (audi et alteram partem)

Kf—'h%dir.a’.‘ PTUN melah.n. UU No. 5 Tahun 1986 tidak hanya melindung
:uk iRdividu, aka"k[empl Juga melindungi hak masyarakat pasal-pasal yang
angsung meny; i ;

6?.g o s masyarakat adalah Pasal 49, 55 dan Pasal

7.2 Organisasi PTUN |

Pengadilan TUN dibentuk berdasarka

gy ST 04

Pale]mba:;rl oh b ”l j'nmtr.llma Pengadilap N yaitu: Jakarta Medan,

10 th ]9‘)%’ dib:ntd}llcl ‘jnb !“}:’g}kpandang. DT TUN bt’rda;'u:k'm‘ UU No-

diketahui bahwa u. c[['t]?j‘1 .U& °T dan berpunc;lk pada M '\t S ‘b- gai mand
a peradilan tata usahy AL deDAg

.y nt }ﬂ 3 o . 1 4
T'ahun 1970 TR dcngan o gara bud&sarkan Pasal 10 UU No. 14

radilan |4
|«ll]1[]),'a1 ,\,'tj\mg-;li berikut:
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PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(PTUN)

Mahkamah AgUng

|

' P. Umum P. Agama P. Militer PTUN

Gambar 9:Pembagian Peradilan Pokok di Indonesia

PENG. TUN
Y
PT. TUN

¥
MA

Gambar 10:Struktur Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 7

Ayat (1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan fungsional

Pengadilan dilakukan oleh Mahklamah Agung;

Ayat (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh

mengurangai kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutu sengkera tata

usaha negara.

Sedangkan kelengkapan personalia Pengadilan TUN terdiri dari Kertua,
wakil ketua, Hakim, sckretaris, wakil sekretaris dan Panitera serta juru sita.
' Sebelum memangku jabatan Ketua, wakil ketua dan hakim pengadilan wajib
mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanys. Sedangkan Ll i
untuk dapat diangkat sebagai calon hakim pengadilan TUN diatur dalam

Pasal 14.

Tidak semua keputusan TUN dap
Tcrhadap Keputusan TUN yang
 seperti diatur dalam Pasal 48 yang menyatakan:

I dalam hal suaru badan atau Pejabac TUN diberi wewenang oleh
1 untuk menyelesaiakan  secara

k . ran erUUa
R 5 : negara tertentu, maka sengketa TUN

administrasif sengketa administrasi :
i ini i tersedia.
tersebut hartus diselesaikan melalui upaya administrasi yang

at langsung digugat melalui Peradilan TUN.
bisa juga dukenakan upaya administrasi,
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M_..__

emutuskan dan menyelesaikan

enang memeriksa, M (1), jika seluruh upaya T

dimaksud 2yat
lah digunakan:

anding administratif dan keberatan,

2. Pengadilan baru berw :
sengketa TUN sebagaimana

i te
administrasi yang bersangkutan

S
Adad camu ayaackmlmstranfymtu. . nea
Jik: PtjlymC?amanpdilakukan oleh instansi yang sama dianamakan

x - basdk
jika pnyelesaian dilakukan oleh atasan instansi tersflietpil::?:;fna;naggjff
administratif. Banding administracif. Misalnya Majelst

Badan Petimbangan Kepegawaian.

Pej.UN Tk |

PTUN Banding

PTUN Upaya Am.

3

Indv./ B. Hukum

Gambar 11:Alursengketa melalui PTUN

7.3 Kompetensi Absolut PTUN

Pasal 47 menyebutkan: Pengadilan berry

memutuskan, dan mengadili dan menyelesiakan sengketa TUN. Dengan
demikian pangka tolak dari sengketa adminsitrasi negara adalah l‘:(e utusan
TUN.. Pasal 1 :.mgka 3 merumuskan KTUN sebagai berikur: S P "
tertulis yang dikeluarkan oleh badan agay pejabat TUN : L':Jat"’l Pe_ncdaj[: :
hukum TUN yang berdasarkan perarurap et s jang erisi tindakan
yang bersifat kongkrit, pinal dan individual dan ﬁlfnl;?y‘]nagn Yangl?cbﬂ:kk:; i
ang mengakiba

hukum bagi seseorang atau badan hukum perd
rdata.

gas dan berwenang memeriksa,

karen tidak semua tindakan pej

negara. Sebagaimana diatur Pagy) 2, ndakan hukum administrasi

110
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ERADILAN TATA USAHA NEGARA

(PTUN)

gedangkan tindakan pemerintah dapar dilihay

Ps. 47: sengketa
| TUN

Ps.14: Timbul dari
KTUN

KTUN adalah:

-Ps. 1.3

-Pengecualian (-) Ps.2
-Pengecualian (+) Ps. 3

dari skema dibawah inj:

Gambar 12:Skema Kompetensi

Tindakan pemerintah ini dibelanda disebut Besluit yang sifatnya individual,
besluit dirumuskan sebagai hukum publik tertulis. Dengan unsur-unsur
sebagai berikut:

1. Penetapan tertuls;

2. oleh badan atau pejabat TUN;

3. Tindakan hukum administrasi negara;
4. kongkrit, individual;

5. final;

6.

akibat hukum bagi seseorang atau badan huku perdata.

7.4 Hukum Acara PTUN
#Tenggang Waktu Menggugat

' atan sebgai
Berdasarkan ketentuan Pasal 55 tenggang waktu mengajukan gug

. (Pihak IT) 90 hari sejak saat

l. bagi yang dituju dcngalln Keputusan TUN
Keputusan TUN di terima;

2. bagi pihak ke 1II yang berkepentinga:
TUN itu diumumkan.

90 hari sejak saat Keputusan

m
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H-h-.___

# Hak Gugat

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 yang dapat betindak scbagai pengugar
adalah:

- orang atau badan hukum perdata;
- yang dirugikan oleh sutau Keputusan TUN

Dengan demikian ada hubungan kausal antara Keputusan TUN dengan
Kerugian/kepentingan

# Petitum

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) petitum pokok adalah agar Keputuan tersebut
dinyatakan tidak sah atau batal, jadi persolan utama ialah pembataloana
KTUN, sebagai petitum tambahan adalah gati rugi dan rehabilitasi. Ganti
rugi dibatasi jumlahnya berdasarkan ketentuan PP No;. 43 tahun 1991 gandi
rugi berkiar Rp. 250.000,- sampai Rp. 5.000.000,- sedangka rehabilitasi
hanya berlaku untuk sengketa kepegawaian, yaitu pemulihan hak sebagai

Pegawai Negeri.
Alasan Menggugat

Berdasarkan ketetuan Pasal 53 ayat (2) dasar pengujian oleh pengadilan
terhadap KTUN yang digugar adalah:

d.

gandengan y
yang berlaku”. Yairy: §an peraturan perundang-undangan

a.1. bertentangan dengan ket

: entuan-ketentyap
undagan yang bersifa pro

sedural/formg|.

an
perundang-undan ag k"-‘temuan_ke[m[m“ dalam  peraturan
: 84N yang bersify, material /substansial
a.3. dikeluarkan oleh badan 4
( ;

b. budanutaupeiaba[TUNPad,]w_‘k[u
S ki me

yang dlmnkhud Plld'.l avat (H il “ng'uﬂ!‘rkJn pL”ll.‘iilllSc'l)'dgilim"ma
tujuan lain dari makgy [‘“h’é‘rik-l; Mengeunakan wewenangnya untuk
« ]n} J

';l o =
wLwLn;mg tersebur;
112
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PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(PTUN)

adan arau pejabat TU : .
.. Bac pPe UN pada wakuy mengeluarkan

mengelluarkan  keputusan sebagaimana diamksud
mempertimbangakan segala kepentingan
keputusan itu seharussnya tidak

atau tidak
ayat (1) setelah
54N yang tersangkut  dengan
sampai pada pengambilan atau tidak

tidak mengambil keputusan tersebut
(larangan berbuar sewenang-wenang).

L KTUN —|

]
| ]
Terikat _l Bebas

sampal pada pengambilan artau

Diuji dg hukum tertulis Diuji dg hukum tdk tertulis
(Peraturan Per-UU)

RECHTMATIGHHEIDSTOETSING

Gambar 13:Alur Pengujian KTUN terkait KTUN Bebas

#Alat Bukti

Menurut Pasal 100, menyebutkan alat bukri sebagai berikut:

d. surat

b.  keteranganahli

¢. keterangan saksi

d.  pengakuan para pihak
e. pegetahuan hakim

Berdasarkan ketentuan pasal 107 menyebutkan untuk sahnya [?emb:ll:itian
diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakina hakim.

Sedangkan untuk mengukur sah tidaknya suatu KTUN aspek yang
diperhatikan adalah:
1. wewenang

b. prosedur

.

substansi.




HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

# Pembedaan Hukum Acard
Huku acara PTUN dibedakan atas:

. hukum acara materil ang melip
n relatif

uti:

. kompetinsi absolut da

- hak gugat

- tengggang waktu menggugat
alasan menggugat

- alac bukd

b. Hukum acara formal (hukum
tapan sebagai berikut:

acara dalam arti sempit) berupa tahapan-

- acara biasa
- acara cepat

acara singkat
Perbedaan antara tiga macam acara formal tersebut dapat digambarkan dalam
skema di bawah ini:

Tabel 6 Skcma Acara Blasa, Cepat dan Smgkat da.larn scngkcta TUN

a. smwah dcng;m pemcnksaan persiapan  a. T‘ndak ada Pmcnksaan persupan

b. majelis hakim 3 orang b. Hakim tungal
¢. Waktu dipercepat
: Acara Cepat Acara Singkat
Kepenti desak | e
pentingan men Perlawanan (Ps. 62 ayar (4)
Penundaan Pelaksanaan TUN (ps. 67
ayat (2, 3, 4).
¥ v
Menyelesaikan pokok sengketa Tidik
1 untuk kok
i g uk menylesaikan po

v
Bentuk akhir: Putusan (vonis)

Bentuk akhj;. penetapan

114
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(PTUN)

Dalam acara biasa, tahapan penanganan sengketa adalah:

: Pmr:;Z?auPrkagEZ?;izlh by Pemeriksaan administratif uneuk
suatu gugatan dapat diteri :

v dapat diterima. par Glietimna. st fidak

L. Pemeriksaan persiapan (Ps. 63) tahap ini dimaksudkan untuk
melengkapai gugatan yang kurs.ng jelas.

v
I1l. Pemeriksaan disidang pengadilan (ps. 68 dst).

A

Adapun surat-surat tergugat dan penggugat yang berkaitan dengan sengketa
TUN adalah:

7.5 Acara Formal TUN

A. Acara Biasa

Hukum acara diatur mulai pasal 53 sampai dengan pasal 132. sedangankan
sedagkan pemeriksaaan dengan acara biasa diatur dalam Pasal 68 sampai
dengan 97. Penjelasan umum UU Nomor 5 Tahun1986 menyebutkan:
Hukum acara yang digunakan pada acara PTUN mempunyai persamaan
de"-gan hukum acara yang 1akal pﬂda pcﬁdilan mnnm untuk acn_ra
perdata, dengan beberapa perbedaan, antara lain: hukum acara PTUL
berwatak publik,salah satu konsekwensinyz b:hmputumn pengadila
Mempunyai kekuatan mengikat "erga omnes .

Aval proses peradilan dimuli dengan surac gugaran dan diakbis dengn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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riksaan Sidang pengadilan

Tindakan Sebelum Peme B i it
i rbuka un i : r
d.ln)'arlzl;a;_ :f:zlthU Jimana proses @ dilakukan O'lch I_Jﬁtu-gas
l:tg_kim dan p;nitcra. Tindakan cerscbut bersifat justisial

Sidang
sebagaimana te
pcngadilan, majelis
dan administratif.

ermohonan  yang berisi
diajukan ke Pengadilan

B. Pengajuan Gugatan
Seperti diketahui bahwa gugaran
wuntucan terhadap badan atau pejabat

untukmendapatkan puusan
gugatan adalah orang atau badan hukum perda _ |
i g akan digugal,

semara), oleh karend itu penggugat
sedangkan pejabat atau badan administrasi negard
dilarang mengajukan gugatan (Ps. 1 angka 4,5 dan 6 jo Pen

ayat 1).

Surat gugatan harus ditanda tanganioleh
dan kuasanya bila mana sufat gugatan itu
maka harus diserai dengan surat kuasa yang sah.
kuasa khusus yang dapat dilakukan secara tertulis 2
Sedangkan surat kuasa yang dibuat di luar negeri (

memenuhi syarat:
.. Dibuat sesuai dengan hukum dari negar
b. Diketahui oleh perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut;

leh penerjemah resmi ke dalam bahasa Indonesia.

adﬂlal'llp
TUN dan

jelasn Pasal 53

(atau cap jempol) oleh penggugat
a tempat surat kuasa itu dibu

Diterjemahkan o
juga harus dimuat beberapa hal, yairu:

.
Surat gugatan
a. Tanggal

b. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan
atau(para)kuasanya yang sah berserta suratkuasa khusus;

(para) penggugat

Nama, jabatan, dan tempar kedudukan (para) tergugat;

negara yang -

d. Sedapat mun ki ;
' ; gkin disertai  k
eputusan  admi i
adminstrasi
perikut

. e n i g Y‘ Nn [1C i:lk th“ NS
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(PTUN)

e. Posita yang jelas

f Petitum yang lengkap dan jelas

C. Biaya Perkara

Biaya perkara adalah uang yang dibaya terlebih dahulu sebagai ua jar oleh
pihak penggugat, jika pihak pnggugat dinyatakan menang grnal-tagblf)mlar ok':l
akan dikembalikan seluruhnya, akan tetapi jika kalah mak; l-n:kur:llr::)rEl P;’ :
perkara harus ditambah. Untuk menaksir besarnya biya perkara gdai?kl.:l::a
dengan seminimal mungkin (Min. Rp. 50.000:—) dan tidak mcnutu:

kemungkinan perkara tanpa biaya atau secara Cuma-Cuma (ps. 6O dan 61).

D. Pencatatan Perkara (Ps. 59 ayat 3)

Perkara dicatat dalam daftar oleh panitera setelah penggugat membayar uang
muka, dengan tanda bukti penerimaan uang, untuk perkara yang Cuma-
Cuma dicatat setelah adanya penetapan perkara Cuma-Cuma tersebur.

E. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan adalah wewenang pngadilan untuk memeriksa
cerlebih dahulu sebelum sengketa diperiksa dipersidangan untuk diputuskan.

Pemeriksaan pendahuluan melipui hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat Permusyawaratan (Prosedur dismisal)
Di dalam rapat permusyawaratan (Pasl 62) ketuan Pengdilan TUN
tingkat pertama berwenang meutuskan, bahwa gugatan yang diajukan
sebelum diperiksa dipersidangan dapat dinyatakan tidak diterima atau
tidak mempunyai dasar. Hal ini disebabkan:
a.  Pokok gugatan (fakta yang dijadikan dasar gugatan) itu nyata-nyata
tidak termasuk wewenang pengadilan;
b. Syarat-syarat gugatan (Pasal 56) tidak.tcrpcnuhi oleh pengguga.
sekalipun telah diberitahukan dan diperingatkan.
dak didasarkan kepada alasan-alasan yang layak;

Gugatan tersebut ti
benarnya sudah terpenuhi oleh

d.  Apa yang dituntur dalam gugatan S 0
keputusan administrasi negara yang digugat;
e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah daluwarsa.

"

Dipinda dengan camscamer

-



L. PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(PTUN)

e Posita yang jelas

¢ Petitum yang lengkap dan jelas.

C. Biaya Perkara

Biaya perkara adalah uang yang dibaya terlebih dahuly sebagai uag panjar oleh
piha]\' penggugat, jika pihak pnggugat dinyatakan menang, maka in)a :: erkar
akan dikembalikan seluruhnya, akan tetapi jika kalah maka kekuran y;1r1p\|:)ia'.ra
pcrkﬂfa harus ditambah. Untuk menaksir besarnya biya perkara g¢:iilku|~zj;m
dengan seminimal mungkin (Min. Rp. 50.000.-) dan tidak menutup
kemungkinan perkara tanpa biaya atau secara Cuma-Cuma (ps. 60 dan 61).

D. Pencatatan Perkara (Ps. 59 ayar 3)

Perkara dicatat dalam daftar oleh panitera setelah penggugat membayar uang
muka, dengan tanda bukti penerimaan uang, untuk perkara yang Cuma-
Cuma dicatat setelah adanya penetapan perkara Cuma-Cuma tersebut.

E. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan adalah wewenang pngadilan untuk memeriksa
terlebih dahulu sebelum sengketa diperiksa dipersidangan untuk diputuskan.

Pemeriksaan pendahuluan melipui hal-hal sebagai berikut:

| 1. Rapat Permusyawaratan (Prosedur dismisal)

Di dalam rapat permusyawaratan (Pasl 62) ketuan Pengdilan TUN

tingkat pertama berwenang meutuskan, bahwa gugatan yang diajukan

sebelum diperiksa dipersidangan dapat dinyatakan tidak diterima atau
- tidak mempunyai dasar. Hal ini disebabkan:

- a. Pokok gugaran (fakta yang dijadikan dasar gugatan) itu nyata-nyata
E “tidak termasuk wewenang pengadilan;

. Syarat-syarat gugatan (Pasal 56) tidak terpenuhi oleh pengguga,
~ scekalipun telah diberitahukan dan diperingatkan.

. - - Gugatan tersebut tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang l.ayak;
d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh
* keputusan administrasi negara yang digugat

. atan diajukan sebelum waktunya atau tel

ah daluwarsa.

"z
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F. Penetapan Hari Sidang | 2
g berkaitan langsung denga” panggilan: wakru dan jarak

antara para pihakdengan tempat persidanga- Haril pf:rsid:rnfaiz ?lezzl:k:nn
paling lambat 30 hari setelah gugatan dicatat dalam d2 arp ? pa

hari sidang ditetapkan oleh hakim (tidak dijelaskan hakim yang mana tapi
biasanya adalah hakim ketua pada perkara tersebut)-

Penetapan hari sidan

G. Panggilan Para Pihak
ngganti dengan

para pihak dilakukan oleh panitera pe |
pihak yang bersengketa (tidak melalui
cerima. Kecuali salah satu

Pemanggilan
berhadapan langsung kepada para
perantara pos), dengan surat rercatat sebagai tanda

pihak berada di luar negeri.

H. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
macaraPengadilanTUN dapat diuraikan

sebagai berikut:
3

|. Hakim Kerua sidang memulai pemeriksaaan sengketa di persidangan

dengan jalan membacakan isi gugatan, apa bila jawaban atas gugatan
:u telah ada, maka hakim juga membacakan jawabannya, maka hakim
memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memberikan jawaban

pada sidag berikutnya.

Proses pcmcriksaan persidangan dala

5. Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk
memperjelas gugatan atau jawaban seperlunya;
3. kepada _penggugat diberkan kesempatan untuk mengubah alasan yang
menjadi dasar gugatan, akan tetapi tidak boleh mnambah gugatan atay
petitum. .[?r‘mkl:m juga kepada rergugat diberikan kesempatan untuk
merubah isi jawabannya, hak-hak ini diberikan sebelum sampai ke Replik
bagi penggugat atau duplik bagi tergugat;
4. penggugatﬂi{uga Zer:al;mencabut gugatannya sebelum ada jawaban dari
tergugat; jika sudah ada jawaban maka rter erui
cergugat dan pertimbangan hakim; gantung dengan persetujual
5. setelah proses tersebut berjalan maka haki
: : im akan melakukan pemeriksaan
alat bukti atau sampai kepada bukri akukan pemeriss
pai kepada bukti atau beban pembukdian.

118
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Didalam Persidangan di ‘

s1d: imungkinkan : i e
ihak ketiga dalam s gkinkan adanya intervensi, yaitu ikunya
p A SR sengketa tersebut, sesuai dengan prosedur jika ada
intervensi maka akan diadakn putusan sela untuk enerima atau menolak
intervensi tersebut.

Para pihak dimungkinkan untuk memeriksa dan mempelajari berkas-
berkas sengketa dngan izin ketua pengadilan.

Putusan pengadilan diambil setelah adanya musywarah pra haki di
ruangan tertutup.

Setelah muyawarah (bisa dengan voting), maka hakim akan memberikan
utusan dengan alternatif gugatan ditolak atau gugatan dikabulkan. Atau

gugatan tidak diterima atau gugatan gugur.

I. Acara Luar Biasa
Disamping acara pemeriksaan biasa seperti d
mengenal acara luar biasa, yaitu:

iuraikan di atas di PTUN juga

# Acara Cepat

Acara cepat terjadi jika ada permintaan penggugat yang mempunyai

kepentingan yang cukup mendesak (Psl 98 ayat 1) kriteria mendesak

sepenuhnya diserahkan pada pihak penggugat. Jangka wakru 14 hari setelah
netapkan gugatan diterima atau

perkara diterima, maka hakim ketua me
ditolak. Setelah gugatan diterima maka dalam jangka wakti 7 hari akan

diadakan penetapan sidang, tanap melalui proses pemeriksaan persiapan.
acara cepat ini merupakan percepatan dari jalannya

proses pemeriksaan dan pemutusan pokok sengketa. Percepatan proses
ini dapat dicapai dengan menyingkatan tenggang waktu dan atau tidak di

terapkannya atau disederhanakannya unsur-unsur yang terdapat dalam acara
 biasa. Tujuan diadakannya pemeriksaan perkara c?cngan acara cepat gd;la.h
untuk memperoleh putusan yang lebih cepat dari sengketa yan!g :i:}u an.
Prosedur ini pun ada kelebihan dan keklurangannya. Ke ed af;:}’a.
putusan sengketa yang diajukan lebih cepat diperolch.bgcng‘f-"' ;Tlim;n;
kepastian hukumnya juga lebih cepat d1pcrol'ch.KeIc ihan ~1nn; ndgre:
sangac dirasakan olech penggug® ™ mlginpil guBgat?r:cPr:xg;: ﬁga ada
menunda pelaksanaan keputusan 1 dlgugat;ahi? a arlg;ah k’CP'-““s‘m
Manfaatnya. Karena, ia dengan segera dapat menge P

itu sah menurut hukum atau ridak.

Sesuai dengan namanya,
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yara pihak apat menyerahakn me N o—
Para .I p ‘ n memori banding atau kontra memori
banding.

- 1 a0 putusan, berita acara dan surac lainnya, harus dikiri

Sahmnl; urusan, ta acara dan surac lainnya, harus dikirimkan kepada
pengadllan tinggi selambat-lambatnya 60 hari setelah putusan

g.

etelah persyaratan seperti di atas telah dipenuhi, kemuidian proses banding

S
segera dimu
berpedoman kepada pasal 128.

lai oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, dengan

Dalam proses banding dapat terjadi hal-hal sebagai berikut:

apabila putusan pengadilan tingkat pertama memutuskan tidak berwenang
(Baik absolut maupun relatif), maka hakim tinggi dapat menetapakan:
memeriksa dan memutuskan perkara itu atau memerintahkan pengadilan
pertama untuk memeriksa atau memutus perkara itu.

d.

tingkar

b, Bilapengadilan tinggi TUN berpendapat bahwa pemeriksaaan pengadilan
tingkat pertama kurang lengkap, maka dapat bertindak berupa: 1)
sidang untuk mengadakan pemeriksaan tambahan, 2) memerintahkan
pengadilan tingkat pertama yang berangkutan melakukan pemeriksaan
tambahan.

Permohonan tingkat banding ini dapat dicabut sebelum diputus oleh
pengadilan tinggi. Jika dicabut maka tidak boleh diajukan lagi, demikian
juga jika para pihak telah menerima putusan tingkat pertama, banding tidak

dapaat diajuakn banding,

K. Kasasi

Kasasi diatur Pasal 131, banding diajukan ke MA. Dalam pemeriksaan pada
tingkat kasasi yang akan dibahas oleh hakim MA hanyalah soal penerapan
hukumnya saja. Bukan fakta dari perkara tersebut. Oleh karena itu putusan
MA menyangkut membatalkan putusan atat penetapan semua pengadilan

dari seluruh lingkungan peradilan tntang:
2. tidak berwenang atau melampaui Wewenang;
b.  Salah menerapkan atau melampaui hukum yang

¢. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan
sedangkan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya pu

bersangkutan.

berlalku;

oleh undang-undang
tusan yang

"
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18
Permohonan kasasi dapat diajukan hanya satd kali

berikut:
a. para pihak tau jaksa agung karena jabatannyd;
b. dalam rentang waktu 14 hari setelah putusan sebelumnya;

pemohon membiaya pemeriksan kasast;

ada hari itu jga dan dilampirkan

panitera mencatata permohonan kasasi p

e-

pada permohonan kasasi;

e. panitera paling lambat 7 hari setclah didaftarkan memberitahukan kepada

para pihak;
f.  pemohon selmbat-lambatnya 14 wajib menyampaikan memori kasasi.

salinan disampaikan kepada pihak

g, Paniteria mencatat memori kasasi dan
lawan;

h. Panitera dalam waktu 30 hari menerima memori kasasi (dan kontra
memori kasasi) dalam tenggawang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya
salinan memori kasasi itu oleh panitera;

i DPanitera dalam wakru 30 hari setelah menerima meemori kasasi
mengirimkan seluruh berkas ke MA;

i.  Panitera MA, bertindak mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar
dengan membubuhkan nomor urut tanggal penerimaannya, membuat
isi singkar tentang isinya

L. Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan Kembali pertama kali diatur dalam UU Nomor 19 Tahun
1964, kemudian diganti dengan UU No. 14 Tahun 1970 di mana Pasal 21
menyebutkan: Apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan undang-
undang, terhadap putusan pengadilan, yang memperoleh kekuatan hukum
yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung
dalam perkara perdata dan Pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan”-

Penjelasan Pasal terscbut menyebutkan: "Pasal ini mengarur tantang
pealt g kembali terhadap putusan pengadilan yang meme eil*h kekuatan
hukum yang tetap Permohonan peninjauan kembalj dal’llﬂp . l: a perdata
diajukan oleh phak—pihak J4Rg b“fkfpeﬂfingan termaqulk d!i;‘rl-dr P juga
ahli waris dari pihak-pihak yang berperkara dan dalam‘ Dcrk-l:.rr‘: ;:124.1::1‘?1 :)lch
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rerhukum atau ahli warisnya syarat-syarat peninjauan k O
hukum acara. embali diatur dalam

Peninjauan kembali juga diatur dalam Psal 132 U

janan e alam Psal 132 UU No. 5 Tahun 1986

No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara saeb;j; '1386'[10 g
: ai berikur:

Ayat (1) Terhadap putusan Pengadilan yang telah meperoleh kek
8 ‘ | M ekuatan
tkum yang tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali

kepada Mahkamah Agung;

Ayat (2) Acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagai mana dimaksud
dalam ayat (1) dilakuakn menurut ketentuan sebagimana dimaksud

dala Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung.

L. Pelaksanaan Putusan

Dalam ketentuan Pasal 115 menyebutkan bahwa: Hanya putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.

Di dalam prakrik Peradilan TUN putusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap disampaikan kepada para pihak paling lambat 14 hari setelah
putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bisa saja terjadi para tergugat tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya
baik dengan memberika alasan maupun tidak memberikan alasan, hal tersebut

dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Tidak melaksanakan putusan dengan alasan

Hal ini biasanya berkaitan dengan hal kepegawaian (Pasal 97 ayat 11)
dan tergugat tidak dapat dengan sempurna memenubhi kev.va]l.bannya,
disebabkan perubahan keadaan. Perubahan keadaan itu terjadi setelah
hkan dan atau memperoleh kekuatan hukum
eadaan ini dapat dijadikan alasan
rusan (Pasal 117). Dengan
a Ketua PTUN tingkat

putusan pengadilan dijatu
tetap. Dengan demikian perubahan k
oleh tergugat untuk tidak melaksanakan pu
ketentuan ini harus memberitahukan kepad

petama. i
| dalam wakeu 30 hari mengajukan permohonan kepada

| I[:;r: zcnggrl:g:zﬁ[an TUN untuk melaksanakan kewajiban sepc:i
<l pckg sasi sejumlah uang. Setelah menerima prmf)honan tadi
R | hak untuk membicarakannya

ketua pengadilan akan memanggil para pi
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tergugat tidak ad,
dan mengeluarkan penetapan. Jika pnggug'a;(:;m;cm:ihgonan et
kesepekatan, maka penggugat bisa mengaju

Mahlamah Agung, dan Penceapan Mahlamah Sg108 tersebut wajib
ditaati.

2. (Para) tergugat tidak melaksanakan putusan pe &
Hal ini diatur dalam Pasal 116 ayat 3-6, jika hal terj‘:bu([ ter};"dl maka
(para) penggugat mengajukan permohonan setelah3b ba? P ktf-‘féugat
tidak melaksanakan putusan tanpa alasan. Setelah 3 bulan maka Ketua
Pengadilan TUN mengajukan hal tersebut kepada atasan (para) tergugat,
dalam wakeu 2 bulan setelah menerima pemberitahuan itu, ha.rus sudah
memerintahkan (para) tergugat untuk melaksanakan putusan. Jika atatsan
para tergugat tidak melaksanakan hal tersebut, maka ketua pengadilan
mengajukan hal tersebut kepada presiden.

ngadilan tanpa alasan.

Hambatan dalam eksekusi sengketa TUN

Disamping alasan-alasan psikologis (karena yang kena eksekusi adalah pejabat

TUN). Juga mempunyai hambatan yang berkenaan dengan asas-asas hukum
administrasi negara, yaitu:

a. asas bahwa terhadap benda-benda publik tidak dapat diletakkan sita

jaminan.

b. Asas "rechtsmatigheid van bestuur’. Bahwa pejabat atasan tidak berhak
menerbitkan KTUN jika itu kewenangan pejabat bawahan.

C.

Asas bahwa kebebasan pejabat pemerintah tidak bisa dirampas, dengan
asas ini bahwa tidak mungkin seorag pejabat dikenakan
karena tidak melaksanakan putusan pengadilan TUN

d. Asas bahwa negara (dalam hal ini)
"solvable” (mampu membayar)

tahanan rumah,

pemerintah selalu harus dianggap

Dengan adanya hambatan-hamb
: ' mbatan dalam pel
: elaksana ,
membuat kc“'lbawaan [)TUN mt‘njadi P 4N putusan [f.'l’Sf.‘bLlT

r 1 1 ”
pegadilan-pengadilan lainnya padaha sama-s:::aj- ('l:: bandingkan dengan
RI Tahun 1945. isebut dalam UUD Negara

ya kasug putusan PTUN yang
a - .
danya gyaq kesalahan dalam
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sistem peradilan administrasi, dan telah menimb
Kondisi ini sangatlah memprihatinkan, karena te

keberadaan  PTUN “belum  dapar - memberi keadilan

masyarakat dalam lingkup administratif pemerintahan }chjnu}“‘]yé bagt
qaja merupakan halangan untuk mendorong lerwuiudn. : cadaan ini tentu
bersih dan berwibawa. Dengan banyaknya kasus Putus};nplfme'?nU[;h i
dapat dilaksanakan akan membuat masyarakar bfl‘panda}lgan ;;1‘”3 . tidak
merupakan peradilan yang useless, dan pemerintah telah salah dalam meiiabtlllla:

hukum mengenai peratun. Ini tentu akan mengakibatkan pemerintah menjadi
kehilangan wibawanya di masyarakat.'

ulkan permasalahan baru.
rnyata pada kenyataannya,

Dalam kenyataannya, meskipun putusan pengadilan TUN telah memiliki
kekuatan hukum tetap, bukan berarti keputusannya akan dapat dilaksanakan
semudah itu. Tidak semua orang yang dikenai putusan akan mau melaksanakan
putusan ini sehingga kadang — kadang diperlukan upaya paksa, dalam hal ini
aparat keamanan. Akan tetapi dalam pelaksanaan putusan PTUN, keberadaan
aparat keamanan tidak dimungkinkan. Yang memungkinkah adalah campur
tangan presiden sebagai kepala pemerintahan dalam rangka memaksa Beberapa

kendalanya adalah:

I. Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang
berfungsi untuk melaksanakan putusan.

2. Rendahnya tingkat kesadaran pejabat TUN dalam menaati putusan
pengadilan TUN.

3. Tidak adanya pengat
PTUN.?

7.6 Peran Badan/Pejabat TUN dalam

Sengketa TUN
a dimungkinkan sebagai tergugat dan

2. tergugat, badan/ pejabat TUN hany s
tidak mungkin sebagai penggugat (Pasal 1 ang ; - '
. 1 a
b. Intervenient, badan/pejabat TUN bertindak scbagai badan yang

mempertahankan/ membela kepentinganfya:

uran yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan

anaan-putusan-perad;lan-

4 _pelaks
: hupiﬁfal‘ahﬁtriani.wordprcss.comfZUllf".lOf:‘)U:’haf::::‘i:-gwn

E"“*‘-Ll-“iaha-m:gﬁlra-}mng-nu':ng:lldlmlmn-htIang“)’s"
2 Ihid
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berkedudukan sebagai saksi, maka jika

c.  Saksi, badan/pejabat TUN, bisa
.dikannya dengan upaya paksa

diperlukan pengadilan TUN dapat mengh
(bantuan kepolisian).

d.  Kuasahukum,badan/pejabar TUN dapat mewakilkanke :
sebagai kuasa hukum misalnya biro kepegwaian/ kabag kepegawalan atau
meminta jaksa mewakili pemerintah (Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1991).

Tetapi hakim PTUN dapat meminta badan/pejabat TUN untuk hadir

sendiri.

padabawahannya

Pemegang/Penyimpan dokumen, dalam hal dokumen berupa KTUN yang
disimpan oleh Badan/Pejabat TUN, hakim dapat memerintahkan untuk
mengeluarkan dokumen tersebut. Terhadap dokumen yang mempunyai nilai-
rahaia negara, hakim PTUN dapat menilai katagori rahasia negara tersebut.
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BAB VIII
Beberapa Kajian HAN
dalam Hukum Publik

8.1 Hukum Kepegawaian
# Pendahuluan

Hukum kepegawaian yang menjadi kajian hukum administrasi negara adalah
para pegawai yang diatur dalam hukum publik yaitu pegawai negeri. Oleh
karena pegawai-pegawai swasta yang bekeraja pada perusahaan-perusahaan
swasta tidak diatur dalam hukum publik tetapi diatur dalam hukum
perburuhan dan hukum perjanjian kerja seperti diatur dalam hukum perdata,

jadi tidak termasuk objek HAN.

Seiring perkembangan penyelenggraan pemerintahan, pengaturan kepegawaian
pada saat ini sudah lengkap, sebelum keluarnya UU No. 43 Tahun 2003
kepegawaian diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1952 yang
mengatur pokok-pokok kedudukan hukujm pegawai negeri,’ UU No. 18
Tahun 1961 kemudian rubah dengan UU No. 8 Tahun 1974, ketiga
UU tersebut istilah kepegawaian dalam beberapa pengerian yaitu pegai
Negeri dan Pejabat negaga. Misalnya dalam UU No. 18 tahun 1961
menyebut jabatan politik yang dapat diartikan sebagai sama dengan para
pejabat atau pegawai negara,” dan UU No. 8 Tahun 1974 membedakan
“antara pegawai negeri dan pejabat negara, karena tidak. semua pejabat
negara (pejabat publik) sebagai pegawai negeri. Para pejabat publik ini
'biasanya diatur dalam UU tersendiri baik kedudukan dan fungsinya
serta administrasi penggajian dan sebagainya.

e

! E. Utrech, Op.Cit, hlm. 208. £
’2 Sastra Jatmika (1964:22) sebagaimana dikutif....Philip

us M. Hadjon, him. 212,
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8.1.1 Pengertian Pegawai Negeri

Pengertian Pegawai negeri secara stipulatif, menurut UU Nomor 43 Tahun
2003 sebagai perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok kepegawaian Pengertian pegawai Negeri adalah:

“Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang
telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang:
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi
tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang--
undangan yang berlaku”.

Di samping pengertian stipulatif di atas ada bebrpa golongan oegawai yang '
sebenarnya bukan pegawai negeri menurut ketentuan UU di atas, tetapi dalam
hal-hal tertentu dianggab sebagai dan diperlakukan sama dengan pegawai
negeri artinya, disamping pengertian yang sptipulatif itu ada perluasan
pengertian yang hanya berlaku untuk hal-hal tertentu. Perluasamn pengertian

tersebur antara lain:’

a. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 415-437 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP) mengenai kejahatan jabatan. Menurut pasal-
pasal tersebut orang yang melakukan kejahatan jabatan adalah mereka
yang melakukan kejahatan berkenaan dengan tugasnya sebagai orang yang
diserahi suatu jabatan publik baik tetap maupun sementara. Jadi orang
yang diserahi jabatan publik itu belum tentu pegawai negeri menurut

pengertian UU No. 8 Tahun 1974 jo. UU No. 43 Tahun 2003.

b. Ketentuan Pasal 92 KUH Pidana yang berkaitan dengan status anggota
dewan rakyat, anggota dewan daerah dan kepala Desa. Menurut Pasal
92 KUH Pidana, "Orang-orang yang dipilih dalam pemilihan-pemilihan
berdasarkan peraturan-peraturan dan juga mereka bukan dipilih, tetaph,
diangkat menjadi anggota dewan rakyat dan dewan daerah serta kepala-
kepala desa” dianggab sebagai pegawai-pegawai negeri. Mereka (yang
disebut Pasal 92 KUHP) bukanlah pegwai negeri menurut pengertan
UU No. 8 Tahun 1974 jo UU 43 Tahun 2003, tetapi, jika terj""di
kejahatan dalam kualitas/kedudukan masing-masing maka mereka it¥ |
diangap dan diperlakukan sama dengan pegawai negeri.

3 SF. Marbun dan Machfud MD, Op.Cit., hlm. 102
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BEBERAPA KAJIAN HAN DALAM
HUKUM PUBLIK

Ketentuan UU No. 3 Tahun 1971 tentang pemebrantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo. ... UU No. 3 Tahun 1971 ini memperluas juga pengertian
pegawai negeri, sehingga mencakup "orang-orang ysng menerima yang
menerima gaji atau upah atau keuangan negara atau keuangan daerah,
atau badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau
keuangan daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal
dan kelonggaran-kelonggran dari negara atau masyarakat. Mereka yang
menerima gaji atau upah atau kelonggaran-kelonggaran tersebut bolch
jadi bukan pegawai negeri menurut pengertian UU No. 8 Tahun 1974
jo UU 43 Tahun 2003, tetapi jika mercka melakukan korupsi atas gaji
atau upah dan kelonggaran-kelonggaran tersebut maka mercka dianggap
dan diperlakukan dengan sama pegawai negeri khusus dalam kaitannya
dengan tindak korupsinya itu, artiya, bisa dituntut dengan pidana sesuai

dengan UU No. 3 tahun 1971 Jo UU Tindak Pidana Pemberantasan
Korupsi.

Ketentuan peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1974 tentang pembantasan
kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta. Ada beberpa golongan yang
bukan pegawai negeri menurut pengetian UU No. 8 Tahun 1974, tetapi,
PP No. 6 Tahun 1974 memberikan perluasan sehingga mencakup banyak
golongan pegawai lainnya menurut PP No. 6 Tahun 1974 Pegwai negeri

adalah:

a. Pegawai negeri sipil pusat
b. Anggota Abri

c. Degawai negeri diperbantukan/ diperkerjakan pada daerah otonom.
d. Pegawai otonom

Pegawai perusahaan jawatan (perjan)

Pegawai perusahaan umum (Perum)

saha Milik Negara yang dibentuk dengan Undang-

o

Lo

g. DPegawai badan u
undang

h. Pegawai Bank milik negara.

Selain itu PP No. 6 Tahun 1974 se
beberapa pegawai (yang scbenarm
dipersamakan dengan pegawai negerl,
ahaan (Perseroan)

cara cksplisit menyebutkan juga

yaitu:
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2. Pegawai Perseroan Terbatas (PT) milik negara yang belum
digolongkan berdasarkan UU No. 9 Tahun 1969.

3. Pegawai perusahaan daerah. (selanjutnya lihat pula PP 10 Tahun
1983 dan peraturan pcrundangan lain yang relevan dengan ini),

Sedangkan jenis dan kedudukan pegwai negeri seperti diatur dalam Pasal
2 adalah sebagai berikut:

(1) Pegawai Negeri terdiri dari :

a. DPegawai Negeri Sipik;
b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
c. Anggorta Kepolisian Negara Republik Indonesia
(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
a, terdiri dari :
a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan
b. Pegawai Negeri Sipil Daerah.

(3) Di samping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.

Sedangkan kedudukan Pegawai Negeri diatur dalam Pasal 3, yaitu:

(1) Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang
bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara,
pemerintahan, dan pembangunan.

(2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai
politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.

(3) Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus
partal politik.

§.1.2 Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(1) Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin
penyelenggaraan tugas pemerintahan  dan  pembangunan secard
berdayaguna dan berhasilguna.
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Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas  pemerintahan dan
pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperlukan
Pegawai Negeri Sipil yang profesional, btrtanggung jawab, jujur, dan
adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistim prestasi
kerja dan sistim karier yang dititikberatkan pada sistim prestasi kerja.

.. Kebijaksanaan Manajemen

(1)

©)

Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup penetapan
norma, standaar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan
kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, gaji, tunjangan,
kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban, dan kedudukan hukum.

Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), berada pada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

Untuk membantu  Presiden dalam merumuskan kebijaksanaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan memberikan pertimbangan
tertentu, dibentuk Komisi Kepegawaian Negara yang ditetapkan dengan
Keputusan Presiden.

Komisi Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),
terdiri dari 2 (dua) Anggota Tetap yang berkedudukan sebagai Ketua dan
Sekretaris Komisi, serta 3 (tiga) Anggota Tidak Tetap yang kesemuanya
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Ketua dan Sekretaris Komisi Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (4), secara ex officio menjabat sebagai Kepala dan Wakil
Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Komisi Kepegawaian Negara mengadakan sidang sekurangkurangnya
sekali dalam satu bulan.”

b. Foramsi Pegawai negeri

(1)

)

Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan
ditctapkan dalam formasi.

Formas; sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditctapkan. untuk i?ﬁ;
Waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang

dila_kSan aka n. ”»
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M.

7. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) menjadi ber bunyi sebagal berikut :
k Indonesia mempuﬂyai kﬁ'SCmpatan

“(2) Setiap warga negara Republi ' ke
yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah

£ »
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

c. Pengangkatan Langsung Pegawal Negeri

fugas umum pemerintahan dan

mengangkat langsung menjadi
lah bekerja pada instansi yang

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan
pembangunan, pemerintah dapat
Pegawai Negeri Sipil bagi mereka yang te
menunjang kepentingan Nasional.

(2) Dersyaratan, tata cara, dan pengangkatan
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah.”

langsung menjadi Pegawai
ayat (1), ditetapkan dengan

d. Pcngangkatan Pegawai Negeri

(1) Pegawai Negeri Sipil diangkart dalam jabatan dan pangkat tertentu.
jabatan dilaksanakan

(2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu
presrasi

berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi,
kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat
obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras.

atau golongan.

(3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat awal ditetapkan
berdasarkan tingkat pendidikan formal.”

e. Kenaikan Pangkat

Untuk lebih menjamin obyektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan
dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja.”

f Pemindahan dan Pemberhentian

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaal
Pegawai Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas. dan/atau
wilayah kerja. '

(1) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormart karena meninggi‘l

dunia.
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Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat kar
arena :

atas permintaan sendiri;
mencapai batas usia pensiun;
perampingan organisasi pemerintah;atau

tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan
kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(3) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak

diberhentikan karena :

a.

(4) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan deng

permintaa

d.

b.
(5) Pegawai Negeri Sipil d

a.

melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji
jabatan selain pelanggaran sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan
sumpah/janji jabatan karena ridak sctia kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;atau

dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena
melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya

kurang dari 4 (empat) tahun.
an hormat tidak aras
o sendiri atau tidak dengan hormat karena :

dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak
pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau

lebih; atau
melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil
iberhentikan tidak dengan hormat karena :

Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji
pancasila, Undang-Undang Dasar

tingkat berat.

melanggar sumpah/janji
jabatan karena tidak setia kepada

1945, Negara, dan Pemerintah;

melakukan penyelewengan terha
Undang-Undang Dasar 1945 ata
gara dan Pemerintah; atau
kurungan berdasarkan putusan pengadilan

i kekuatan hukum yang tetap karena
batan atau tindak pidana

dap ideologi Negara, Pancasila,
u terlibat dalam kegiatan yang

menentang Ne

dihukum penjara atat
yang telah mempunyd ;
atan ja

melakukan tindak pidana kejah o
kejahatan yang ada hubunganny?d dengan jabatan-
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g. Kewenangan Pengangkatan, pemindahan dan
Pemberhentian

(1) Pengangkatan, pemindahan, dan pembcrhcntian Pegawai Negeri Sipil
dilakukan oleh Presiden.

(2) Unrtuk mcmpcrtancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya
kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian
wewenangnya kepada pejabat Pembina kepegawaian daerah yang diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

3) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jaksa Agung, Pimpinan
Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Sekretaris Jenderal Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara, Sekretaris Jenderal Departemen, Direktur
Jenderal, Inspektur Jenderal, dan jabatan setingkat, ditetapkan oleh

Presiden.

h, Sumpah, Kode Etik, dan Peraturan Disiplin

(1) Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi
Pegawai Negeri Sipil wajib mengucapkan sumpah/janji.

i. Kesejahteraan

(1) Untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha
kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

(2) Usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melipud
program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan
perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putra putri Pegawai Negeri
Sipil.

(3) Untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), Pegawai Negeri Sipil wajib membayar iuran setiap bulan

dari penghasilannya.

(4) Untuk penyelenggaraan program pensiun dan penyelenggaraan asuransi

kesehatan, Pemerintah menanggung subsidi dan iuran.

(4),

(5) Besarnya subsidi dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayX
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
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() Pegawal Negeri Sipil yang meninggal dunia, keluarganya berhak

mempcrnich bantuan.”

. Sengketa Kepegawaian

(1)

Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha

Negara.

(2) Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan
disiplin  Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding
.dministratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

(3) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.

k. Kewajiban:
Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang
Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan

kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

. Hak

(1) Setiap Pegawai Negeri ber
sesuai Pengertian Peraturan
tanggung jawabnya.

(2) Gaji yang diterima oleh Pegawa
produktivitas dan menjamin kesejahteraannya.

(3) Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak sebagaim:
ayat (1), diterapkan dengan Peraturan Pemerintah.

yang adil dan layak

hak memperoleh gaji
beban pekerjaan dan

Kebijaksanaan dengan
i Negeri harus mampu memacu

imana dimaksud dalam

m. Pejabat Negara

Pejabat Negara diatur dalam Pasal 11 sebagai berikut:

(1) Pejabat Negara terdifi atas :
a. DPresiden dan Wakil Presiden;
b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggow Majelis Permusyawaratan
A xf’\):{akﬂ Ketua, dan Anggot Dewan Perwakilan Rakyat;

™
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Ketua Muda, dan Hakim Agung pada

d. Ketua, Wakil Ketua, v s . 3ad:

Mahkamah Agung, sertd Ke
semua Badan Peradilan;

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar neger! yang

berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
i Gubernur dan Wakil Gubernur;
j.  Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/W akil Walikota; dan
k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang,
(2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan
dari jabatan organiknya sclama menijadi Pejabat Negara tanpa kehilangan
statusnya sebagai Pegawai Negeri.

(3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi
perlu diberhentikan dari jabatan organiknya.

(4) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah
selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan

organiknya.”

Dewan Pertimbangan Agung;

P L

Pejabat Negara tertentu tidak

n. Pertanggung-jawaban Pegawai Negeri

Bila mana dalam menjalankan tugas pegwaia negara itu lalai schingga
menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau bagi negera maka mereka harus
mempertanggung-jawabkan kelalaiannya itu.

Macam-macam pertanggng-jawaban pegawai negeri akan diuraikan di bawah

ini:

1. Pertanggungjawaban kepidanaan
Pertanggung-jawaban kepidnaan itu dibebankan kepada pegawai negeri
apabila melakukan kcs;}lahan serius dan sangat membahayakan negara
dan mas'yarakar untuk itu pembuat undang-undang meng:-mggap perlu
mcmbcrlkan. ABERSIGD mniat pidan bagi Perbiaran—pcrbuutaﬁ tertentd
i bcrka‘lmn dc,n L pegawai negeri. Maslah ancaman pidana
bagi pegawi negeri ini, antara lain, terdapat dj dah;n '}i(;l \!X\*’lll
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bulku II, Pasal 413 sampai 437 KUH Pidana (Kejahatan jabatan), Titel
VIII buku III pasal 552 sampai 559 KUH Pidana (tentang pelanggaran
jabatan) serta UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberntasan Tindak
Pidana Korupsi.

Pertanggung-jawaban Financial/Keuangan dan Kehartaan

Pertanggung-jawaban Financial dan kehartaan, harus dilakukan baik
terhadap pihak ketiga maupun terhadap negara. Secara teoritis di negara
Perancis dikenal adanya dua teori tentang pertanggung-jawaban financial
dan kehartaan yang harus dilakukan oleh pegawai negeri, yaitu, teori
Fautes Personalles dengan teori Fautes de services Publiques.

teori Fautes Personalles adalah teori yang menunjukkan bahwa
pertanggung-jawaban keuangan pegawai negeri itu harus dilakukan
oleh si pegawai (ambtennar) secara pribadi terhadap pihak ketiga yang
dirugikan. Sedangkan teori Fautes de services Publiques menyatakan
bahwa kesalahan pegawai negeri terhadap pihak ketiga dipertanggung-
jawabkan dalam dinas atau instansi tersebut menurut pertanggungjawaban
kepada pegawai yang bersangkutan.
Beberpa jurisprudensi yang dapat dijadikan contoh dari teori tersebut
adalah sbagai berikut:
Peristiwa I: seoarang polisi kesehatan pelabuhan di Perancis menangkap
seorfang wanita dengan tuduhan bahwa wanita tersebut menderita
penyakit menular oleh Polisi tersebut si wanita itu dimasukkan ke
dalam rumah sakit, tetapi karena perawatan yang diberikan rumah
sakit tidak memadai wanita tersebut meninggal dunia. Ayah si wanita
menuntut Polisi tersebut ke pengadilan biasa dengan tuduhan tindakan
rersebut relah menyebabkan kematian anaknya. Pengadilan biasa
k tuntutan ayah wanita itu dan menyatakan bahwa perkara
si pengadilan administrasi. Atas penolakan
k banding dan Pengadilan Tinggi perancis
memutuskan bahwa polisi cersebut bersalah karena dalam melakukan
tindakannya menangkap wanita itu tidak minta advis terl.cbih dulu
terhadap dokter ahli, padahal menurut dokter scharusnya.pohsi tersebut
tidak gegabah untuk memasukkan wanita iu kerumah sakit.
Peristiwa 1I: seorang walikota memerintahkan seorang warganya agar
g dianggapnya membahayakan bagi

membongkar sebuah rumahnya yan
o perintah walikota tersebut yang punya rumah menolak

polisi
menola
tersebut menjadi kompeten
tersebut ayah wanita itu nai

umum. Atas

P ——
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sehingga atas nama jabatannya sang walikota membongkar rumah
tersebur. Atas tndakannya itu sang walikota dipersalahkan sebab menuru
Undang-undang tanggal 21 Juni 1998 (di Perancis) pembongk:@lran hanya
dapat dilaksnakan atas putusan pengadilan. Oleh sebab itu walikota harys
memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkannya. Akan tetapi
pengadilan tinggi (dalam tingkat banding) berpendapat bahwa walikota
tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban secara pribadi sebab tindakan
walikota itu untuk kepentingan negara.

Peristiwa I11: Peristiwa ini terkenal dengan peristiwa tutein Nulthenius.
Seorang belandong di negeri Belanda pada suatu hari mengadakan
latihan kebakaran yang mengakibatkan terbakarnya rumput-rumpur
kering milik petani disekitar tempat latihan itu. Para petani minta ganti
rugi atas rumput-rumputnya yang terbakar itu kepada tukang blandong,
tetapi si tukang blandong menjawab bahwa seharusnya tuntutan itu
dialamatkan kepada negara dengan alasan bahwa sebagai tukang blandong
ia diangkat oleh negara. Akan tetapi di dalam tiga tingkat pengadilan
(pertam, banding dan kasasi) jawaban tukang blandong itu tidak dapar
diterima, karena sebagai seorang pegawai ia seharusnya berhati-hati

dalam melaksanakan tugasnya.

Ketiga contoh peristiwa tersebut menunjukkan bahwa teori teori Fautes
de services Publiques, sangat membingungkan. Oleh sebab itu Hooge
raad di negeri Belanda tidak dapat menerima teori itu karena dianggap
membingungkan, apalagi sesudah timbul peristiwa tutein Nultchenius.

Selanjutnya dapat ditambahkan satu contoh peristiwa lainnya, Yaitu:

Peristiwa IV: tentang abatoir (tempat pembantaian sapi) di Reysen yakni
keputusan pengadilan Amelo tanggal 20 januari 1926 seorang jagal sapi
itu di kota Reysen mennyembelih seckor sapi di rumahnya. Sesudah
itu minta seseorang dokter hewan untuk memeriksa daging sapi yang
telah disembelihnya. Dokter menolak dengan alasan sapi tersebut adak
disembelih di abatoir sehingga karena penolakan dokter itu simjagal
sapi menderita kerugian. Si jagal sapi itu tidak menyembelih sapinya
diaboratoir karena abatoir tersebut sudah lama dinyatakan et
walikota. Dokter hewan itu menyatakan bahwa j{ka seperti itu halnya
maka tuntutan supaya ditjukan kepada negara. Pengadilan Amelo
menetapkan bahwa meskipun para diri dokeer hewan itu terletak jugd
kesalahan tetapi tidak terbukti ada unsur kesengajaan dalam melakukan
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kesalahan itu. Oleh sebab itu meskipun terdapat Fautes Personelles tidak
dapat diragukan bahwa ada juga Faures de services publiques -dalam
perkara ini; sebab persoalannya adalah: apakah komisaris kerajaan Belum
memerimtahkan kepada walikota untuk membuka kembali Abatoir itu,
serta apakah walikota sudah memerintahkan kepada dokter hwan untuk
memeriksa hasil pnyembelihan kecuali di Abatoir.

Dengan demikian teori Fautes personalles dan Fautes de services publiques
itu sangat membingungkan; yang manakah sebenarnya yang dianut oleh
pengadilan.

Oleh sebab itu diadakanlah konferensi para ahli hukum di negeri Belanda
pada tahun 1939 yang membahas apakah seorang pegawai negeri di dalam
tindakannya yang merugikan pihak ketiga harus bertanggung jawab
secara pribadi (externe aansprakelykheid) atau pada dinasnya (interne
aansprakelykheid) artinya tidaklangsung bertanggung jawabpada pihak
ketiga, melainkan bertanggung jawab secara intern pada dinasnya. Dalam
hal ini di negeri Belanda pun terdapat dua pendapat. Prof. Dr. PW.
Kampusein menyatakan bahwa pertanggung jawaban pegawai negeri
1dalah externe aansprakelykheid (secara pribadi langsung); sedangkan
Mr. PW. W. Van Meeteren menghendaki interne aansprakelykheid
(bertanggung jawab kepada dinas secara intern).

8.2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil

Pengaturan Disiplin

Peraturan pemerintah
UU No. 8 Tahun 1974

Pegawai Negeri Sipil (PNS), semula diatur dengan

No. 30 Tahun 1980, sebagai peratuan pelaksana dari
tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Seiring dengan
perjalanan waktu UU cersebut di ubah dengan UU No. 43 rahun 1999 tentang
Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dengan adanya perubahan undang-
undang kepegawaian tersebut, maka dikeluarkanlah PP Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegwai Negeri Sipil.
Adapun Materi Pokok PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

sebagai berikut:
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Ketentuan-ketentuan Umum.

9

9.

10.

Sipil adalah kesanggu!;’ran ' Pegawai

e st s S
i ran

Z::f pj:::;::ﬂ l:di‘:rl;l::: yi:::;abilaptidak ditaati atau dilanggar

dijatuhi hukuman disiplin.

PP Nomor 53 Tahun 2010 terdiri dari VII (tujuh) Bab dan 51 (lima

puluh satu) Pasal, diberlakukan sejak tanggal 6 Juni 2010;

Diantaranya mencabut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS;

Mengatur Kewajiban dan larangan (Pasal 3 dan 4)

Terdapat 17 (tujuh belas) kewajiban dan 15 (lima belas) larangan,
sebelumnya di PP Nomor 30 Tahun 1980 ada 26 (dua puluh enam)
kewajiban dan ada 18 (delapan belas larangan);

Disiplin Pegawai Negeri

Konsekuensi dari kewajiban dan larangan cukup berat.

Untuk lebih menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas,
pokok dan fungsi PNS;

Mendorong peningkatan kinerja dan perubahan sikap, dan perilaku
PNS;

Meningkatkan kedisiplinan PNS;

Mempercepat pengambilan keputusan atas pelanggaran disiplin

yang dilakukan oleh PNS.

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin (Pasal 7 PP Nomor 53 Tahun
2010)

d.

Hukuman Disiplin Ringan :

1) Tegoran lisan;

2) Tegoran tertulis;

3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Hukuman Disiplin Sedang :

1) Penundaan Kenaikan Gaji Barkala selama 1 (satu) tahun;

2) Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (saru) tahun;
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3)  Penurunan Pangkat sctingkat lebih rendah selama 1 (satu)
tahun (sebelumnya di PP Nomor 30 Tahun 1980 ~1U
hukuman disiplin berat) o

. Hukuman Disiplin Berar :

1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
(sebelumnya di PP Nomor 30 Tahun 1980 tidak di atur);

2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih
rendah (sebelumnya di PP Nomor 30 Tahun 1980 tidak di
atur);

3) Pembebasan dari jabatan;

4) Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri

sebagai PNS;
5) Pemberhentian Tidak Dengan Hormar sebagai PNS.

C. Pokok Pelanggaran Disiplin PNS dan CPNS dan sanksinya

C.1.tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa
alasan yang sah, dengan ketentuan sebagai berikut:

.. 5 hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, dikenakan
hukuman disiplin tegoran lisan (Pasal 8 angka 9 hurup a);

b. 6-10 hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, dikenakan
hukuman disiplin tegoran tertulis (Pasal 8 angka 9 hurup b);

k masuk kerja tanpa alasan yang sah, dikenakan

c.  11-15 hari tida
puas secara tertulis (Pasal 8

hukuman disiplin pernyataan tidak
angka 9 hurup ¢);
4. 16-20 hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, dikenakan
hukuman disiplin penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1

(satu) tahun (Pasal 8 angka 11 hurup a);
c. 21-25 hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, dikenakan
hukuman disiplin penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu)

tabun (Pasal 8 angka 11 hurup b);
ang sah, dikenakan

£ 26-30 hari tidak masuk kerja tanpa alasan y |
hukuman disiplin Penurunan Pangkat setinghkat lebih rendah

selama 1 (saru) tahun (Pasal 8 angka 11 hurup ch
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. ah, dikenakan
v I ketja tanpa alasan yang sah, =
iﬁi};’i‘lﬂ;ﬁjh? as.;enurﬁﬂan Pangkat sevingkat lebih rendah

selama 3 (tiga) tabun (Pasal 10 angka 9 hurup a);

h. 36-40 hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, dikenakan
hukuman disiplin, pemindahan dalam rangka penurunan
jabatan setingkat lebib rendah bagi PNS yang menduduki jabatan
struktural atau fungsional tertent (Pasal 10 angka 9 hurup b);

i 41-45 hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, dikenakan
hukuman disiplin pembebasan jabatan (Pasal 10 angka 9 hurup
¢k

j. 46 hari atau lebih ridak masuk kerja tanpa alasan yang sah,
dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat
tidak atas permintaan sendiri atau Pemberbentian Tidak Dengan
Hormat sebagai PNS (Pasal 10 angka 9 hurup d);

h. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati
ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
angka 9, Pasal 9 angka 11, dan Pasal 10 angka 9 dihitung secara
kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan (Pasal 14).

i. Yang dimaksud dengan kewajiban untuk “masuk kerja dan
menaati ketentuan jam kerja” adalah setiap PNS wajib datang,
melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja
serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas. Apabila
berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabart yang
btsr':vcnang. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat
Fllh]tuﬂg secara kumulatif dan dikonversi 7 V4 (tujuh setengah)
jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

Pelanggaran ;
g terhadap poin a sampai dengan ¢ termasuk katagori

hukuman disiplin ringan, dan pelanggaran terhadap poin d sampdi

dengan f termasuk katagori hukuman disiplin sedang, serta pelanggaran

terhﬂdappain sampai d ] _
5 &sampai dengan | termagyk katagori hukuman disiplin

C.2.Ketentuan

Pelanggar: e
e ggaran  Disiplin Pegawai terhadap Kegiatan

1. Memberik
atau [)I)r;{énjekangan k.t‘Pada (.".lpresf(:awaprcs, DPR, DPD,
mfllggumk;n :‘Bltil menjadi pelaksana/peserta kampanye sertd
atribur partai atau agyibye PNS, sebagai peser®
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kampanye dengan mengerahkan PNS lain:

b

Memberikan dukungan  kepada capres/Cawapres  dg
mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menijadi peserta pemilu sebelum,
selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada
PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13
huruf b;

3. Memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon
Kepala /Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat
dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat
Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 14;
dan

4. Memberikan dukungan kepada calon Kepala /Wakil Kepala
Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye
untuk mendukung calon Kepala/Wakil Kepala Daerah serta
mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,
selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada
PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15
huruf a dan huruf d.

C.3.Ketentuan Pelanggaran disiplin yang berkaitan dengan Integritas

PNS

1. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 angka 1;

2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi
dan/arau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2;

3. tanpa izin Pemerintah menjadi pcgawm atau bcke,qa un::ﬂk
negara lain dan/atau lembaga atau organls?sl internasiona
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3;

mﬂ""" ;
=l T
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10.

Pejabat yang bcrwenang menghy

Instansi Pusat, Kepala Perwakil,
Daerah Proving; sampaj

' lcmba a

sl . konsultan asing, atau g

1 aan aSlﬂg, :
bck:i?;apildaiyii;kat asing sebagaimand dimalsnd dalacn Fasal
swa
ER beli mcnggadaikan, menyewakan,

B A hali; .
memiliki, m;’:::lr; [r:;iang-barang baik bergera.k atau tidak
e harga milik negara secara
bergerak, dokumen atau surat berharg

tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 z?ngka 5, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau

negara; .
melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,
bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar.lmgkungan
kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan prib.adl, golongan,
atau pihak lain, yang secara angsung atau tidak langsung
merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka
6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah

dan/atau negara;

memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada
siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan

dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 angka 7;

menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun

juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 8;

melakukan suaru tindakan acay tidak melakukan suatu tindakan
yang daPat menghalangi atay mempersulit salah satu pihak yang
d1layar.u sehingga mengakibackan kerugian bagi yang dilayani
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesuai dengan
ketentuan peraturan per undangundangan; ’

menghalangi berjalannya ‘ ' .
dimaksud dalam P3531y4 Wgas  kedinasan sebagaimana

berdampak negartif pada Pemangka ', apabila pelanggaran

crintah dan/agay negara;
an hukumgq disiplin.
i : Presiden, Pejabat

embina Kepegawaian
ruktural Eselon IV

A RI, Pejapyqq p
dengan Pejabar S,
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GchTufsebagai Wakil Pemerintah, Pejabat Pembina K
Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan Pejaby qlna epegawaian
IV: jabat ; Iruk[ura] Escl(_)n

putusan Pejabat Pemb > ‘
untuk  pendelegasian wewenang dalam Pz:i:::;1:cf:°g:“'-‘13n
an hukuman

disiplin, karena PP Nomor 53 T
53 Tahun 20 : r
feoada seionia pelabint Sl 10 telah mendelegasikan

P.C].élb:at yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan huk

disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disi;)lin- P:'mban
yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukumar; clirslli:l I"u
kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin; plin

Apabila Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan
hukuman disiplin kepada PNS yang melanggar disiplin, maka pejabat
tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat atasannya sama
dengan hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada bawahannya;

E. Ketentuan-ketentuan dalam menjatuhkan Hukuman disiplin.

)8

PNS yang diduga melanggar disiplin, dipanggil untuk diperiksa
oleh atasan langsung;

Pejabat Pembina Kepegawaian dapat membentuk Tim Pemeriksa
apabila ancaman hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

Pemeriksaan secara tertutup;
Dapat meminta keterangan dari orang lain;

Apabila pada saat diperiksa, PNS terscbut ternyata melakukan
beberapa pelanggaran disiplin, hanya dijatuhi satu jenis hukuman
disiplin yang terberat;

PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan
pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, dijacuhi hukuman disiplin
yang lebih berat;

PN tidak boleh dijatuhi hukuman disiplin 2x at
pelanggaran disiplin;

Mengatur durasi waktu untuk pemanggilan, pcn.yam.paian Keputusan
Hukuman Disiplin, Pengajuan Upaya Adminsitratif, tanggapan dan

keputusan arau keberatan;

au lebih untuk satu
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9. Mengatur jenis hukuman disiplin yang dapat diajukan upays

administratif : keberatan kepada Atasan Pejabat yang berwenang
menghukum dan Banding Administratif kepada BAPEK (Badan

Pertimbangan Kc:pegawaian);

10. Mulai berlakunya hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabar
Yang Berwenang menghukum/Atasan Pejabat Yang Berwenang
menghukum.

8.3 Hukum Administrasi Perencanaan

Pembangunan

8.3.1 Teori Hukum Pembangunan

Pada dasarnya, dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia, maka
salah satu teori hukum yang banyak mengundang atensi dari para pakar
dan masyarakat adalah mengenai Teori Hukum Pembangunan dari Mochrar
Kusumaatmadja.* Ada beberapa argumentasi krusial mengapa Teori Hukum
Pembangunan tersebut banyak mengundang banyak atensi, yang apabila
dijabarkan aspek tersebur secara global adalah sebagai berikut:

Pertama, Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori
hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia
dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena
itu, dengan tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut
lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka
hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan
kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik Kedua, secara
dimensional maka Teori Hukum Pembangunan memakai kerangka acuan
pada pandangan hidup (way of live) masyarakat serta bangsa Indonesia
berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap
norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapac dalam Teori Hukum
Pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi
structure (strukeur), culture (kultur) dan substance (substansi) sebagaiman?
dikatakan oleh Lawrence W. Friedman. Ketiga, pada dasarnya Teor
Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarand

4 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional (Bandung
y 1 ]
Binacipta, 1976), hlm. 9.
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pembaharuan masyarakat” (law as a tool social engeneering) dan hukum

sehagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai
negara yang sedang berkembang.’

Menurut Markus Lukman, Teori fungsi hukum sebagai sarana pembangunan
atau sebagai sarana pembaharuan masyarakar yang dicetuskan oleh Mochtar
Kusumaatmadja, memliki jangkauan yang lebih luas daripada konsepsi Roscoe
Pound tentang “law as atool of social engineering’ yaitu lebih menonjolkan
perundang-undangan daripada yurusprudensi dalam proses pembaharuan
hukum di Indonesia atau sebagai sarana “rekayasa kemasyarakatan menju era

industrialisasi dan modernisasi hukum” , serta menolak aplikasi mekanistis
dﬂri ]-(Ol'lsepsi “l’dﬂl as a rgaf jﬂ'f.flﬂ! cngerneringﬂ:b

Mochtar secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (ro0l)
menjadi hukum sebagai sarana (instrumens) untuk membangun masyarakat.
Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah sebagai
berikut:

I bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan

pembaruan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu;

[ ]

bahwa hukum dalam arti kaidah diharapkan dapat mengarahkan kegiatan
manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaruan

icu.

Untuk itu diperlukan sarana berupa peraturan hukum tertulis (baik
perundang-undangan maupun yurisprudensi), dan hukum yang berbentuk
tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.’
Di samping itu “Pembangunan dipandang sebagai jembatan yang
Mampu merelisasikan negara hukum....”

B?rdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum seharusnya
dijadikan pedoman dalam pembangunan yang berarti: (1) hukum sebagai asas
'“E

) E”ik Mulyadi, Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., L L. M.
ebuah

" Kajian Deskriftif Analitis, Makalah, Lepas, htep:/fwww.scrib.com  diakses 13 Maret
11,

‘; Markus Lukman, OP.Cir. hlm. 60-61

misi Hukum Nasion! , Laporan Penelitian Program Legislasi, 2003
Susi Dwj Harijanti, Perspektif Negara Hukum yang Berkeadilan: dalam Negara Hukum Yang
Berkeadilan (Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan,

o M. CL) Bandung: Pusar Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas
*jadjaran, 2011, him. xiv




B,

pembangunan yang dapar diartikan bahwa setiap gerak pembangunan harus
dituangkan dalam hukum, baik dalam hal landasan kegiatannya maupun
dﬂlaﬂl pencgakan P]_lar Pcmbangumnya, maka clenga.n dcmikian, hU.kLlII'lPun
harus diartikan scbag:u penjamin terpciiharanya hasil-hasil pcmbangunan
yang baik; (2) adanya satu kesatuan hukum nasional yang mengabdi kepada
kepentingan kemanusiaan, peradaban dan kejayaan bangsa dan Negara.

Hukum nasional adalah hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional,
dimana hukum tersebut bersumber dari tiga pilar hukum yang berlaku di
Indonesia yakni, hukum adat, hukum Islam dan hukum barat.’

Ini tidak berarti menafikan adanya pluralitas hukum yang dibentuk dan
diberlakukan melalui hukum adar dan atau hukum agama yang seharusnya
justru menjadi fundamen bagi bangunan hukum nasional."” Yang dimaksud
sebagai Hukum Nasional adalah hukum yang dibentuk dan diberlakukan
untuk kepentingan landasan pembangunan dan pemberdayaan bangsa dalam
mencapai tujuan kesejahteraan dan keadilan seluruh rakyat'".

Menurut Sjachran Basa substansi hukum sebagai sarana pembangunan

mempunyai lima fungsi, yaitu:

1. Derektif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk
masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan
masyarakat;

2. Integrative, sebagai Pembina kesatuan bangsa;

3. Stabilitatif, sebagai pemelihara (termasuk di dalamnya hasil-hasil

pembangunan) dan menjaga keselarasan kesesuaian dan keseimbangan

bernegara dan bermasyarakar;

9 H.M. Hidjazie Kartawidjaja, Hukum Nasional, Kuliah Hukum Nasional (Azas-azas Hukum
Nasiona, Hukum Nasional I dan Hukum Nasional I1) pada Fakultas Hukum Universitas
Bengkulu Tahun 1984-1986

10 Khusus cksistensi hukum Islam dalam kaitannya dengan pelaksanaan agenda reformasi
hukum nasional yang sekarang tengah bf:rl.ingsungL Jangan sampai, misal, karena kesibukan
kita memikirkan keseluruhan sistem hukum nasional yang perlu direformasi, menyebabkan
kita lalai memperhitungkan fakror sistem hukum Islam yang sangat penting arinya dalam
keseluruhan pengertian sistem hukum nasional yang sedang mengalami proses [ranspnrmaﬁi
menuju masa depan yang diharapkan akan menjadikan hukum sebagai suaru sistem yang
‘supreme dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Jimly Asshiddgqie, Menuj. ...
Op. Cit, hlm. 716

11 Winahyu Erwiningsih, Peranan Hukum dalam Pertanggung-jawaban Perbuatan
Pemerintahan (bestuurshandeling) Suatu Kajian dalam A’f‘bij}a kan Pembangunan
Hukum, jurisprudence, vol. 1, no. 2, september 2004 : 137-157
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4, Perpektif, sebagai penyempurna, baik terhadap sikap tindak administrasi
Negara maupun terhadap sikap warga apabila terjadi pertentangan dalam
kehidupan bermasyarakat.

5. Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap warga apabila terjadi pertentangan
dalam hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan."

Sejalan dengan ke-lima fungsi hukum yang merupakan rtolak ukur
untuk menilai dampak positif dan negatif terhadap fungsi hukum dalam
pembangunan dan kehidupan masyarakat, maka hukum harus juga
memperhatikan kaidah-kaidah di tengah masyarakat, hal itu sesuai dengan
pendapat Mochtar Kusumaatmadja yaitu:

Fokus perhatian dalam menggunakan hukum sebagai alar untuk
mengadakan perubahan-perubahan kemasyarakatan adalah bahwa kita
harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian pada masyarakar.
Tindakan demikian tidak semata-mata merupakan tindakan yudikartif
atau peradilan (yudikarif) yang secara formal yuridis harus tepatc karena
eratnya hukum dengan segi-segi sosial, antropologi dan kebudayaan

daripada persoalan.”

Keterkaitan hukum dengan kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat, Sagjipto
Rahardjo mengatakan bahwa kehidupan hukum merupakan bagian dari
proses sosial yang lebih besar'. Selanjutnya Rahardjo berpendapat “pekerjaan
hukum serta hasil-hasilnya tidak hanya merupakan urusan hukum, melainkan
merupakan bagian dari proses kemasyarakatan yang lebih besar.”"* Demikian
juga dengan Kodiran yang mengatakan bahwa unsur-unsur kebudayaan
banyak menjiwai prinsip-prinsip hukum yang hidup dalam masyarakar.'®

Terkait dengan sub sistem hukum, maka teori Talcott Parson sebagaimana
dikutif oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan:

Dalam teorinya, Parson menyebutkan tentang ada empat subsistem:

budaya, sosial, politik, dan ekonomi yang senantiasa melingkari kehidupan
kemasyarakatan. Dilihat dari arus energi, subsistem ekonomi menempati
12 Sjachran Basa, Tiga Tulisan Tentang Hukum, (Bandung: Armico, 1985), him. 12
13 Mochtar Kusumaatmadija, dalam Otje Salam dan Eddy Damian, ed., Konsep-konsep Hukum
dalam Pembangunan, (Bandung: PT. Alumni, 2002), him. 15.
14 Satjipto Rahardjo, dalam Artidjo Alkostar, Ed, Op.Cit, him. l?!..
'S Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Imu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan limu
Hukum, (Bandung: Alumni, 1977), him. 143
16 Kodiran, dalam Artidjo Alkostar, Ed, 7bid, , him. 90.
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: i olitik, baru kemudian
X ing kuat, diikut subsistem P <
S st s s i L
subsistem budaya. Di sisi lain, dilihat dari arus.m 0 o i),
bsistem buda;ra justru yang paling kaya, diikuti oleh subsistem sosial,
subsiste

. ' 17
subsistem politik, dan berakhir pada subsistem ekonomi.

Teori hukum pembangunan tidak bisa dilcpaskan_dengaﬂ kemajuan per helj{jﬂ
pembangunan di abad ke-21 ini, dimana sebagian besar ncg.af;negara c;a
dan Afrika saru persatu melepaskan diri dari belenggu penja) ,b an pada
saat yang bersamaan perhatian pemerintahan yang baru akan pembangunan
menjadi fokus utama. Di samping itu pcrkcmbangan .hukum modc_rrfpl,lrf
menampakkan kemampanan dan keduanya saling berkaitan, adapun ciri-ciri
hukum modern kaitanya dengan pembangunan secara universal seperti di
gambarkan oleh Marc Galanter, sebagai berikut:

Pertama, aturan-aturan dalam hukum modern itu bersifat seragam.
Maksudnya, ketika diterapkan, bentuk penerapannya tidak banyak
bervariasi. Penerapannya tidak lagi mengenal diskriminasi berdasarkan
suku, agama, kelas, kasta, jenis kelamin, dan lain-lain. Paling-paling
perbedaannya karena teritorial saja. Jadi, hukum lebih bersifat teritorial
daripada personal.

Kedua, hukum modern bersifat transaksional. Artinya, hak dan kewajiban
para pihak dalam suatu hubungan hukum sepenuhnya ditentukan oleh
kekuatan tawarmenawar antar-mercka. Di sini tidak lagi dikenal bahwa

laki-laki harus diberi hak lebih besar daripada wanita, atau yang lebih tua
mendapar lebih daripada yang muda.

Ketiga, hukum modern bersifat universalistik. Putusan atas perkara-

perkara yang serupa, biasanya adalah sama. Jadi, tidak ada yang unik.
Putusannya berulang dan dapat diramalkan.

Kﬂ’.mp i Sim_m hukum itu bersifat hierarkis. Di situ ada jenjang-
jenjangnya. Tingkart yang lebih rendah akan diawasi oleh tingkat yang

I;:J(;h I:inggic.i.:\dis;ilnya. pdutus:m pengadilan negeri akan dikoreksi lagi
ada Pengadilan linggi, dan set : T
Mahkamah Agung, crusnya putusan Pengadilan Tinggi oleh

17 Talc ars % -
Rla:um'].irmn, }rh‘- Social System, (New York. The F L2
ahardjo, Prmmg‘mmu;,,_oﬂ Cit + A0¢ Free Press, 1951) dalam Satjipt©
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mcnyimpulkan tiga penekanan

Dari semua karakeeristik itu, Galanter (2) keseragaman, dan

dari model hukum modern itu, yaitu: (1) kesatuan,

(3) universalitas."

Keterkaitan hukum pembangunan dengan kekuasaan di era mcqern ini,
justru menenempati fokus perhatian yang utama, karena hukum t.?llsatu dini
mengatur kehidupan bagi siapa saja, akan tetapi hukum hfrus ditegak.kan
dengan sesuatu kekuartan, apalagi jika hukum tersebut diinterprestasikan

dengan keberlakuan suatu undang-undang,

Di samping itu dalam tataran teori hukum pembangunan, sebenarnya
berkaitan erat dengan sistem pembangunan hukum itu sendiri, dalam
pembangunan hukum di Indonesia mengalami fase-fase yang mempunyai
karakeer tersendiri. Di Era Orde Baru, tidak bisa dipungkiri bahwa hukum
dijadikan alat pembangunan, hal ini terasa sekali di era orde baru tersebut,
karakter hukum yang sangat otoriter, oleh karena itu aspek instumen hukum
lebih dominan dari aspek cksperesinya, sebagaimana dinyatakan oleh Machfud

MD, sebagai berikut:

Dengan kebijakan bahwa pembangunan akan dititikberatkan pada
pembangunan ekonomi yang beorientasi pada pertumbuhan, maka
bidang hukum tidak dapat dipandang sebagai sentral tetapi lebih
bersifat instrumental atau alat yang harus memfasilitasi atau mendukung
program pembangunan. Keadaan ini menyebabkan terjadinya peletakan
porsi hukum sebagai alat justifikasi yang jika dilihat dari produknya

18 Marc Galanter, The Modernization Of Law, dalam Modernization, The Dynamics of Grouth,
(Voice of America Forum Lectures, tt), him. 167-179. Dalam Komisi Hukum Nasional
Op. Cir. Lihat Juga Satjipto Rahardjo, /lmu... Op. Cit hlm. 213-214. Ciri hukum modern
sebagi berikut: 1) mempunyai bentuk terrulis, 2) Hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah
negara. Apabila kita memperhatikan sejarah, maka kadaannya ridak selalu demikian. Pada
masa-masa yang lalu, dalam suatu wilayah negara bisa berlaku berbagai macam hukum
dengan otoritas yang bersaing. Seperti dikarakan oleh Marc Galanter, maka hukum modern
sekarang ini terdiri dari peraturan-peraturan yang bersifat uniform serta diterapkan tanpa
mengenal variasi. Peraturan-peraturan tersebut lebih bersifar teritorial daripada “pribadi’
artinya peraruran yang sama itu diterapkan terhadap anggorta-anggota masyarakat dari
semua suku, agama, kelas, daerah dan kelamin. Apabila disitu diakui adanya perbedaan
perbedaan, maka ia bukan sesuatu yang disebabkan oleh kualitas yang intrinsic, sepertl
antara bangsawan dan budak atau antara kaum Barhman dan kelas-kelas yang lebih rendah
di India, melainkan yang discbabkan oleh fungsi, kondisi dan ll:l‘iilih'l‘lil karya yang
didapat oleh seseorang dalam kehidupan keduniaan, 3) Hukum m&u ._1‘[,;..1;1 '.ns;:ruﬁ'lt'f“
yang dipakai secara sadar mewujudkan keputusan-keputusan politik :nngmrakntnyﬂ-
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menampakkan watak yang konservatif dan dalam pelaksanaannya banya
diintervensi oleh kebijakan-kebijakan yang tidak selalu sejalan dengan

kehendak aturan hukum yang resmi berlaku."

pendapat di atas sesuai kenyataan dalam praktik pembangunan hukum di
negara-negara baru lebih dipandang sebaga usaha-usaha yang bersifat teknis
sekedar menunjang pertumbuhan ekonomi.” Bahkan sering dikatakan
embangunan hukum banyak dinegarabarulebih berorientasi padausahauntuk
melayani kebutuhan pasar. Hal ini mengakibatkan program pembangunan
hukum semakin jauh dari hakekat dan tujuan dari pembangunan hukum itu
sendiri.”’
Hal tersebut disadari betul adanya kekeliruan dalam sistem pembangunan
hukum di Indonesia, terutama di era sebelum reformasi, maka memasuki era

reformasi MPR menetapkan GBHN Tahun 1999, khusus bidang hukum

beberapa butir monitoring dan evaluasi oleh MPR itu sebagai berikut:

.. Di bidang hukum, terjadi perkembangan yang Kontroversial, di satu
pihak produk materi hukum, pembinaan hukum, sarana dan prasarana
hukum menunjukkan peningkatan, namun di pihak lain tidak diimbangi
dengan peningkatan integritas moral dan professional dari aparat hukum,
kesadaran hukum, sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum

terwujud.
b, Tekad untuk memberantas segala bentuk penyelewengan sesuai dengan
cuncutan reformasi sepeti korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) serta
kejahatan ekonomi keuangan belum mengikuti langkah-langkah nyata
dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam

menerapkan hukum.
(Yogyakarta: Gama Media Offset,

19 Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrast,

1999), hlm. 213

20 Pembangunan hukum, bagi banyak
Di Negara-negara berkembang yang baru saja terle
hukum dilaksanakan untuk mendukung penataan
baik dalam kehidupan politik, ckonomi, maupun sos

hukum sering mengesankan adanya peranan ganada. 4
dan Nasroen Jasabari, Beberapa Pemikiran Pembangunan Huku

Alumni, 1980), him 1. ‘ jiss
21 Mubiyarto, Reformasi Sistern Ekanomi Dari kapi
(Yogyakarta: Aditya Media, 1999), him. 94.

22 Lihat: Majelis Permusyawaratan Rakyat Repu
I Republik Indonest Tahu

Negara berkembanga telah menjadi kebutuhan penting.
pas dari masa colonial ini, pembangunan
kehidupan bernegara dan masyarakat,
ial. Oleh karena itu pembangunan
(Abdul Hakim Garuda Nusantara
m di Indonesia, (Bandung;:

talisme Menuju Ekonomi  Kerakyatan,

Ketetapan-ketetapan Majelis

blik Indonesia,
kretraiat jenderal MPR RI,

n 1999, 5S¢

Permusyawaratan Rakyat
1999, e r—

| N—




hukum dan maha
kerancuan hukum

s " tkan perlindungan
4 Kondisi hukum yang demﬂdi:lnusii (HAM) di Indonesia masih

dan penghormaran hak asasi ;
memprihatinkan yang teribat berbagai pelanggaran "X e manusia,
antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminas! dan kesewenang-

wenangan.
dan keamanan. celah menunjukkan

e. Pembangunan dibidang pcrmhznan
kemajuan, meskipun masih mengandung kelemahan.

f. Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur TNI dan POLRI melemah,

antara lain karena digunakan sebagai alat kekausaan rasa aman dan

kerusuhan missal dan

ketentraman masyarakat berkurang, terjadi
dan HAM

reformasi tersebut, menunjukkan bahwa
pe hukum selama lima dasawarasa kemerdekaan Indonesia, hukum
tidak dijadikan prioritas dalam pembangunan.
Pada dasarnya, dalam scjarah perkembangan hukum di Indonesia, maka
salah satu teori hukum yang banyak mengundang atensi dari para pakar
dan masyarakat adalah mengenai Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar
Kusumaatmadja. Ada beberapa argumentasi krusial mengapa Teori Hukum
Pembangunan tersebut banyak mengundang banyak atensi, yang apabila
dijabarkan aspek cersebut secara global adalah sebagai berikut:

Pertama, Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah rteori
hukum yang cksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia
dengan melihat dimensi dan kulwr masyarakat Indonesia. Oleh karena
itu.. dengan tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut
hl:hl::hmmwkﬂdm bttrkcmbmg sesuai dengan kondisi Indonesia maka
s fn&\f:nll. au diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan
di ® llmﬁl masyarakat Indonesia yang pluralistik Kedua, secard
M‘mtzz:m m hlﬂmn Hukum Pembangunan memakai kerangka acuan
i il: l: u]_:f ('RWJ‘ of live) masyarakat serta bangsa Indonesia
. | barjumla yang bersifat kekeluargaan maka terhadap

, asas, lembaga dan kaidah yang terdapar dalam 7eori Hukum

23 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum
’ M . )
(Bandung: Binacipta, 1976), him. 9. asparakat dan Pembinaan Hukum Ndﬂ””“‘('

s
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embangunan tersebut relatif sud: i ' :

J gunan th merupakan dimensi yang meliputi

structure (strukeur), culture (kultur) dan substance (substansi) sebagaimana
ikatakan oleh Lawrence W. Fri ; Coti

di . ‘Fncdman. Ketiga, pada dasarnya Teori

Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana

pem baharuan masyarakat” (law as a tool secial engeneering) dan hukum

sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai

negara yang sedang berkembang.*

Menurut Markus Lukman, Teori fungsi hukum sebagai sarana pembangunan
atau sebaga sarana pembaharuan masyarakat yang dicetuskan oleh Mochtar
Kusumaatmadja, memliki jangkauan yang lebih luas daripada konsepsi Roscoe
Pound tentang “law as atool of social engineering” yaitu lebih menonjolkan

erundang-undangan daripada yurusprudensi dalam proses pembaharuan
hukum di Indonesia atau sebagai sarana “rekayasa kemasyarakatan menju era
industrialisasi dan modernisasi hukum” , serta menolak aplikasi mekanistis
dari konsepsi “law as a tool social engeenering”.*’

Mochtar secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (zo0l)
menjadi hukum sebagai sarana (instrument) untuk membangun masyarakat.
Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah sebagai

berikut:
| bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan
pembaruan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu;

3 bahwa hukum dalam arti kaidah diharapkan dapat mengarahkan kegiatan
manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaruan

1cu.

Untuk itu diperlukan sarana berupa peraturan hukum tertulis (baik perundang-

undangan maupun yurisprudensi), dan hukum yang bcrbcntukntidz.:k tcrn:ﬂis
itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.* Di sami:::ng
itu “Pembangunan dipandang sebagai jembatan yang mampu merelisas

negara hukum....””’

ili . - Prof Dr. Mochtar Kusumaasmadja, S.H..
N AN Yy Ptmbﬂﬂg""ﬂ:kﬂah{ Lepas, hrrp:waw.sczib.com diakses

LLM, Sebuah Kajian Dcs&ﬂ_'ﬁ’rfAnafftﬁ. M
13 Marer 2011,

25 Markus Lukman, OP.Cir, him. 60-61 el
26 Komisi Hukum Nasion! , Laporan Penelitian Program Legislasi, 2003

27 Susi Dwi Harijanti, Perspektif Negard Hukum yang : abakti: Prof. Dr. H. Bagir Manan,
Berkeadilan (Kumpulan Pemikiran dalam Rmsi‘ﬂ l:m 2 Fakultas Hukum Universitas
SH., M. CL.) Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negf

Padjadjaran, 2011, hlm. xiv B
L : m A 'c;'!
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.. lkan bahwa hukum seharusnya
maka dapat dmlmpuberarti: (1) hukum sebagai asas

dijadikan pedoman dalam pembangunan yang - b
pembangunan yang dapat diartikan bahwa SCUﬂEc’i gcmkklz e;;l:;ﬁngyl;nﬁau:ti
dituangkan dalam hukum, baik dalam hal landasan X€g o e

i
dalam penegakan pilar pembangunannya maka dmgan'{l:lf;z;l'l au:? i
harus diartikan sebagai penjamin terpeliharanyd hasil-hasil p g

yang baik; (2) adanya satu kesatuan hukum nasional yang Slc“%?bd' kepada
kepentingan kemanusiaan, peradaban dan kejayaan bangs an ivegard.

Hukum nasional adalah hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasionalj
dimana hukum tersebut bersumber dari tiga pilar hukum yang berlaku di

Indonesia yakni, hukum ada, hukum Islam dan hukum barat.”
m yang dibentuk dan

Berdasarkan uraian di atas

Ini tidak berarti menafikan adanya pluralitas huku
diberlakukan melalui hukum adat dan atau hukum agama yang seharusnya
justru menjadi fundamen bagi bangunan hukum nasional.” Yang dimaksud
sebagai Hukum Nasional adalah hukum yang dibentuk dan diberlakukan

bangunan dan pemberdayaan bangsa dalam

untuk kepentingan landasan pem
mencapai tujuan kescjahteraan dan keadilan seluruh rakyat”.

Menurut Sjachran Basa substansi hukum sebagai sarana pembangunan

mempunyai lima fungsi, yaitu:
. Derektif, sebagai pengarah dalam membangun untu
masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan rtujuan kehidupan

masyarakat;

k membentuk

2. Integrative, sebagai Pembina kesatuan bangsa;

28 ;{_M. Hidjal:j: Kartawidjaja, Hukum Nasional, Kuliah Hukum Nasional (Azas-azas Hukum
asiona, Hukum Nasional T dan Hukum Nasional II) pada Fakul Siverain
b s 156756 pada Fakultas Hukum Universitas
29 Khusus cksi.stcnsi hukum Islam dalam kaitannya dengan pelaksanaan agenda reformasi
llz:-l.cum nasfonal ya.ng sckarang tengah berlangsung. Jangan sampai, misal, karena
slbulgan kita .memlk.jrkan keseluruhan sistem hukum nasional yang perlu direformasi
e ;bkan kita lalai memperhitungkan fakror sistem hukum Islam yang sangat penting
arinya dalam kesel_uruhar.l pengertian sistem hukum nasional ya“gIScdﬁn‘ mengalami
sp:;}:jsstiriniformas{ _rncnu|u'masa depan yang diharapkan akan méniadikan hikum sibagai
1 sistem yang supreme’ dalam wadah Negara Kesaruan Republik Indonesia. (Jiml
Asshiddqie, Menuju....Op. Cit, hlm. 716 L e
30 Winahyu Erwiningsih, Peranan H
, uk ;
Pemerintahan (bestuurshandeling) 9&:;:: ;(z{d'.?m Pertanggung-jawaban P erbuatan
Hukum, jurisprudence, vol. 1, no ) se ajian dalam Kebijakan Pembanguna”
. 2, september 2004 : 137-157
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3. Stabilitatif, sebagai pemelihara (termasuk di dalamnya hasil-hasil

pembangunan) dan menjaga keselarasan kesesuaian dan keseimbangan
bernegara dan bermasyarakat;

4. Perpektif, sebagai penyempurna, baik terhadap sikap tindak administrasi

Negara maupun terhadap sikap warga apabila terjadi pertentangan dalam
kehidupan bermasyarakat.

5. Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap warga apabila terjadi pertentangan
dalam hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.”

Sejalan dengan ke-lima fungsi hukum yang merupakan tolak ukur
untuk menilai dampak positif dan negatif terhadap fungsi hukum dalam
pembangunan dan kehidupan masyarakat, maka hukum harus juga
memperhatikan kaidah-kaidah di tengah masyarakat, hal itu sesuai dengan

pendapat Mochtar Kusumaatmadja yaitu:

Fokus perhatian dalam menggunakan hukum sebagai alat untuk
mengadakan perubahan-perubahan kemasyarakatan adalah bahwa kita
harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian pada masyarakat.
Tindakan demikian tidak semata-mata merupakan tindakan yudikatif
atau peradilan (yudikatif) yang secara formal yuridis harus tepart karena
eratnya hukum dengan segi-segi sosial, antropologi dan kebudayaan
daripada persoalan.*

Keterkaitan hukum dengan kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat, Satjipto
Rahardjo mengatakan bahwa kehidupan hukum merupakan bagian dari
proses sosial yang lebih besar. Selanjutnya Rahardjo berpendapat “pekerjaan
hukum serta hasil-hasilnya tidak hanya merupakan urusan hukum, melainkan
merupakan bagian dari proses kemasyarakatan yang lebih besar.”* Demikian
juga dengan Kodiran yang mengatakan bahwa unsur-unsur kebudayaan
banyak menjiwai prinsip-prinsip hukum yang hidup dalam masyarakat.*

Terkait dengan sub sistem hukum, maka teori Talcott Parson sebagaimana
dikutif oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan:

31 Sjachran Basa, Tiga Tulisan Tentang Hukum, (Bandung: Armico, 1985), hlm. 12

32 Mochtar Kusumaatmadja, dalam Orje Salam dan Eddy Damian, ed., Konsep-konsep Hukum
dalam Pembangunan, (Bandung: PT. Alumni, 2002), hlm. 15.

33 Satjipto Rahardjo, dalam Artidjo Alkostar, Ed, Op.Cis, h.lm. 171'_

% Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-llmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu
Hukum, (Bandung: Alumni, 1977), him. 143

35 Kodiran, dalam Artidjo Alkostar, Ed, /bid, , him. 90.
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| tentang ada empat subsistem:

Dalam teorinya, Parson mC“YCbU[kagsﬁnantiasamelingkari kehidupan

budaya, sosial, politik, dan ekonomiyans bsistem ckonomi menempati
kemasyarakatan. Dilihat dari arus energi, Subsist

kedudukan paling kuat, diikud subsistem polmk,dbarz‘at;r'n.udllan
subsistem sosial (di mana hukum ada di dalamn)./a), an « jakhiri .o'?h
subsistem budaya. Di sisi lain, dilihat dari 3rus'1nf0rma;| .(tata ml-..u),
subsistem budaya justru yang paling kaya, diikuti oleh Sl;ﬁ sistem sosial,
subsistem politik, dan berakhir pada subsistem ekonomi.

Teori hukum pembangunan tidak bisa dilepaskan dengan kemajuan per helata'n
pembangunan di abad ke-21 ini, dimana sebagian besar neg.al:a-negara Asia
dan Afrika satu persatu melepaskan diri dari belenggu penjajah, dan pada
saat yang bersamaan perhatian pemerintahan yang baru akan pembangunan
menjadi fokus utama. Di samping itu perkcmhangan hukum modernpun
menampakkan kemampanan dan keduanya saling berkaitan, adapun ciri-ciri
hukum modern kaitanya dengan pembangunan secara universal seperti di

gambarkan oleh Marc Galanter, sebagai berikut:

Pertama, awran-aturan dalam hukum modern itu bersifat seragam.
Maksudnya, ketika diterapkan, bentuk penerapannya tidak banyak
bervariasi. Penerapannya tidak lagi mengenal diskriminasi berdasarkan
suku, agama, kelas, kasta, jenis kelamin, dan lain-lain. Paling-paling

perbedaannya karena teritorial saja. Jadi, hukum lebih bersifat teritorial
daripada personal.

Kedua, hukum modern bersifat transaksional. Artinya, hak dan kewajiban
para pihak dalam suatu hubungan hukum sepenuhnya ditentukan oleh
kekuatan tawarmenawar antar-mereka. Di sini tidak lagi dikenal bahwa

laki-laki harus diberi hak lebih besar daripada wanita, atau yang lebih tua
mendapat lebih daripada yang muda.

Ketiga, hukum modern bersifat universalistik. Putusan atas perkara-
perkara yang serupa, biasanya adalah sama. Jadi, tidak ada yang unik.
Putusannya berulang dan dapat diramalkan.

Keempat, sistem hukum it bersifat hierarkis.
jenjangnya. Tingkat yang lebih rendah akan dia
lebih tinggi. Misalnya, putusan pengadilan neg

Di situ ada jenjang-
wasi oleh tingkat yang
eri akan dikoreksi lagi

36 Talcowt Parson, The Social §
’ al System, (Ne e iy % : T
Rahardjo, Pemanfaatan... Op Cir, W York: The Free Press, 1951) dalam Satjipt©

|
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pada Pengadilan Tinggi, dan seter
, dan seterusnya putusan Pengadil inggi
Mahkamah Agung. P 4 v
}j’[mm,ksmmnnyn diorganisasikan secara birokratis. Untuk mencapai
anya ag: ' i

adanya keseragaman dalam putusan (universalistik) itu, tentu diperlukan
catatan-catatan yang disusun dan diarsip secara baik. Sistem hukum
dengan demikian menjadi makin impersonal (mekanis).

Keenam, sistem hukum modern itu adalah rasional. Maksudnya, sistem
tersebut dapat dipelajari dan dimengerti oleh semua orang. Padahal, dulu
hanya orang-orang tertentu yang diyakini dapat menafsirkan maksud
suatu norma hukum. Teknik-teknik teologikal dan formalistik dalam
mengartikan norma hukum itu telah digantikan oleh teknik-teknik

fungsional.
Ketujuh, sistem itu dijalankan oleh para profesiona]. Sistem pcradilan,
misalnya, tidak lagi bersifat ad hoc. Semuanya dilakukan oleh mereka

yang bekerja purnawaktu (full-timer). Mereka juga adalah lulusan

pendidikan formal dengan kualifikasi tertentu.

Kedelapan, sistemnya menjadi lebih teknis dan kompleks. Maksudnya
2dalah bahwa sistem hukum modern itu tidak bisa begitu saja dimasuki
oleh orang-orang kebanyakan. Perlu ada tenaga-tenaga ahli, yakni orang-
orang yang tahu seluk beluk sistem ini. Mereka adalah para ahli hukum.
Merekalah yang menjembatani antara peradilan dengan pribadi-pribadi
yang berperkara. Peran pard “general agents” sudah digantikan oleh

“lawyers”

Kesembilan, sistem hukum modern itu dapat diubah atau diganti. Di sini
tidak ada sesuatu yang sakral. Perundang-undangan telah menggantikan
peran hukum adat yang lamban itu.
Ciri-ciri kesepuluh dan kesebelas berkaitan dengan h
Ciri kesepu[u/y adalah bahwa sistem tersebut bersifat

terikat demikian dalam kepada negard sehingga nega i
suatu monopoli atas pcrkara—perkara dalam kewenangannyd. Peradilan-

peradilan lain, seperti peradilan agama atau dagang, h:‘mya d?.pat
beroperasi sepanjang diawasi oleh negard: dapat beroperasi sepanjang

diawasi oleh negard:
ciri kesebel

n hukum dibe
legislatif, yu

ukum dan politik.
politis. Hukum
ra menikmati

menemukan hukum

as adalah bahwa tugas
di, ada

dakan menurut fungsi-fungsinya. Ja
dikatif, dan cksekutif.

Sementara itu,
dan menerapka
pemisahan antara
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anter mcnyimpulkm tiga penckanan

Dari semua karakreristik itu, Gal
(1) kesatuan, (2) keseragaman, dan

dari model hukum modern itu, yait:
(3) universalitas.”’

an dengan kekuasaan
yang utama, karena

akan tetapi hukum

Pada kajian disertasi ini, keterkaitan hukum pcmbang}m
di era modern ini, justru menenempati fokus perhatian
hukum disatu sisi mengatur kehidupan bagi siapa saja,
harus ditegakkan dengan sesuatu kekuatan, apalagi jika hukum tersebut
diinterprestasikan dengan keberlakuan suatu undang—undang.

pembangunan, sebenarnya

Di samping itu dalam tataran teori hukum
ukum itu sendiri, dalam

berkaitan erat dengan sistem pembangunan h
pembangunan hukum di Indonesia mengalami fase-fase yang mempunyai

karakter tersendiri. Di Era Orde Baru, tidak bisa dipungkiri bahwa hukum
dijadikan alat pembangunan, hal ini terasa sekali di era orde baru tersebut,
karakter hukum yang sangat otoriter, oleh karena itu aspek instumen hukum
lebih dominan dari aspek eksperesinya, scbagaimana dinyatakan oleh Machfud
MD, sebagai berikut:

Dengan kebijakan bahwa pembangunan akan dititikberatkan pada
pembangunan ckonomi yang beorientasi pada percumbuhan, maka
bidang hukum tidak dapat dipandang sebagai sentral tetapi lebih
bersifat instrumental atau alat yang harus memfasilitasi atau mendukung
program pembangunan. Keadaan ini menyebabkan terjadinya peletakan
porsi hukum sebagai alat justifikasi yang jika dilihat dari produknya

37 Marc Galanter, The Modernization Of Law, dalam Modernization, The Dynamics of Groush,
(Voice of America Forum Lectures, w), hlm. 167-179. Dalam Komisi Hukum Nasional
Op. Cir. Lihar Juga Satjipto Rahardjo, /imu...Op. Cir hlm. 213-214. Ciri hukum modern
sebagi berikut: 1) mempunyai bentuk tertulis, 2) Hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah
negara. Apabila kita mempcrhatikan sejarah, maka kadaannya tidak selalu demikian. Pada
masa-masa yang lalu, dalam suatu wilayah negara bisa berlaku berbagai macam hukum
Ao m‘of“u yang bersaing. Seperti dikatakan oleh Marc Galanter, maka hukum modern
sekarang ini t!:n.‘hn dari peraturan-peraturan yang bersifat uniform ‘serm diterapkan tanpa
mc.ng:ml variasi. Peraturan-peraturan tersebur lebih bersifar teritorial dari adf “pribadi’;
artinya peraturan yang sama itu diterapkan terhadap anggora-anggora : . ;1[:{3[ dari
semua suku, agama, kelas, dacrah dan kelamin. Apabila disi d Eg , masyar Ao
perbedaan, maka ia bukan sesuaru yang disebabkan oleh slru. lakui adanya perbe i
antara bangsawan dan budak atau antara kaum Barhl:n;)n"d. kuljl.;.m yang imrinsi'c. s.'cp:;rti‘lI
di India, melainkan yang discbabkan olch fungsi, kondisi ddn ¢ .‘ll.\-kl:'l.:ls yang lebih ren a
oleh sescorang dalam kehidupan keduniaan Ii] H l;: an hasil-hasil karya yangdldapa(

dipakai secara sadar mewujudkan chUEUSan-k‘c ; .U ul‘nb ll'l‘u:rupakan instrument Yang
‘ putusan politik masyarakatnya.
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menampakkan watak yang konservatif dan d
" . # SEINS alam pelaks

diintervensi oleh kebijakan-kebijakan yang tidak F;elaluilna.ailn}'z::ll':a\ru.ra
kehendak aturan hukum yang resmi berlaku.* sejalan dengan

pendapat di atas sesuai kenyataan dalam praktik pembangunan hukum di
negara-negara baru lebih dipandang sebaga usaha-usaha yai b:r ifa Lmlﬂlm'1
sekedar menunjang pertumbuhan ekonomi.”” Bahkan scgrin S::liliat:akals
pcmbangunan hukum banyak dinegarabarulebihberorientasi padagu.saha untull:
melayani kebutuhan pasar. Hal ini mengakibatkan program pembangunan
hukum semakin jauh dari hakekat dan tujuan dari pembangunan hukf; itu

sendiri.”

Hal tersebut disadari betul adanya kekeliruan dalam sistem pembangunan
hukum di Indonesia, terutama di era sebelum reformasi, maka memasuki era
reformasi MPR menetapkan GBHN Tahun 1999,* khusus bidang hukum

beberapa butir monitoring dan evaluasi oleh MPR itu sebagai berikut:

Di bidang hukum, terjadi perkembangan yang Kontroversial, di satu
k materi hukum, pembinaan hukum, sarana dan prasarana
n. namun di pihak lain tidak diimbangi
al dan professional dari aparat hukum,
hukum belum

a.
pihak produ
hukum menunjukkan peningkata
dengan peningkatan integritas mor
kesadaran hukum, sehingga mengakibatkan supremasi

terwujud.

b. Tekad untuk memberantas segala ben
tuntutan reformasi sepeti korupsi,

an ekonomi keuangan belum mengikut
ah serta aparat pene

tuk penyelewengan sesuai dengan
kolusi, nepotisme (KKN) serta
kejahat i langkah-langkah nyata
dan kesungguhan pemerint gak hukum dalam

menerapkan hukum.
Media Offset,

38 Moh. Mahfud MD, Hukum dan P;‘[m-ijar Demaokrasi, (Yogyakarta: Gama

1999), him. 213 i :

39 Pembangunan hukum, bagi banyak Negara berkembanga telah menjadike ut an penting.
g baru saja terlepas dari masa colonial ini, pembangunan

asyarakat.

Di Negara-negara berkembang yan :

hukum dilaksanakan untuk mendukung penataan kc}!ldupm b;::ncg:r?n‘jm :::bﬂﬂ-gumn
baik dalam kehidupan Pnlitik, ekonomi, maupun ds:sl:ib(iljh}hk;‘:(;m?; e e
hukum sering mengesankan adanya peranan B ;:an Hukum di Indonesta, (Bandung:

dan Nasroen Jasabari, Beberapa Pemikiran Pembang
Alumni, 1980), hlm 1. 57 ; i Ker n,
40 Mubiyarto, Reformasi Sistem Fkonomi Dari kapitalisme Menuju Ekonomi akyata
ketetapan Majelis

(Yogyakarta: Aditya Media, 1999), him- 94. . D
k Indonesid, deendcr | MPR RI,

,51 [_.h . 1T R at RCPubli ¥
ihat: Majelis Pcrmus}/aw;;;:‘;ﬁk aﬁfdomﬁd Tahun 1999 Sekretraiat

Permusyawaratan Rakyat
1999.

B
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hukum dan mafia
c. Terjadinya campur angan dalam menerapkan ]l:e:;ncuan w e

dalam proses peradilan, serta (umpang cindih dan
mengakibatkan terjadinya krisis hukum.
d. Kondisi hukum yang demikian

dan penghormatan hak asasi manusia 1
memprihatinkan yang terlihat berbagai pelanggaran

antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi

mengakibatkan perlindungan
M) di Indonesia masih
ak asasi manusia,

dan kesewenang-

wenangan.
e. Pembangunan dibidang pertahanan dan keamanan, celah menunjukkan
kemajuan, meskipun masih mengandung kelemahan.

ratur TNI dan POLRI melemah,
kausaan rasa aman dan
kerusuhan missal dan

f. Kepercayaan masyarakat terhadap apa
antara lain karena digunakan sebagai alat ke
akat berkurang, terjadi

ketentraman masyar
berbagai pelanggaran hukum dan HAM
reformasi tersebut, menunjukkan bahwa

Nukilan Ketetapan MPR RI awal
penegakan hukum selama lima dasawarasa kemerdekaan Indonesia, hukum

tidak dijadikan prioritas dalam pembangunan.

8.3.2 Hukum Perencanaﬁn Pembangunan

UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN, menegaskan bahwa Sistem
Pembangunan Nasional bertujuan untuk: mendukung koordinasi antarpelaku
jamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik

Perencanaan

pembangunan; men
antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara

Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaam,
penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi
masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Poin kedua itu mengandung makna bahwa perencanaan daerah tidak
sepenuhnya mengacu pada sistem yang desentralistik secara absolut, tetapi
daerah harus mengacu juga pada hierarki pusat dan daerah. Apalagi iJU ini
juga menegaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daer:;h FRK%D) 7an
merupakan rencana tahunan daerah dan RJPM Daerah harus mengacu }adi
pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencamg ‘[:hfnan

nasional dan RPJM Nasional.

=
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Gjstem perencanaan pembangunan menempuh empat proses. Pertama,
proses politik. Perencanaan daerah (RPJM Dacrah) sebab berangkat dari
proses politik pemilihan Kepala Daerah secara langsung, dimulai dari visi-
misi Kepala Dacrah terpilih. Di sisi lain, RKPD, KUA dan APBD juga
ditempuh melalui proses politik, yakni komunikasi dan musyawarah antara
jajaran cksekutif (yang dipimpin oleh Kepala Daerah) dengan jajaran legislatif
(DPRD). Kedua, proses teknokratik, yakni perencanaan yang disusun oleh
perencana profesional atau oleh lembaga pemerintah yang secara fungsional
menjalankan tugas perencanaan. Dalam konteks UU No. 25 Tahun 2005
rentang SPPN, proses teknokratik ini dilakukan oleh Bappeda dan SKPD.
Ketiga, proses partisipatif, yakni perencanaan yang melibatkan masyarakat
(stakeholders) antara lain melalui Musrenbang dari bawah (desa/kelurahan).
Keempat, proses dari atas (top down) dan dari bawah (bortom up) dalam
hierarki pemerintahan. Proses dari atas berarti bahwa perencanaan daerah
harus mengacu pada perencanaan nasional, bupati/walikota harus mengacu
kepada Gubernur, Gubernur mengacu pada Presiden. Sedangkan proses
dari bawah adalah proses penyusunan rencana tahunan yang berangkat dari
Musrenbang di atas desa/kelurahan, kemudian dibawa naik ke kecamatan,

Kabupaten/Kota, provinsi dan pusat.

Rezim perencanaan pembangunan menghendaki sistem perencanaan nasional

dan daerah yang sinkronis dengan tujuan agar agendaﬁagcnda nasional,
menjadi agenda bersama yang masuk

dalam perencanaan pembangunan daerah di seluruh Indonesia. Di sisi lain
perencanaan pembangunan secara substantif berorientasi pada pengurangan
kemiskinan, mengutamakan aspek teknokrasi yang canggih untuk menyusun
perencanaan daerah, dan menggunakan pendekatan partisipatif dari bawah

dalam proses perencanaan.

Pasal 2 ayar (4) UU No. 25 Tahu

pembangunan nasional bertujuan untuk:

misalnya pengurangan kemiskinan,

n 2004 tentang SPPN memyebutkan bahwa

. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
 dansinergibaikantarDaerah,

b menjamin terciptanya integrasi,sinkromsas
rintah maupun antara Pusat

antarruang, antarwakru, antarfungsi peme

dan Daerah;

¢ menjamin keterkaitan dan konsiste
pelaksanaan, dan pengawasan;

nsi antara perencanaar, penganggaran,
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d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

- ; : dava secara efisien, efektif,
e. menjamin tercapainya penggunaan sumber day

berkeadilan, dan berkelanjutan.

Diujung  pemerintahannya Presiden ~ Megawall Soekarno _ Putri
menandatangani suatu UU yang cukup strategis d‘."lam penataan perjalanan
sebuah bangsa untuk menatap masa depannya yakni UU No. 25 Tahun 2004_
tentang SPPN, UU ini akan menjadi landasan hukum dan acuan utama bagi
pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk lfue'mformulasi
dan mengaplikasikan sesuai dengan amanat UU tersebut. UU ini mencakup
landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Dacrah. Dalam UU ini pada ruang lingkupnya
disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah
dengan melibatkan masyarakat.

Intinya dokumen perencanaan pembangunan nasional yang terdiri dari atas
perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/
lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenanganya mencakup: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) dengan periode 20 (dua puluh) tahun, (2) Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) dengan periode 5 (lima) tahun, dan (3) Rencana
Pembangunan Tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP dan RKPD) unuk periode 1 (satu)

tahun,

Lahirnya UU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini, paling
tidak memperlihatkan bahwa dengan UU ini d

: apat memberikan kejelasan
hukum dan arah dindak dalam proses perumus

asional | ; an perencanaan pembangunan
nasional kedepan, karena sejak bangsa ini merdeka, baru kali ini UU tentang
perencanaan pembangunan nasional ditetapkan lewat UU padahal peran dan
fungsi lembaga pembuat perencana: ’ R JASESE ;
8 DA | perencanaan pembangunan selama ini baik di pusat
maupun di daerah sangat besar,

Keluarnya UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN, y

ang mengs bentuk-
benwik dokumen perencanaan pe B mengatur

mbangunan seperti RPJP, RPJM, RKP,

164

Dipinda dengan camscamer



BEBERAPA KAJIAN HAN DALAM
HUKUM PUBLIK

model dan mekanisme perumusannya samasaja halnya dengan program j
panjang Repelita, yang terkenal dengan motto “Mcnujug]n({)org%:?n.?fmgk;;
Landﬂs“, Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) den ’ mb "I;gga'
eriode dan APBN sebagai program satu tahunnya semasa )cmerigatnh cr(; gc‘:lm
Baru. Kehawatiran ini beralasan Karena, dokumcn—dc;k[umcn neicii:l'l an
pembangunan biasanya dibuat hanya utuk memenuhi kctcntuanpUU. e

Jrtisipasi dan pelibatan masyarak: -
P l ks,[:naﬂ daE st y kat dalam proses penjaringan, penyusunan,
elaksan: aluasi dar : o di

bal | ;i i perencanaan yang dibuat, masih dihadapkan
pada alutan sloganistis dan pemenuhan azas formalitas belaka. mungkin
substansi ini yang perlu disikapi bersama dalam konteks perumusan kebijakan
Jokumen perencanaan pembangunan nasional maupun daerah ini kedepan.

UU No. 25 Tahun 2004 Tentang SPPN, menyebutkan macam-macam
tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota

dokumen perencanaan
| 4 sampai dengan Pasal 7 sebagai berikut:

sebagaimana diatur dalam Pasa

Pasal 4
(1) RPJP Nasional merupakan pe

njabaran dari tujuan dibentuknya
pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam
bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional.

(2) RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Presiden yang penyusunannyd berpedoman pada RPJP Nasional, yang
memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program
Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan

dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup
gambaran perckonomian secara k arah kebijakan

menyeluruh termasu
fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif.

(3). RKP merupakan penjabaran dari RPJM Na.sional, memuat prioritas
pembangunan, rancangan kerangka ekonom! makro yang menf:.akup
gambaran perekonomian secara menyeluruh tcrm?suk arah keb']a_ka“
fiskal, serta program Kcmemerian/Lcmbaga, lmtas' Kementerian/
Lembaga, kewilayahan dJalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka

pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 5
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(1)

(3)

RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Dacrah yang
mengacu pada RPJP Nasional.

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah
dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan
Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program
Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah,
dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu
pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas
pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 6

(1)

(2)

Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/

Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan
bersifat indikarif.

Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu
pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.

Pasal 7

(1)

(2)

166

Renstra-SKPD memuar visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi

Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah
dan bersifat indikatif.

Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan
mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
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Perencanaan - e
— e enganggaran |
JANGKA Jangka | Jaﬂgk;lrc;ﬁéi"- ran

PANJANG | Menengah |

T—TL 1L JF

L

—
i RPJP
IS AT : " RPJM
rt Nasional #| Nasional » Nf:c:at - e
Renstra ‘
i > Renja KL
RPJP RPJM RKPD
AFRAII Daerah Daerah i
D o —’n | LS
Renstra RKPD Renja
e SKPD

perencanaan menurut UU No. 25 Tahun 2004

Sumber: Sumardi, EOIU"‘:

Gambar 14: Dokumen

ebut di atas, jelas UU No. 35 Tahun 2004 menghendaki

adanya suatu bentuk dokumen perencanaan yang terintegrasi dari pusat
sampai ke daerah Kabupaten/Kota, masing-masing dokumen perencanaan
rersebut mempunyai hubungan hierarkis dari RPJP Nasional sampai kepada

Renja-SKPD berjumlah 10 (sepuluh) dokumen.

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari
diamantkan dalam Pembukaan UUD 1945, oleh |
yang berlaku untuk masa waktu 90 Tahun sama halnya dengan mater!
GBHN yang mengatur tentang RPJP yang mempunyai rentang wa(lj\'ru 25
tahun. Jika dilihat dari jangka waktu pclaksanaannya, sama hillngf‘q eqiaz
dokumen-dokumen perencanad ngunan sebelumnya (GBHN) tida

jami nakan sesuai dengan
ada jaminan bahwa dokumen terse

- aban Kenang
42 Sumardi, Reformasi Pengelolaan dan Prrrmtﬁi’lmg?nwr:;:z;‘c[mmii”mn
Jornal of Rural and Development, Volume 1 Nomor I

Dari ketentuan ters

ujuan bernegara  yang
karena itu RPJP Nasional

n pcmba
but akan bisa dilaksa

in Negard di [ndonesta,
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i RPJP Nasional pcmcrinmh

Peraturan Presiden,
si dan misi Presiden

: . iobaran dar
ketentuan normatifnya. Sebagai pen]ab&rﬂﬂ

menyusun RPJM Nasional yang ditcmp‘kﬂ“ dczga."ﬂ
RPJM Nasional pada dasarnya adalah penjabaran ari t
terpilih. Untuk program jangka pendek atau program

: : cupakan r
menyusun Rencana Kerja Pemerintah yang merupa RKP discbutkan juga
secara keseluruhan dari aparatur pcmcrintah, dalam g

e el B ; .nean demikian
sumber dan alokasi pendanaan secara indikatif (asumsi). Deng )
) p > 1N s
dapat disimpulkan bahwa ada enam dokumen pcrch-lﬂﬂ-ln pembangunan

tingkat pusat, yaitu:

hunan pemerintah
encana pemerintah

anjang Nasional (RPJP Nasional)
Nasional (RPJM Nasional)

1. Rencana Pembangunan Jangka P
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

4. Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga (Renstra—KL)

5. Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga (Renja-KL)

6. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN)*

Berdasarkan ketentuan UU No. 25 Tahun 2004, maka Pada tingkat
Pemerintahan Daerah dokumen perencanaan meliputi:

|. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP daerah)

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah dacah (RPJM Daerah)

3. Rencana Kerja Pemerintah Dacrah (RKPD)

4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Dacrah (Renstra-SKPD)

5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)
Sedangkan bc.rd:lsarkan ketentuan UU 32 Tahun 2004 tidak mencantumkan
R Kk S g Do (S bl el
dacrah sebagai mana diatur dalam I"as:ll l 5(}-:1;/!“ S:r‘f“c“_n:l:ln pemba ngun:tl}
befikats ,» dapat dikemukakan sebagai

e .

e
3. Rencana Kerja Pemeri ,( b,‘ enengih dacah (RPJM Dacrah)
’ ja Pemerintah Dacrah (RKPD)
1

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Dacrah (Renstra-SKPD)

43 Lihat: UU No. 17 Tahun 2003 tes
i Jtentang Keuang; i
AIJ!H) ”‘lclrnrf"ny;" ﬁ]”n:.i ““"i-,“;'j' I,crv“lfillmt::l N.(-I"Illll 1)...|‘1-|I 3 A}'." (4” a‘\l’“N-"
dan stabilisasi. v Pengawasan, alokasi, distribush
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Kcmudia

gcbagﬂima“a
kerja satuan kerja perangkat

kegiatan pcmbangunan baik
Daerah maupun yang ditempu
ikian,

Dengan dem
GKPD, berbeda halnya denga

adalah Renja-
pusat yang disebutkan tersendiri Rensra-KL dan Renja-KL.
Untuk lebih jelasnya dokumen perencanaan daerah dapat dilihat dari cabel
di bawah ini:
Tabel 7: Dokumen DPerencanaan pembangunan daerah menurut UU No. 32
Tahun 2004
....--—‘----'-"""""f-—‘—' e T — e S R
NO N SIFAT 1S1 L, ]
NO pOKUMEN ~DOKUMEN POKOK FUwe
1. Rencana Perencanaan 1. Visi & Misi Komitmen politis
Pembangunan Induk untuk 2. Arah Kebijakan Daerah Untuk
Jangka Panjang jangka waktu &Strategi pemb. Mewujudkan Cira
Daerah 20 tahun. daerah mengacu _Cira Masyarakat
(RPJPD) RPJP Nasional
2. Rencana Perencanaan 1. Prioritas Daerah Berisi :
Pembangunan Manajerial 2. Programb\gcn-da -Arah kebijakan
Jangka Untuk masa 5 Pembangunan keuangan dacrah
Menengah tahun Daerahsbg pen- _Strategi pembangunan
Daerah jabaran dar Visi, daerah
(RPJM) Misi dan program -Kebijakan umum,
Kepala Daerah -Program saruan kerja
Perangkat Daerah
_Lintas saruan kerja
perangkat daerah
-Program kewi layahan
disertai rencana kerja
regulatif & pendanaan
indikatif
3. Rencana Kerja Perencanaan Berisi : Reficksi dari
Pemerintah Penjabaran -Rancanga _ Kemar_ﬂpu}:;m Daerah
Daerah dari RPJM utk kerangka ekonorm! Pemerintah Dac
) Dalam Mcn;:dankan
(RKPD) jangka wakru 1 daerah  Becdusfia
tahun. _Prioritas pemb. IiungSI crdasar
daerah Kewenangan Yang
_Rencana kerja dan f\'{al.}]f.tllﬂ !)crdasalkan
pendanaannya partisipast masyarak

HUKUM PUBLIK

o di dalam Pasal 151 ayat (2) menyebutkan Renstra-SKPD
dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk a;cncana
daerah yang memuat kebijakan, program, dan
yang dilaksanakan langsung oleh I’cmcr;nmh
h dengan mendorong partisipasi masyarakat.

maka dapat dimaklumi bahwa Renstra-SKPD isinya
n dokumen perencanaan tingkat
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Tabel 7: Dokumen P
Tahun 2004

NO! _NAMA

GARA

erencanaan pembangunan daerah

(lanjutan)

SIFAT

~ DOKUMEN DOKUMEN

4 Renstra-SKPD Perencanaan
Induk SKPD

5 Renja-SKPD

O APBD

Sumber: Diolah sendin, dan berbagai sumber

Memasuki babak baru era reformasi, el

170

Penjabaran
Renstra SKI'D

Oprasional
dari Dokumen
perencanaan
yang dilakukan
untuk 1 whun

anggaran

ISI

POKOK
visi, misi, strategi,
kebijakan, program
dan kegiatan
pembangunan
sesuai dengan tugas
dan fungsinya
berpedoman pada
RPJM Daerah dan
bersifat indikatif
Renstra
SKPD dan mengacu
kepada RKD,
memuat kebijakan,
program,
dan kegiatan
pembangunan baik
yang dilaksanakan
langsung
oleh Pemerintah
Daerah maupun
yang ditempuh
dengan mendorong
partisipasi
masyarakat.
Gambaran
Keuangan dalam
satu tahun yang
terddiri dari
penerimaan,
pengeluaran dan
pembiayaan,

Diinda dengan Camsear

menurut UU No, 33

FUNGSI

Refleksi dari
Kemampuan SKPD
Menjalankan Fungsi
Berdasarkan Tupoksi,

|

Refleksi dari oprasional
SKPD dalam
melaksanakan program
kerja tahunan, sesuai

Tupoksi.

Arah Kebijakan
kewangan daerah
dalam satu tahun
anggaan,

ah membawa perubahan mendasar
dalam penyelenggaraan pemerintahan dacrah, sal

ah sate yang mengalami
perubahan adalah sistem perencanaan pemb

angunan daerah, hal ini ditandai
dengan keluarnya beberapa peracuran perundang-

undangan yang mengatut
perencanaan l}mn[unuml.lll tl.lt‘l.lh. }'.Iilll: pertam,

4 Undang-Undang Nomor:
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25 Tahun 2004 Tentang Sistem P

elanjutnys discbur UU r\%o‘ oy TahU:Ir;rrljga;:::micrg[l:;;n‘g;man Nasional**
khusus mengenai perencanaan. Kedua, U"daﬂg-UniH \'Jor}'ang ]nlcng.lmr
2003 tentang Keuangan Negara® (selanjutnya discbutgl:'ljn-l?n l'f ;'1:”“
2003 tentang Keuangan Negara),  yang m'c"gatur PCHQCIO‘IJ:I k nean
negaradan daerah®. Ketiga, Undang-Undang Nomor: 32 Tahun ?omcumgan
Pcmcrintflhan Daerah (Selanjutnya disebut UU No. 33~T:1]'lun ;0 ik tentang
pemda),”” undang-undang ini telah dua kali diubah dan tcr;khir ::r:mg
Unadang-Undang Nomor: 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua f::
Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemda,* (Selanjutnya
disebur UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua UU Pemda) iu;'a
mengatur tentang Perencanaan Pembangunan Dacrah, dan keempar, Und:mz-
Undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Ama;a
pusat dan Daerah,” (selanjucnya disebut UU No. 33 Tahun 20:(?)4 tentang
Perimbangan Keuangan) yang mengatur perencanaan dan Ptng;}ng‘gﬂra;l

di daerah. Di samping keempat UU yang discbutkan tadi dan merupakan
ari UU tersebut ada juga Undang-Undang Nomor: 17 Tahun

Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang™ (selanjutnya
ntang RPJP) sebagai implementasi dari

implementasi d

2007 tentang
disebur UU No. 17 Tahun 2007 te

kempat UU dimksud.
al.

44 Republik Indonesia. Una’dng—Undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasion.
UU No. 25 Tahun 2004 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421.
45 Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Keuangan Negara. UU No. 17 Tahun 2003
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4480.

46 Lihat: Ketentuan Pasal 17 ayat (1).

47 Lihat; Ketentuan Pasal 150 sampai dengan Pasal 154.

48 Perubahan pertama UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerin
No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraruran Pemerintah Pengganti Undang-

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 200 bahan Lembaran Negar2 Republik Indonesia
Nomor 4548). UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844)

49 Republik Indonesia,
Pusat dan Pemerintd
Nomor 126: Tambahan

50 Republik Indonesia, [/ndang-
Nasional, UU No. 17 Tahun 2007 [ embaran

Lembaran Negara Nomor 4438.
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wzhan Daerah yaitu UU
Undang

an antard Pemerintah

Aang-Undan, Tentang Perimbangan Keunang:
g 3 0. 33 Tahun 2004Lembaran Negara Tahun 2004

by Daerah, UUN
embaran Negara Nomor 4438. |
ngunan Jangka Panjang

dang tentan, Perencanaan Pemba
gt gNegara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan
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ang memiliki kekuatan hukum yang
am implementasinyd, mengingat UU
cerkait, dengan demikian berpotensi

katakan oleh Goesniadhi:

Keluarnya keempat undang-undang y
sama, akan menimbulkan multi tafsir dal
tersebut mengatur substansi yang saling
disharmoni dan tidak sinkron, seperti di
jumlah yang banyak
Am ruang yang sama,
harmonisasi hukum,

Penerapan peraturan pcrundang-undangan dalam
secara bersamaan dalam waktu yang sama dan dal
sudah tentu membawa konsekwensi terjadinya dis
misalnyarcrjadimmpangtindihkewcnangandanbcnturankepcntingan...
sudah tentu akan menimbulkan benturan kepentingan antarlembaga.
Masing-masing ~peraturan Peruudang-undangan memiliki tujuan,
strategi untuk mencapai tujuan, dan pedoman untuk melaksanakan

strategi, dimana ketiganya sering dirumuskan dalam bentuk kebijakan-
kebijakan.’’

BPHN juga mensinyalir adanya ketidakharmonisan pembuatan peraturan

perundang-undangan, seperti disimpulkan pada seminar BPHN ke VIII
tahun 2003 bahwa: “Berkenaan dengan peraturan perundang-undangan selain
penggunaan istilah atau nomenklatur yang rancu penempatan urutaninya
pada suatu jenjang atau hierarki banyak yang tidak sesuai dengan kaidah

perundang-undangan yang berlaku.

8 3.3. Hukum Administrasi Pembangunan

Administrasi Pembangunan menggunakan dua fungsi yaitu Pembangunan
Administrasi dan Administrasi Pembangunan. Kedua fungsi tersebut saling
melengkapi untuk menghasilkan suatu kebijakan. Partisipasi masyarakat
diperlukan agar kebijakan tersebut bisa berhasil dan tercapailah perubahan ke
arah modernisasi, pembangunan bangsa dan pembangunan sosial. Dari sudut
prakrik, administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam
satu pengertian, yakni administrasi dan pembangunan. Dengan demikian,
administrasi pembangunan  memiliki nilai-nilai yang dikandung dalam
administrasi dan pembangunan dengan paradigma yang sejalan. Saat menelaah
administrasi pembangunan, ada dua hal mendasar yang perlu dibedakan, yaitu
admnistrasi bagi pembangunan dan pembangunan adminiscrasi.*

51 Kusnu Gocesniadhic, Harmonisasi Sistem Hukum: Mewnj i . ,
: . mjudkan Tata Pemerintaban Yang
Baik, (Malang, Penerbit A3; Asah Asih Asuh, 2011), him. 9. o s .
52 hup :Hid.wiki;wdi.l.mgi’wiki! Administrasi_ pembangunan. Li "
; : = an. Lihat Tupa: Nanda Saputr
Hukum- Administrasi- Pembangunan & Juga: Nanda Sapu
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Menurut Bintoro, hukum administrasi pembangunan adalah huk
(dministrasi N€gara yang diarahkan untuk mendukung proses pemb -
qasional untuk merealisasi pertumbuhan yang lebih baik (moficrni:;.g;l gan
hukum yang diarahkan untuk penyempurnaan administrasi ne ara: aan
berkemampuan mendukung proses pembangunan. Menurut Sond:mg Sia iir
hukum administrasi pembangunan adalah keseluruhan proses pcl%lksaiaal;
pada serangkaian kegiatan yang bersifat pertumbuhan dan perubahan yan
berencana menuju modernitas dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalan%

rangka national building.”

Selanjutnya, pengertian hukum administrasi pembangunan menurut Prajudi

Acmosudirdjo adalah sebagai beriku:

Hukum administrasi pembangunan merupakan hukum administrasi
Negara yang diarahkan untuk mendukung proses pembangunan, dalam
arti untuk keperluan keberhasilan pembangunan, yang meliputi: hukum
untuk perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, dan

1.

evaluasi.

2. Hukum administrasi pembangunan merupakan hukum administrasi
Negara yang diarahkan untuk penyempurnaan administrasi negara agar
berkemampuan mendukung proses pembangun.*

8.4 Administrasi Penganggaran Keuangan
Negara dan Daerah

Di Indonesia era Orde Baru sistem anggaran yang dipakai adalah sistem

anggaran berimbang di mana diusahakan agar penerimaan dan pengeluaran
kesecimbangan tersebut sebenarnya bersifat

seimbang, Pada praktiknya
“simbolik” karena pada dasarnya yang terjadi adalah anggaran defisit, di mana

defisit ini ditutup melalui pinjaman luar negeri. Kebijakan ini tidak dirubah
dalam pemerintahan awal reformasi. Sementara itu, pola penyajian di masa
sebelum ini adalah pola “T", atau yang identik dengan neraca, sementara
pola terbaru mempergunakan pola “[" atau menjadikan sisi penerimaan
(yang sebelumnya ada di sisi kiri) dan sisi pengeluaran (yang biasanya di sisi
kanan) berada dalam satu lajur yang sama). Di sisi pengeluaran dibagi secara

—

3 1"”F"Hﬁ'iill937.b|ng5pcur.cmn.-'?.0UF&J’f]‘}a’hukum-ﬂ.dminisl:rasi-pt:rnbang-.:n:m_l(].l-u.ml‘ '
dan Andhika Danesjvara. Administrast

% Hayati, Tri, Harsanto Nursadi, Depok: Badan

J U
Pembangunan: Suatu Pendekatan Hukum dan Pernecanaannyd.

Penerbit FakulrasHukum Universitas [ndonesia, 2005.
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klasikal menjadi dua kelompok: anggaran rutin dan anggaran pembangunan,

ditambah pembayaran/cicilian utang.”’.
nggaran ini sudah baik dan memiliki

Pada dasarnya prinsip penyusunan a
berarti pola ini tertutup untuk

pola baku yang standar. Namun, bukan
penyempurnaan, karena di dalamnya terdapat satu bias dalam pcmahamail
pembangunan. Bahwa ada perbedaan antara “rutin” dan “pembangunan,
padahal keduanya dapat disamakan, bahkan dapat dikatakan berhimpitan.
Misalnya “belanja barang” akan mendorong investasi di industri yang
menyuplai keburuhan belanja barang cersebut. Kedua, anggaran tersebut
memadai untuk kondisi keuangan pemerimahan yang kuart, dukung_&n
pemberi pinjaman luar negeri yang baik, dan pemerintahan yang terpusat.”®

Saat ini Indonesia berada dalam kondisi yang mempertanyakan seluruh
asumsi dasar yang menjadi pondasi dari penyusunan anggaran tersebut.
Kondisi obyekrdif ini mendorong Indonesia untuk mencoba merumuskan
kembali model perencanaan pembangunan dalam bentuk anggaran yang
lebih memadai.”

Persamaannya, kedua anggaran tersebut isinya relatif sama. Di sisi penerimaan
adalah penerimaan dalam negeri yang terdiri dari penerimaan pajak dan bukan
pajak (termasuk pendapatan dari minyak dan gas bumi), serta pinjaman dari
luar negeri (termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dapat
didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, yaitu
disaru pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna
membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun
anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan
dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-

55 Mahatmi Saronto dan R. Wrihatnolo, Rekonseprualisasi Perencanaan Pembangunan: Suatu
Pemikiran. hup: //www.google.co.id/Zq= sistem + perencanaan+era+orde+barudhl =
i d&prmd = imvns & ¢i= 0ZP6 TmNKoPZrQfx_ KTnDw&start= 90&sa= N & bav
=on.2,or.r_ge.r_pw.,cf.osb&fp= 43t18e099b5d1123&biw=1366&bih=585

56 Sumardi, Reformasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara di Indonesia,
Jornal of Rural and Development, Volume 1 Nomor 1, Pebruari 2010

57 Untuk meningkatkan transparansi dan akunrabilitas pengelolaan keuangan negara,
pemerintah dalam era reformasi telah melakukan koreksi secara menyeluruh
atas sistem keuangan negara yang dipergunakan pada masa Pemerintahan Orde
Baru. Koreksi pertama adalah degan mengintegrasikan anggaran negara dengan
meniadakan pembedaan antra Thgdmn rutin dan anggaran pembangunan.
Kontrol atas APBN kini sepenuhnya berada ditan s Keus ,
Sementara itu, peranan anggaran nonbugeter semakin diir:ari\glic..rﬁfiﬁatl'\gﬁjl?fﬁ;»

ibid)
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engeluaran yang dimaksud.”®  Berdasarkan ketentuan Pasal 64 UU N
‘ t 0.

5 Tahun 1974, makanisme penyusunan A
Daerah, sebagai berikut: y n Anggaran Pendapatan dan Belanja

Tahun Anggaran Daerah adalah sama dengan Tahun Anggaran N
; ver egara

9. Dengan Peraturan Dacrah, tia
. , tiap tahun, selambat-lambat i
setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja [)n::'jh(mga) i

3. Dengan Peraturan Daerah, tiap tahun , selambat-lambatnya G (enam)
bfxlan setelah fhtctapkan APBN untuk tahun anggaran tertentu
ditetapkan perhitungan atas anggaran Pendapatan dan belanja Daerah
tahun anggaran sebelumnya.

4. Apabila Anggaran Pendapatan dan belanja daerah pada permulaan tahun
anggaran yang bersangkutan belum mendapat pengesahan dari pejabat
yang berwenang dan belum diundangkan, maka Pemerintah Daerah
menggunakan tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan keuangan.

5. Pemerintah Dacrah wajib berusaha mencukupi anggaran belanja rutin

dengan pendapatan tersendiri.
lanja daerah serta perubahan sepanjang

6. Anggaran Pendapatan dan be
u dilaksanakan sesudah ada

tidak dikuasakan sendiri oleh anggaran it
pengesahan pejabat yang berwenang.
lakan anggaran Pendapatan dan belanja daerah

7. Pengesahan atau peno
g dapat dilakukan pos demi pos atau secard

oleh pejabat yang berwenan

keseluruhan.
n (financial workplan) yang dibuat untuk

keu badan legislatif memberikan kredit
ukan pembiayaan guna memenuhi
ngan yang menjadi dasar
kkan semua penghasilan

APBD adalah suatu rencand keuanga
ertentu pada wa

ksekudfuntuk melak
erah sesuai dengan ranca
dan yang menunju

suatu jangka wakru t
kepada badan-badan e
kebutuhan rumah tangga da
(Groundslag) penetapan anggaran,

- +51)
untuk menutupi pengeluaran tadi””.
naan Anggaran Pendapatan dan

nyusunan dan pelaksa
n sebagai berikut:

ukan dengan ketentua

Adapun prinsip P¢
Belanja Daerah dilak

e

58 Irwan Tuahq Ritong
(Yogyakarta: Penerbit Se
59 Ihid, him.1-2
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anggaran berimbang dinamis

2. Memegang teguh prinsip kebijaksanaan ageluaran keuangan daerah;

: : o antara e
dalam arti adanya keseimbangan antara p i
ran dalam art tertib upaya peningkatan

3. Melaksanakan tertib angga gjawaban pengeluaran

pendapatan asli daerah (PAD) dan pertanggtif
keuangan daerah;

jelas, yaitu:
Melaksanakan anggaran secara terarah dengaif polarencana YRGS ¥

a. Anggaran Belanja Rutin disusun dalam Daftar Isian Kegiatan Daerah

(DIKDA)

b. Anggaran Pembangunan disusun dalam Daftar Isian Proyek Daerah
(DIPDA)

Pengurusan Keuangan daerah meliputi pengurusan umum (adminitratif)
dan pengurusan khusus (Bendaharawan). Pejabat-pejabat yang ditujuk
untuk pengurusan keuangan daerah tersebut karena tugas dan kewajibannya
berfungsi sebagai; otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Keiga fungsi
jabatan tersebut sebenarnya merupakan kewenangan Kepala Daerah (Pasal
62 ayat (1) UU No. 5 whun 1974 jo Pasal 2 PP Nomor 5 tahun 1975)
namun atas dasar prinsip organisasi yang efektif dan efesien, maka fungsi-
fungsi ketiga jabatan di atas dilaksanakan secara terpisah dan dilimpahkan

kepada masing-masing pejabar yang ditunjuk uncuk melaksanakannya oleh
Kepala Dacrah.

- y ’ . = g age .
l-]l‘lbl'll'.lban antara Keuangan Negara dan Keuangan daerah dapat dilihat dari
ciri-ciri pemerintahan daerah di bawah inj:

L.

Danyve ar: 1

Penyelenggaraan pemerintahahan daerah, yaitu Prinsip otonomi yang
nyata dan bertaggung jawab, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan
asas pembantuan. Mengingat sumber-
terbatas, maka oleh Pemerintah

APBN, untuk digunakan pada Be

sumber keuangan daerah masih
Pusat disalurkan beberapa dana dari
lanja Daerah, antara Lain:

A Subsidi perimbangan Keuangan

b.  Bantuan dalam Program-program Inpres pembangunan
¢ Subsidi penyelenggaraan Pendidikan dasay. o
d. Tunjangan kurang penghasilan Pamong Desq
Segi pelaksanaan kebijaksanaa, .

dana APBN yang dialokasikap

12

1 .
k}:mbangunan. yakni adanya beberapa
cdacrah melg)y; APBD, antara lain:
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Dana Bantuan Pembangunan daerah Tingk
. ; rkat | . .
Tingkat I) yang ditetapkan dan diarahkan; b (Inpres Daerah

R dacrah Tingkat [T Kabupaten/Kotamadya.
[npres Sekolah Dasar

C.
d. Inpres Puskesmas

e. Inpres-inpres lainnya yang ditetapkan kemudian

3. Scgi Pengawasan, pengesahan  APBD Provinsi Dacrah Tingkat |
dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri. Pengesahan APBD Knhub aten/
Kotamadya Daerah Tingkat IT dilakukan olch Gubernur Kepala IIJ’acr*ih

sebagai wakil Pemerintah di Daerah. Pengawasan atas pclaksana:’m
APBD di lakukan oleh aparat-aparat pusat seperti; Inspekrorat Jenderal
Departemen Dalam Negeri, Dircktorat Jenderal Pengawasan Keuangan
Negara Departemen Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

penyusunan APBD sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri

Tabel 8: Undang-undang,
Mekanisme Penyusunan APBD.

Dalam Negeri Yang Mengatur
1 U — N
yeel BENTUK PERATURAN TENTANG
Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah
Tata cara Pengurusan,
Pertanggungjawab dan Pengawasan
Keuangan Daerah
Tata cara penyusunan APBD,
Tahun 1975 pelaksanaan tata Usaha Keuangan

daerah dan penyusunan perhitungan
APBD

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Contoh-contoh cara penyusunan
APBD, Pelaksanaan tata Usaha

Nomor: 11 Tahun 1975
Keuangan dacrah dan Penyusunan
APBD.

e —

——— E—

“l.- .U;lda;ig-undang Nomor: 5 tahun
1974, khususnya Pasal 64 ayat (2)

2 Peraturan Pemerintah Nomor: 5

Tahun 1975

3 Peraturan pemcrinuh Nomor: 6

Sumber: Marcus Lukman, Op.Cit. him. 288.

Memahami beberapa Ketentuan perundang-undangan di atas, dapat d?fm.alisis

bshwa Perencanaan di tingkat provinsi pada Orde Baru pada prinsifnya
itu: Pola Dasar Pembangunan

mempunyai pola yang sama dengan pus
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Daerah untuk masa waktu 5 tahun, Pola Umum Pemban_gunan Jangka
Panjang juga untuk 25 tahun, kemudian pola umum Pelita untuk masa
5 tahun yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah rli:m Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan program kerja tahunan.

Adapun dokumen perencanan daerah pada Orde Baru hanya terbatas padgf
Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas). Berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan
Pola Dasar Pembangunan Daerah, bahwa Poldas sebagai landasan bagi
penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahunan Daerah (Repelitada),
Poldas berfungsi sebagai dokumen perencanan induk atau pernyataan politik
tentang visi, misi, dan arah pembangunan daerah, sedangkan Repelitada,
merupakan penjabaran dari Poldas. Jadi Poldas berfungsi sebagai dokumen
politik yang diputuskan berdasarkan Peraturan Daerah, sedangkan Repelitada
diterapkan sebagai dokumen eksekutif dengan keputusan Kepala Daerah

Sebagai contoh Provinsi Bengkulu pada era Orde Baru, terakhir menyusun
Pola Dasar Pembangunan Daerah ini yaitu Pola Dasar Pembangunan Daerah
Provinsi Daerah Tingkat 1 Bengkulu Tahun 1994/1995-1998/1999 yang
diperdakan pada tanggal 27 September 1993 Nomor 11 Tahun 1993.

Mekanisme penyusunan perencanaan daerah berpedoman kepada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan
dan Pengendalian Pembangunan di Daerah.

60 Petunjuk penyusunan pola dasar pembangunan daerah biasanya diatur dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri dan setiap lima tahun sckali peraturan tersebut di ganri misalnya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan
Pola Dasar Pembangunan Dacrah telah diperbaharui/dicabut dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar
Pembangunan Daerah.

61 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1993, Pemerintah Dacrah

Provinsi Tingkat | Bengkulu telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Dacrah Povinsi Dacrah Tingkat [ Bengkulu
Tahun 1994/1995-1998/1999. Pasal 2 ayat (1) Perda tersebut menyarakan Pola Dasar
Pembangunan Dacrah Provinsi Dacrah Tingkat | Bengkulu disusun scbagai arah dan
Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Daerah; kemudian Pasal 5 menycbutkan Dengan
berlakunya Peraturan Dacrah ini maka Peraturan Dacrah Provinsi Daerah  Tingkat |
Bengkulu Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Dacrah Provinsi
Tingkat | Bengkulu dan ketentuan-ketentan terdahulu yang sifatnya dan isinya
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
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siklus perencanaan b
Gecara umum pembangunan da
erah alurn i
ya sebagai

br:rikut:lsl
;r:t?:;, a[j;mi:ﬁl nDIiS:nLl:agfeEE;I;iimn Tingkat Desa/Kelurahan.
wal an Masyarakat Desa (LKMD)
yang dipimpin oleh kepala desa/kelurahan yang bersangk
dengan bimbingan camat, dibantu oleh kepala urusan pembaf i
kecamatan, mengadakan diskusi pembangunan dcsa/kelurahangu:;n
mencakup masalah inventarisasi potensi pembangunan dcsaﬂcclura};;alng
permasalahan—pcrmasalahan sekaligus ~ saran-saran pemecalmnny:;
rermasuk penyusunan usulan rencana program/proyek pembangunan
baik yang dibiayai oleh Subsidi Desa (Inpres). APBD Tingkat I dan
Tinekat II serta APBN untuk selanjutnya diteruskan oleh Kepala Desa/
Kelurahan kepada Camat untuk dibahas dalam diskusi pembangunan di
Tingkat Kecamatan. Waktu diskusi bulan Maret/April.

angunan Tingkat Kecamatan.

Tahap Kedua. Diskusi Pemb
Ada dua bentuk pertemuan tingkat kecamatan ini yaitu Pertama
Diskusi Unit Daerah Kerja Pembangunan Kecamatan (UDKP),
kedua dalam bentuk Temu Karya LKMD yang dipimpin oleh
camat dengan bimbingan Ketua Bappeda Tingkat Il dan Kepala
Kantor Pembangunan Desa (Bangdes) Kabupaten/ Kotamadya yang
bersangkutan dengan tujuan untuk membahas kembali rencana/

a.

62 Lihat: Ateng Syafruddin, Op Cit., hlm. 31-38. Tahapan-tahapan perencanaan dari bawah
seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 T:fhun. 1982
Tentang Mckanesme Pembangunan dari bawah (Botrom up Planning) yang dikutip oleh
M. Ali Basyah Amin adalah sebagai berikut: Tabap I: Musyawarah PcmbangunanKDesa
(Musbang Tk. Desa) biasanya dilaksanakan pada awal tahun, ?."rzfj'ap‘ ..‘E"i1 'l".-::nu.ll ar}-:;
Pmbanguan Tingkat Kecamatan atau forum UDKP pada tahap lm},f]db;riipugu[;;ﬁ;

. : i isaln

dari desa/kelurahan untuk ditentukan sumber pembiayaannyd s : '
APBD Tk I, APBN dan sebagainya, 7ahap 11 Rakorbang tingkat I1 Piasanys d;(la%s:;?ljk?;
pada bulan Mei/Juni). Rakorbang ini diahdiri oleh Can»mr. D|nastn;:ra]:1511:‘;1'llia df_"n 1
Bagian-bagjan terkait rermasuk instansi vertikal., pada prinsipny® gy =

; da Tingkat I1,
Rakorbang Kecamatan hanya saja sifatnya lebih luas karena kan pada Ting

h dibahas
Tahap 1V: Rakorbang Tingkat T membahas keterpaduan LISL::.:!]{[?*}:fiukc Bapmas‘aMendagﬁ
sebelumnya yang dikordinasikan oleh Bappcda Lo k [1 “;t.m_{.m Pﬁm.m‘pmmm
dan Deprtemen feknis lainnya, Tahap V: Konsulrasi reg:'mm me

V- Konsultasi Nasiona

pemba gun di Daera {aha embahsan t€ nis/program
| p 1l p nsan teknis/prog
e B enaqbd’gn }}t artemen erkait s€ ipa ovinsi mt‘ng&jukan 3]35ﬂl1-:1|:l5:ln
ersama ketua Bappena! Departe rerkait setips pr 5

- . Penyusunan RAPBN,
pentingnya pembangunan di daerah masing-masing lfd/}fgl;)/gi-n 5’;;‘5‘;
RAPBD Tingkat I dan Tingkat I, Tahap VIT: Penyerahan
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3. Yanp ak. ;
pooakan diosullam dnglac sekorml/instansi vertikal di
provinst/daerah tnglac Fanake diblayat olel APBN

0, '; 1! v ! 1
i ;| i alcan dibiyal oleh program banwan Tnpres, unwk
selanjutnya divsullan kepada pemeriniali pusat - melalui
‘ . = F ) L : ' ;
wibernue KD Tinglac I guna memperoleh pembiyayaan.

Yang divsulkan sebagai proyelckhusus yang akan dibiyayai olch
Banpres, kerfa sama loar negeri dan sebagainya '

6, Yanp alan diblayai oleh Perbankan,

7. Usulan rencana propram/proyek selanjutnya diceruskan kepada
pubernur Kepala Dacrah tinpgkat [ guna dibahas kembali dalam
forum konsultasi intern Bappeda Tingkac 1.

8 Wakw dilaksanakannya forum  konsultasi intern Bappeda
tngkac 112 bulan Mei/Juni.

Tuhap Keempat : Konsultasi [ntern Bappeda Tinglat |

d.

b.

d.

in kegiatan persiapan pembangunan di Kabupaten/
o/Instani Dacrah maupun Vertikal mengajukan
k/program Pembangunan untuk tahun

Bersamaan deng;
Kotamadya. Dina
usul untuk rencana proye
anpgaran yang akan datang,

Dibawah koordinasi Bappeda Tingkat [ usul rencana program seperti

yang telah didiskusikan pada
diolah oleh Biro Pembangunan Jan Biro Keuangan serta Direktorat

Bangdes Tingkat L.

ahap ketiga secara intern dibahas dan

Dengan Petunjuk dan bimbingan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
rn pada poin b) dibahas lagi pada forum

| hasil pembahasan inte
[ yang melibatkan Bappeda

intern Bappeda Tingkat

konsultasi
ra Dinas/Instansi ‘| ingkac L.

Tingkat [T se
Forum konsultasi Bappeda Tingkat | menghasilkan hal-hal sebagai

berikut:
1. yang dinilai cukup dibiayai oleh APBD asli Daerah Tingkat
. . 3 L

[l
2. yang dinilai cukup dibiayai oleh APBD Tingkat | m:l;miumyl-.\u
P l o 1 Jaerah Tingkat I untuk
. oskan dalam Raneangah APBD | ?
dituangkan da bPRD Tinglat 1

kemudian diabahas bersama dengan

ai oleh bantuan Inpres.

3

Yang akan dibiay
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4. Yang dinilai masih akan Jiusulkan untuk dibahas lagi dalam

forum konsultasi Regional Bappeda-
5. Yangakan diusulkan untuk dibiayai
lagi pada forum konsultasi nasional Bappeda.
6. Yang akan dibiyai oleh Bantuan khusus seperti Bantuan

Presiden dan Kerja sama Luar Negeri-
Jompokan wilayah pembangunan,

[casi Regional Bappeda.
[ : bulan Juni/

oleh APBN untuk dibahas

e. Sesuaidengan ruang lingkup penge
maka akan dibahas pada forum konsu

Waktu diadakannya forum regional Bappeda Tingkat
Juli/Agustus.

Tahap Kelima: Konsultasi Regional Bappeda.

Pada tahap ini akan dibahas sejauh mana program/proyck
dapat dan belum dapat dilaksanakan sekaligus masalah-
dihadapi dalam pelaksanaannya

Tahap Keenam: Konsultasi Nasional Bap

tersebut telah
masalah yang

peda.

hun menjelang penyusunan APBN/APBD tahun berikutnya
diselenggarakan lagi konsultasi Nasional Bappeda. Maksud dan tujuan
diadakannya Konsultasi Nasional Bappeda ialah untuk memantapkan
lagi hasil-hasil yang telah dicapai dalam forum konsultasi Intern dan
Regional Bappeda pada tingkatini Kepala Bappeda Tingkat I mengajukan
berbagai argumen agar usulan dari daerahnya mendapat prioritas dari

Setiap ta

Pemerintah Pusat.

Siklus tadi dapat dianalisis bahwa dalam sistem perencanaan pada
Orde Baru tersebut sifat ketergantungan dengan pemerintah atasanny?
sangat tinggi karcna rencana-rencana tersebut berupa usulan yang
harus mendapat persetujuan dari tingkat atas dan lebih bertumpu pada
perencanaan dari atas (top down planning) dan sentralistik Perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan dengan sistem tersebut lebih mengutamakan

pertumbuhan ckonomi, dan mengabaikan pemerataan.®
« .

63 Walaupun pembangunan it telah menghasilkan berbagai kemajuan diberbgai bidang
Lot - o . ¥ :
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akan tetapi juga membawa dampak negatif berupa timbulnya berbagai lah:
wosial ckonomi dan lingkungan. Salah sawu permasalahan W“Il’if’l Lr)%I:ul e J'dd;l
terhangunnya “capacity building” institusi-institusi, baik pu.hli-k: .
institusi keuangan, schingga kurang atau tidak berperan dalam l";;m-lP‘.m pasar, tcrum.mz
cfisien dan bijaksana, Selain itu, penerapan sistem represi (l’lll'; e aldaelsymber d“)’f‘ sccard
pada lemahnya berbagai institusi strategis untuk mc'li:l-mir‘1 kc:::;:r::;zh mclngu]l:lh:t.tl::?
astian hukum dan keadiiath
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C.

embangunan tingkat

asil diskusi P
am/proyek

h keterpaduan Pf ogr

program/proyek pembangunan h
desa/kelurahan guna memperola
pada tingkat kecamatan.

Peserta diskusi adalah UDKP/semua L
dan dinas/instansi vertikal di tingkat kecamatan.

pkan menghasilkan pert
dibiayai baik oleh

1. Usul terencana program/pro)’ek yang akan
ang bersangkutan

swadaya masyarakat Desa/Kelurahan ¥
maupun oleh Inpres Subsidi Desa, dikembalikan kepada Desa/

Kelurahan yang bersangkutan.
Usul rencana program/proyck yang <udah diselesaikan akan
dibiayai oleh APBD Tingkat II, APBD Tingkat [, bantuan

Inpres dan APBN diteruskan kepada Bupati/W alikotamadya
ahas dalam forum konsultasi BAPPEDA

KMD sewilayah kecamaran,

; T an.
Forum diskusi ini dihar musan

]

untuk selanjutnya dib
Tingkat II yang bersangkutan.

Wakeu Diskusi : bulan April/Mei.

Tahap Ketiga: Konsultasi Intern BAPPEDA Tingkat II

a.

Dinas/instansi dacrah maupun vertikal mengajukan usul rencana/

program/proyek untuk tahun anggaran yang akan datang.

Dibawah koordinasi Bappeda usulan pada poin a) dibahas secara
intern dan diolah lebih dulu oleh bagian pembangunan dan Bagian
Keuangan Sekretariat Pemerintah Daerah Tk. II (lebih sering disebut

pembahahasan satuan tiga).
Atas pecunjuk Bupati/ Walikotamadya hasil satuan tiga tadi dibahas
kembali pada rapat intern Bappeda Tingkat II yang dihadiri para

Camat, dinas/instansi dalam lingkungan sekretariat wilayah/

daerah.
Forum konsultasi Bappeda tingkat II diharapkan menghasilkan

rumusan ususl-usul program/proyek pembangunan sebagai berikut:

L Y.ang akan dibiayai oleh APBD asli Tingkat IT yang akan
dituangkan dalam rancangan APBD tingkat II yang

bersangkurtan.

3. ‘éanbg akan dibiayali oleh APBD tingkat I diusulkan kepada
ubernur KDH Tingkat I supya memperoleh pembiyayaan.
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t nﬂ.

Secara filosofis, dikaitkan dengan pembangunan, cksistensi Pemeri
Daerah diharapkan untuk membuat pcmbanéunan e:rﬂ letnnrah
menjadi dekat dengan rakyat dan membuar Pcmcri‘::alfc g““:}"
bertanggungjaab kepada rakyat. Tapi dengan menumpuknya kek -
aan sumber daya p ada birokrasi pusat, menycbabkan Pcmcri}nmh Du::':E
sangat tergantung p ada dukungan pusat dalam menjalankan n;ckanismc

pembangunan.

Adapun alur peng
kemukakan melalui ragaan di bawah ini:®’

anggaran melalui proses penyusunan APBD dapat di

|

UU No.5 tahun 1975

= il

Kepala Daerah g Pola Dasar 3.

|

1

PELITA

LITA

i

Program tahunan

\

APBD

Gambar 15: Proses Penyusunan APBD pada era Orde Baru

Berdasarkan gambar di atas: dapat dijelaskan bebera
penganggaran keuangan daerah sebagai berikut:

I. Pembahasan APBD bermula dari proses RAPBD dan dibahas berama
pejabat yang berwenang yaitu Kepala Daerah;

antara DPRD dengan
neuk tercipranyd mekanisme kontrol

n peradilan, sistem politik u : -
:rem sosial yan dlperlukan unruk memelihard
and balnces), dan S8t yang A

kehidupan yan harmonis dan damai. Dampak negatif lainnY? '
ok omi antar golongan pendapatat antar wilayah, dan anaar kcloerol\
: engkulu Tahun 2005-2010, Sekretriat Pemerintah

pa hal ciri dari

seprti sistem hukum da
dan keseimbangan (chek

kesenjangan sosial cko
masyarakat. ( RPJM Dacrah Provinsi B
64 Pfovinsi Bengkulu, him 1)
6 Tjahya Supriatna, Op. Cit., him. 32 p
Sumber:Irwan Tuafiq Rirongd Perencanda’ dan 009,

Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Sekolah pascasarjand
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Dipinda dengan camscamer



HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

n APBD adalah Kepala Daerah dan

2. Unsur yang terlibar dalam penyusuna .
DPRD dengan tidak melibatkan masyarakat

lolaan keuangan daerah dilakukan
3. Dalam pelaksanaan APBD pengelold g (D[K_DA) e e

dengan penyusunan Daprar [sian Kegiatan

Isian Proyek Daerah (DIPDA);
4, Berpegangan pada kebijaksanaan berimbang yang dinamis, yang berari

' f rah;
adanya keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan daerah;

5. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah adalah:
a. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya,
b. Perbandingan antara standar biaya dengan realisasinya, dan
c. Target dan presentase fisik proyek.

6. Perhitungan APBD bediri sendiri dan terpisah dari pertanggungjawaban
Kepala Daerah;

7. Bentuk Laporan Perhitungan APBD terdiri atas:
a. Perhitungan APBD,

b. Perhitungan Kas dan pencocokan antara sisa kas dan sisa
perhitungan.

Keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara
pada Perjan, Perum, PN-PN dan sebagainya. Sedangan definisi keuangan
dalam arti sempit, yakni setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan
mempertanggungjawabkan keuangan pada APBN, APBD dan BUMN serta

BUMD.Penggunaan istilah keuangan negara dinilai kurang tepat, yang lebih
tepat adalah menggunakan istilah Keuangan Publik.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara yang disahkan 9 Marer 2003 diharapkan menjadi kerangka hukum
yang kokoh dalam upaya mendorong terwujudnya rata cara pengelolaan
keuangan negara yang bersih dari korupsi, Kehadiran undang-undang ini

juga dapat memberikan garis yang jelas dan tegas kepada pemerintah dalam
mengacur keuangan dan aset negara,

Pengertian keuangan negara tercantum dalam Pasa] 1 angak 1 Undang-
Urlldanﬁ Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditegaskan
bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat
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ilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang
adikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

din B
yang dapat dij
kewajiban tersebut .

Oleh karena itu sejhak keluarnya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
negara tidak dibenarkan sumber keuangan negara yang tidak diatur dalam
pgrundnng-undangan, seperti pungutan-pungutan yan tidak jelas dasar
hukumnya yang dilakukan oleh suatu lembaga pemerintah. Seperti yang
banyak terjadi di dalam praktik penyelenggraan keuangan oleh badan atau
lembaga seperti dan abadi, dana tabungan dan sebagainya.
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